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Penulis dalam penulisan tesis ini mengangkat judul "PENERAPAN 
PERDA N0.111990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI 
KABUPATEN SLEMAN (STUD1 PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET 
MAKRO DAN AMBARLTKMO PLAZA)." 

Saat ini perkembangan Kota Yogyakarta semakin pesat dan semakin padat 
baik dari segi jumlah penduduk maupun bangunan yang berdiri dan ha1 ini 
berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan atau tempat di Kota Yogyakarta 
padahal semakin lama lahan yang tersedia semakin sempit atau berkurang. Selain 
itu pusat-pusat kemmaian di pusat Kota Yogyakarta semakin padat oleh para 
pengunjung karena memang selain sebagai pusat kota juga sebagai tempat pusat- 
pusat keramaian, ha1 ini semakin lama membuat keadaan di pusat kota semakin 
tidak teratur. Sehingga Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
mempunyai rencana atau program untuk memecah atau mengurangi kepadatan di 
pusat-pusat kemmaian di Kota Yogyakarta dengan cara mengalihkan 
pengembangan pusat keramaian atau pusat-pusat perbelanjaan di daerah sekitar 
Kota Yogyakarta dan daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten 
Sleman, daerah-daerah tersebut antara lain wilayah Catur Tunggal dan Condong 
Catur. 

Saat ini banyak kita jumpai pusat-pusat perbelanjaan dengan skala besar 
tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sleman. Dan memang saat ini 
rencana Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurangi 
kepadatan keramaian di Kota Yogyakarta mulai nampak, kini pusat-pusat 
perbelanjaan yang berdiri di wilayah Kabupaten Sleman mulai ramai dikunjungi 
terutama pada hari-hari libur padat oleh pengunjung. Pusat-pusat perbelanjaan 
yang telah berdiri tersebut, masing-masing berusaha memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada para konsumennya dengan memberikan barang-barang yang 
berkualitas dengan harga barang yang terjangkau oleh para konsumen. Adapun 
pusat-pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman adalah: 
Mirota Kampus, Supermarket Hero, Supermarket Makro, Supermarket Alfa, 
Supermarket Arnbarukmo Plaza. Tentunya tidak rnenutup kemungkinan akan 
berdiri beberapa pusat-pusat perbelanjaan yang baru di wilayah Kabupaten 
Sleman. 

Tentunya dengan semakin ramainya pusat-pusat perbelanjaan yang berdiri 
di wilayah Kabupaten Sleman, hams ada peraturan yang mengaturnya agar 
nantinya tidak menimbulkan permasalahan yang lainnya. Salah satu peraturan 
yang digunakan untuk mengaturnya adalah Peraturan Daerah Sleman No. 1 Tahun 
1990 tentang Peraturan Bangunan. Seperti yang telah tercantum didalam Perda 
tersebut bahwa tujuan dari Perda ini adalah untuk menerbitkan dan melancarkan 
pelaksanaan pembangunan dalam daerah Kabupaten Sleman serta untuk 



- 

menyesuaikan kembali dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam 
kaitannya dengan tata bangunan yaitu tentang keserasian, lingkungan hidup, 
pariwisata, pemukiman dan sebagainya. 

Dalam Perda No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan diatur juga 
mengenai Izin Mendirikan Bangunan dalam BAB 111. Dan peraturan IMB ini 
diperuntukan bagi seluruh bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. 
Seluruh bangunan yang akan berdiri wajib memiliki IMB dari Kepala Daerah 
Sleman dan jika tidak mematuhi peraturan Perda ini maka akan ada sanksi yang 
akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Untuk memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Daerah Sleman terdapat ketentuan dan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi kemudian permohonan IMB tersebut diajukan 
kepada Kepala Daerah Sleman untuk diprose lebih lanjut kemudian akan 
diberitahukan kepada pemohon permohonannya disetujui atau ditolak. Selain 
ketentuan dan syarat-syarat yang umum, terdapat syarat tambahan bagi bangunan 
toko, bengkel, perurnahan, kantor, gudang, dan pusat perbelanjaanfsupermarket, 
antara lain: IPT (izin pemanfaatan tanah), rekomendasi dari Dinas Pengairan, 
Dinas Permukirnan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Sipplan. 
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KATA PENGANTAR 

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, maka masing-masing 

daerah berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi daerahnya masing- 

masing demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dan masing-masing 

daerah berusaha untuk lebih meningkatkan pembangunan didaerah mereka dengan 

mengolah potensi sumber daya yang ada didaerah masing-masing baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai 

kota pelajar, kota budaya pun mulai meningkatkan pembangunan didaerahnya. 

Kabupaten Sleman yang merupakan Kabupaten yang paling dekat letaknya 

dengan Kota Yogyakarta pun kini semakin meningkatkan pembangunannya 

terutama di bidang perdagangan. Seperti yang kita lihat kini di Kabupaten Sleman 

telah banyak berdiri pusat-pusat perbelanjaan dengan skala besar dan tidak 

menutup kemungkian masih akan berdiri lagi pusat perbelanjaan yang lainnya. 

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Sleman terutama 

pembangunan fisik berupa bangunan-bangunan tentunya dibangun harus sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Daerah 

Sleman No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan dimana didalam Perda 

tersebut telah diatur dengan lengkap ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Sleman. Disini 

penulis berusaha untuk mengetahui pelaksanaan atau penerapan Perda tersebut di 
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Kabupaten Sleman khususnya terhadap bangunan pusat-pusat perbelanjaan atau 

supermarket. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih jauh dari 

sempurna dan penulis sadar masih hams banyak belajar. Oleh karena itu penulis 

terbuka terhadap saran serta masukan dari berbagai pihak dan sebagai akhir kata 

penulis berharap tesis ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat urnurn. 

Yogyakarta 2007 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Behkang Masalah. 

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang di Indonesia adalah 

pembangunan yang bertahap dan berkesinambungan dalam berbagai bidang, 

antara lain: bidang industri, perdagangan dan koperasi, pariwisata, perhotelan, 

h bidang pertanian. Perdagangan dan koperasi dalam hal ini, meliputi: 

---- 
perdagangan kebutuhan sandang dan pangan.' Bidang ini memerlukan suatu 

- - -- 

lokasi atau tempat untuk berlangsungnya kegiatan jual beli seperti: supermarket, 
q-- 

toko, pasar, dan k ~ ~ e r a s i . ~  Semua pembangunan & segala bidang tersebut di 

atas dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini adalah 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Lingkungan Hidup, Pasal 3 yang berbunyi: "Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Muh. Zain, Strategi Pembangunan Daerah makalah lingkungan hidup, UGM, ha1 10 
Hal ini sesuai dengan fungsi dan materi muatan peraturan daerah yang terkandung dalam 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 136 ayat (2) jo Undang-Undang No 10 Tahun 2004 
pasal12 yaitu; 

a. perencanaan clan pengendalian pernbangunan 
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum 
e. penanganan bidang kesehatan 
f. penyelenggaraan pendidikan 
g. penanggulangan masalah sosial 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 
j . pengendalian lingkungan hidup 

- - - - ~ ~ a n ~ e r - a n - ~ -  
1. pel-d 

---------- 
an catatan sivil 

m. pelayanan administrasi penanaman modal 
n. urusan wajib lainnya yang dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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yang berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seirnbang 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 

kesejahteraan manusia". Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini 

telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal3 

yang berbunyi: "Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan 

asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, clan asas manfaat bertujuan 

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang benvawasan lingkungan 

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dm 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa". 

Pasal 4 UULH menyatakan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup 

bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, 

terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, 

terlaksananya pembangunan bemawasan lingkungan untuk kepentingan generasi 

sekarang dan generasi mendatang serta terlindunginya negara terhadap darnpak 

kegiatan di luar wilayah yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. Ketentuan Pasal4 UULH ini telah dicabut dan diganti dengan Pasal 

4 UUPLH yang berbunyi: Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: 

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseirnbangan antara 



-- 

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan 

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. terkendalinya pemanfaatan surnber daya secara bijaksana; 

f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 

dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang 

menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. 

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia 

sebagairnana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 

Pasal 27 ayat (2) b e r b ~ n ~ i : ~  Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka pemerintah meningkatkan 

pembangunan baik diperdesaan maupun diperkotaan, dengan tujuan agar 

masyarakat mendapat fasilitas pelayanan umum. Dalam hal ini Kabupaten 

Sleman yang sedang melaksanakan pembangunan mempunyai daya tarik 

tersendiri yang berhubungan positif dengan penentuan tinggi rendahnya 

pendapatan perkapita penduduk. Melihat adanya perkembangan pembangunan di 

Kabupaten Sleman, khususnya pembangunan sarana pelayanan umurn ini 

memiliki darnpak terhadap masyarakat. Dampak tersebut ada yang bersifat 

positif dan ada pula yang negatif, yang bersifat positif adalah berupa manfaat, 
-- -- 

W a m k d a d a  masyarakat secara keseluruhan 
tanpa melihat ras, agama dan suku. Sehingga masyarakat seharusnya mendapatkan 
penghidupan yang layak. Uatuk lebih lanjut baca undang-undang dasar pasca amandemen. 



- - - -- 

sedangkan yang negatif berupa risiko kepada lingkungan fisik dan non fisik 

(termasuk sosial-budaya). 

Pemberian izin mendirikan bangunan adalah wewenang dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten, dm Pemerintah Daerah Kabupaten mengeluarkan peratman 

daerah yang mengatur ketentuan tentang izin mendirikan bangunan. Izin 

mendirikan bangunan ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon 

izin mendirikan bangunan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat 

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Sleman No.1 Tahun 1990 tentang 

Peraturan Bangunan tersebut. Izin mendirikan bangunan diajukan oleh orang, 

badan hukum atau badan usaha yang akan mendirikan suatu bangman kepada 

Bupati Kepala Daerah dengan mengisi blangko permohonan yang telah 

disediakan oleh Dinas Permukiman Prasarana Wilayah. Suatu bangunan yang 

akan dididcan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin 

mendirikan bangunan. Penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam 

izin mendirikan bangunan, menyebabkan izin yang telah diieluarkan dapat 

dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang benvenang. 

Dalarn bidang usaha perdagangan perizinan diatur dalam Keputusan 

Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 4 2 8 / ~ ~ ~ 1 / 7 9 ~  tentang Ketentuan 

- - -  

- 4 - ~ a n  Menteri Perdaaangan dan Koperasi No. 428/Kp/IV/79 tersebut di atas masih 
berl- undan,p-undang baru yanTmengatur secara =detaile-- 
ketentuan Perizinau di bidang Usaha Perdagangan sehingga demikian peraturan tersebut masih 
layak untuk dijadikan sebagai referensi. 
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Perizinan di Bidang Usaha Perdagangan. Dalam konsiderans SK ini 

diemukakan pertimbangan sebagai berikut:' 

1. bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempam 

berusaha, memberikan kepastian usaha dan pemerataan pendapatan di 

bidang perdagangan, maka usaha perdagangan perlu dibina, 

diarahkan dan ditingkatkan. 

2. bahwa agar sektor perdagangan dan koperasi dapat lebih mendukung 

pelaksanaan program urnurn pemerintah. 

3. bahwa izin usaha perdagangan dapat dijadikan alat untuk keperluan 

penertiban, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan. 

4. bahwa untuk maksud itu perlu penetapan ketentuan perizinan di 

bidang usaha perdagangan. 

Dalam penjelasan umum SK Menteri Perdagangan dan Koperasi 

dikemukakan bahwa kesederhanaan prosedur perizinan usaha di bidang 

perdagangan dicerminkan pada penanganan dan perolehan izin usaha yang cepat, 

tertib, dan berdaya guna. Kemudian diterbitkan SK Mente'ri Nomor 

537/Kp/DZ/79 tentang Penangguhan Berlakunya Keputusan Menteri Perdagangan 

dan Koperasi Nomor 4281KpNV79 tentang Ketentuan Perizinan di bidang Usaha 

Perdagangan, yaitu perubahan berlakunya yang ditetapkan tanggal 1 1 September 

1978 menjadi tanggal 1 Januari 1980, Surat Keputusan Menteri Nomor 

Baca, Keputusan Menteri Perdagangan dun Koperasi Nomor 428 / Kp / ?!l/ 79 

5 
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(SIUP); SK Menteri Nomor 04/Kp/Y1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, 

Uang Jztmhan dan Biaya Adrninistrasi Perusahaan, SK Menteri Nomor 7161 

KpKI1179 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Mengatur Lebih Lanjut 

Pelaksanaan Ketentuan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 

428lkpNY79 tentang Ketentuan Perizinan di bidang Usaha Perdagangan. 

Dalarn melaksanakan suatu kegiatan usaha perdagangan pengusaha perlu 

memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalarn Negeri Nomor 

055/DAGRIKp/IY80 tentang Bentuk Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan 

Koperasi Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha 

Perdagangan serta Surat Keterangan Identitas Pemilik Swat Izin Usaha 

Perdagangan, dan SK Menteri Nomor 130/Kp/IV/82 tentang Penyempurnaan 

Ketentuan Perizinan di bidang Usaha Perdagangan. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman 

Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha, telah diterbitkan 

berturut-turut SK Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XLV84 tentang Angka 

Pengenal Eksportir dan SK Menteri Nomor 1460KpKIY84 tertanggal 19 

Desember 1980 tentang Angka Pengenal Importir. Dari semua swat keputusan 

itu tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan.6 Pasal 1 SK Menteri Nomor 

04KpN1980 tersebut diatas adalah: Bidang usaha perdagangan yang melayani 
5 
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secara langsung konsumen akhir seperti kegiatan perdagangan supermarket, 

pertokoan, eceran di kios clan lain-l~~in.~ 

Melihat fungsi perizinan berguna dalam membina, mengarahkan, 

mengawasi dan membuat kegiatan dalam bidang tertentu, kewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup dimasukan dalam prosedur perizinan usaha 

perdagangan. Kewajiban pengusaha dalam memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup terdapat dalam Pasal7 UULH yang berbunyi: 

1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara 

kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 

2) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini 

dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang. 

3) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 

dan (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan dalam pasal tersebut di atas telah dicabut dan diganti dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 6 

ayat (1) dan (2) ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berkewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan perusalcan lingkungan hidup. Ayat (2) berbunyi: Setiap orang 



yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi 

yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban 

tersebut merupakan salah satu syarat yang dipenuhi dalam pengambilan izin 

usaha, sehingga setiap orang yang menjalankan suatu usaha senantiasa 

melakukan pelestarian h g s i  lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan 

yang berkesinambungan. 

Pembangunan di bidang sosial-budaya pada urnumnya dipandang sebagai 

bagian integral dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang 

sosial-budaya akan lebih meyakinkan lagi apabila di ingat bahwa meskipun 

hasilnya tidak dapat diukur dengan kriteria ekonorni, program pembangunan ini 

dilaksanakan secara intensif bukan hanya karena keuntungan sosial yang 

diperolehnya akan tetapi karena keberhasilan pembangunan di bidang sosial- 

budaya menjadi hidup dan kehidupan ini semakin lebih bahagia dan sejahtera.* 

Melihat adanya perkembangan pembangunan disegala bidang, maka taraf hidup 

rakyat banyak menjadi meningkat, baik yang sifatnya kebendaan maupun 

peningkatan mutu hidup, sehingga dapat mencerrninkan kehidupan yang bahagia 

dan sejahtera. Pembangunan di bidang sosial-budaya yang perlu ditingkatkan, 

baik secara individual maupun dalam arti masyarakat sebagai keseluruhan 

adalah segi mental dan spiritual. Karena bagaimana pun juga dalam 

- - - --- -- --- -- -- 

8 Sondang P Siagian, Dampak Penebangan Hutan; Sebuah Analisis Hukum Lingkungan, MMakaiah 
pada seminar hukum lingkungan. UGM. Fak Hukum. Yogyakarta. 1995. ha1 5 



pernbangunan ada norma yang hams diperhatikan dan junjung tinggi agar 

tercipta masyarakat toleran, damai dan sejahtera? 

Sebagaimana diketahui bahwa proses pembuatan Undang-Undang hams 

melibatkan masyarakat secara langsung,10 karena secara sosiologis peraturan itu 

digharapkan dapat diterirna oleh masyarakat secara wajar bahkan dengan 

spontan. Bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peratauran lebih 

disebabkan oleh paksaan penma." Sehingga dengan demikian keterlibatan 

masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang hams dilakukan dalarn rangka 

menernukan produk hukum yang partisipatif. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinunuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Sleman No. 1 Tahun 1990 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman? 

2. Apakah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 

supermarket Makro clan supermarket Ambarulano Plaza sudah sesuai 

Norma hukum (kaidah hukum) adalah suatu pedoman/patokan/aturan/ yang hams dipatubi oleh 
seseorang atau masyarakat &lam berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan 
lingkungannya. Adapun norma yang ada &lam masyarakat yaitu norma adat, norma agama, - 

-- - -- -- norma etikalmord dan norma hukum. 
lo , -8 No 10 tahun 2004 pasal 209 yaw berfungsi untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 
I' Sondang P. Siagian .... ibid. hlm. 4 



-- - 
-- 

dengan Peraturan Daerah Sleman No. 1 Tahun 1990 tentang ~ e r d k a t i  

Bangunan? 

C. J h j u a ~  Penglitian. 

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Sleman No. 1 Tahun 

1990 tentang Peraturan Bangunan di Kabupaten Sleman. 

2. Untuk mengetahui penerbitan IMB terhadap supermarket Makro dan 

supermarket Ambarukmo Plaza sudah sesuai dengan Peraturan 

Daerah No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan. 

D. Kerangka Teori. 

Pasal7 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan 

Hidup menetapkan kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian 

kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seirnbang untuk menunjang 

pembangunan yang berkesinambungan, ayat (2) pasal ini menyatakan, bahwa 

kewajiban ini tercantum dalam izin yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang. Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini telah dicabut 

dm diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan, bahwa setiap orang 

berkewajiban memeliharah kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah 

dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hi-, da lm ayat (2) 

- - -  - - - p ~ d i k a t a k a n & a h n e t i a n ~ y m ~ l a k t d c a n u s a h &  atau kegiatan 

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai 



- 

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-u,ndang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan, bahwa setiap usaha daa atau kegiatan 

yang menimbulkan dampak besar dm penting terhadap lingkungan hidup wajib 

merniliki analisis mengenai lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan 

usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian sistem perizinan hams mampu 

menopang pengelolaan lingkungan hidup, dengan fungsi perizinan yang 

meliputi: membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan.12 

Begitu juga dalam Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang tata ruang13 dan 

Udang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah disebutkan bahwa 

dadkah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengembangkan 

daerahnya ~nas in~-mas in~ . '~  

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan 

mencakup: pertarna, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perurnahandan 

lain-lain. 

Kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa 

sehat; dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercerrnin 

l2 Muh. Zain ....Op cit ha1 3. 
13 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan, 

bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 
KabupatenIKotamadya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tersebut diatas dinyatakan 
batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan 

l4 Artinya bahwa daerah mempunyai peluang untuk mengatur dan menentukan arah dan 
kemajuan daerahnya baik itu yang menyangkut tentang pembangunan maupun tentang tata 
ruang dari daerah tersebut. Adapun urusan pemerintah sebagaimana &am pasal 10 ayat (3) 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu; a) politik luar negeri, b) pertahanan, c) keamanan, 

p a p s t i s i & m n e t e ~ d a n  fiskal nasional dan f )  agama. 
Iarli-aerah untuk men~embangkan 
daerahnya masing-masing yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
ada. 

11 



dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Karena luasnya lingkup 

pembangunan, maka pencapaian dilakxkan secara bertahap tetapi s i rn~l tan .~~ 

Melihat adanya perkembangan pembangunan disegala bidang terutarna pada 

bidang ekonomi, maka dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, baik itu 

yang sifatnya kebendaan maupun peningkatan mutu hidup, sehingga dapat 

mencerminkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. 

Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan 

jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, keduanya dilaksanakan secara 

sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang 

lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunakan apa 

yang disebut proyek. 

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang 

dirnanfaatkan berupa sumber daya dam, maka akan berakibat perubahan sifat 

dan harkatnya.16 Setiap kegiatan pembangunan tidak hanya mempengaruhi 

ekosistem tetapi juga komponen sosiosistem. Komponen sosiosistem yang 

ditelaah dalarn studi AMDAL adalah demografi, sosial ekonomi, sosial-budaya 

dan kesehatan masyarakat. Melihat akibat yang akan ditirnbulkan oleh 

pembangunan itu, maka setiap orang yang ingin mendirikan suatu bangunan 

hams memperhatikan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam izin 

mendirikan bangunan. 

--- 

a n w a n  ~ e r ~ a w a s m ~ g k u n ~ . ~ 3 E S . J a k a r t a . ~ a ~ ~ ~ - -  
16chafid Fandeli, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dm Pemanfaatannya 

Dalam Pembangunan. Liberty. Jakarta. 1986. Hal 33-34 



-- 

Prosedur dan perencanaan perizinan memegang peranan penting dalam 

pembangunan yang dikaitkan dengan kelestarian fungsi lingkungan. Mengingat 

fungsi perizinan ini sangat penting untuk melancarkan pembangunan dalam 

Daerah Kabupaten Sleman serta untuk menyesuaikan kembali dengan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam kaitannya dengan tata bangunan yaitu 

tentang keserasian, lingkungan hidup, pariwisata, pemukiman dan sebagainya 

seperti yang tercantum didalam Perda No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan 

Bangunan, sehingga semua bidang pembangunan fisik hams memiliki izin 

mendikan bangunan yang berkaitan dengan kelestarian fungsi lingkungan. 

Untuk sektor perdagangan perizinan diatur dalam Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Koperasi No. 428KpNV79 tentang Ketentuan Perizinan di 

bidang Usaha Perdagangan, Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 

No. 72KpI XU79 tentang Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha 

Mengingat akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu bangunan terhadap 

masyarakat, maka pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan agar setiap 

pembangunan yang berdarnpak penting terhadap kelangsungan hidup yang 

demokratis tetap terjaga dan terlestarikan. 

Melihat kemajuan pembangunan di Indonesia dewasa ini yang semakin pesat, 

tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik sernata, melainkan juga 

disejajarkan dengan pembangunan non fisik (sosial-budaya). 



- 

Pembangunan dibidang sosial-budaya pada umumnya dipandang sebagai 

bagian integral dari keseluruhan pembangunan nasional Indonesia. Bahkan 

pentingnya bidang sosial-budaya dirasakan sebagai ti& kalah dengan bidang- 

bidang yang lain seperti: politik, ekonomi, pertanian dan pariwisata. Dikatakan 

dernikian karena melalui pembangunan dibidang sosial-budaya, segi mental dan 

spiritual dari kehidupan warga negara ingin ditingkatkan baik secara individual 

rnaupun dalam arti masyarakat sebagai keseluuhan.'* Dampak pada sosial- 

budaya masih jarang dilakukan analisis dampak dan pendugaan dampak, pada 

hal dalam kenyataan dampak sosial ekonomi terasa nyata dampak sosial-budaya 

akan terasa lebih dahulu, disamping itu sering dijumpai darnpak suatu aktivitas 

proyek positif pada aspek sosial ekonomi tetapi negatif terhadap aspek sosial- 

budaya atau sebaliknya. 

Falsafah pembangunan di Indonesia adalah pembanguna.u manusia 

Indonesia seutuhnya bukan hanya pembangunan sosial ekonomi saja tetapi 

darnpak pembangunan suatu proyek pada sosial-budaya harus mendapat 

perhatian yang sarna b e ~ a r n ~ a . ' ~  Pembangunan tempat usaha perdagangan yang 

tepat dan s e m i  dengan perkembangan zaman sekarang ini pada umumnya 

berada di kota, sehingga dalam pembangunan tersebut disesuaikan dengan 

lingkungannya, sebab apabila pembangunan tempat usaha perdagangan ini tidak 

disesuaikan dengan lingkungan akan mempunyai darnpak negatif terhadap 

lingkungan disekitarnya. 

- - - - 

I8 s c x & q ? ? U 8  
l9 F. Guarwan suratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajab Mada university Press. 

Yogyakarta, 1995 hal. 110 



Pelaksanaan pembangunan di kota sangat mempengaruhi keadaan 

lingkungan, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan di kota perlu 

memperhatikan keadaan lingkungan. Pembangunan di kota tidak hanya 

mengubah keadaan fisik lingkungan dam menjadi lingkungan buatan manusia 

tetapi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial yang hidup dalam kota 

tersebut. 

Semula hidup masyarakat lebih akrab dan hubmgan antara manusia saling 

tolong menolong dalam peri-kehidupan masyarakat kecil di kampung. Perubahan 

menjadi kota dengan banyaknya tempat usaha perdagangan mengakibatkan 

setiap orang berusaha memecahkan masalahnya ~endiri.~' Maalah kota dalam 

kurung waktu terakhir ini, dihadapkan pada berbagai macam permasalahan 

seperti permukiman, lalu lintas, sampah, gelandangan dan lain-lain, sehingga 

cukup membuat pengelola kota, Kepala Daerah dan aparatnya berpikir serta 

bekerja keras, tennasuk dalam ha1 bagairnana menata dan membina kota 

sehingga tidak mempengaruhi keindahan dan ketentraman kota. Pendekatan 

dalam tata bina kota dituntut dalam melaksanakan pembangunan tidak 

difokuskan pada pembangunan fisik saja, melainkan diseirnbangkan dengan 

pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan keamanan. Dalarn melaksanakan 

pembangunan sekarang, terutama dibidang usaha perdagangan yang banyak 

membutuhkan lokasi, mempengaruhi banyak persoalan terutama dalam hal 

penataan kota, lingkungan sosial-budaya, kelestarian h g s i  lingkungan. Melihat 

20 Emil Salim ... .Op.cit., hal, 199 



akibat yang akan ditimbulkan suatu bangwan, maka setiap bangunan yang akan 
... <. 

dibangun perlu dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan2' 

Dalam menganalisis penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa 

teori yaitu, teori negara hukum dan demokrasi, peraturan perundang-undahgan, 

keputusan tata usaha negara (KTUN). Adapun alasan dari penggunaan dari teori 

tersebut di atas adalah karena keberadaan dari Perria IMB itu rnneyangkut 

tentang kebijakan publik yang berimplikasi kepada pelaksanaan yang melibatkqn 

masyarakat secara langsung. Sehingga demikian teori tersebut diatas mempunyai 

keterkaitan yang tidak bias dipisahkan sebagai Negara yang mengedepankan 

nilai-nilai demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam 

sebuah system Negara hukurn Indonesia. Oleh karena itu penulis mencoba 

mengangkat tiga teori itu sebagai alat untuk mengetahui apakah keberadaan dari 

supermarket tersebut adalah memberikan manfaat atau mudharat kepada 

masyarakat luas khususnya masyarakat Sleman. 

1. Negara Hukum dan Demokrasi 

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato 

dengan istilah Nomoi yang berarti bahwa penyelenggaraan negara yang baik 

adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. 22 Lalu kemudian gagasan 

tersebut mendapat dukungan dari muridnya yaitu Aristoteles, mengatakan bahwa 

-- - - -------- 

21 Soedjono D. Hukum Tentang Tata Bina Kota di IndonesZl'T Karya ~ ~ s a n ~ a . B a n c l ~ n g .  
1978. ha1 36 
" Tahir M a r y ,  Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta. 1992, ha1 63 
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negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum. Ada beberapa unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi 

yaitu; pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan mum.  Kedua, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan- 

ketentuan mum,  bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 

mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan konstitusi 

berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa 

paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah d e ~ ~ o t i k . ~ ~  

Dalarn perkembangan hukurn tata negara, muncul istilah rechtsstaat yang 

diprakarsai oleh Freidrich Julius Stahl. Menurut Stahl bahwa unsur-unsur negara 

hukum adalah: 

1. perlindungan hak asasi manusia. 

2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu 

3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

4. peradilan adrninistrasi dalarn perselisihan.24 

Lalu kemudian teori Stahl mengalami tarnbahan yaitu; 

5 .  adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan 

manisri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak 

mernihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif 

--- 
--- --- 

23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negura, UII Press, yogyakarta, 2002. ha1 2 
24 Ibid.. .ha1 3 
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6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 

kebij aksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. 

7. adanya perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata 

sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 

Disamping dari teori rechsstaat yang dipelopori oleh Stahl, muncul juga 

istilah konsep negara hukum (rule of law) dari A.V. Dicey yang lahir dalam 

naungan sistem hukum Anglo Sakson. Dicey mengemukakan bahwa unsur-unsur 

dari the rule of law adalah sebagai berikut: 

1. supremasi aturan-aturan hukurn (supremacy of law) tidak adanya 

kekuasaan yang sewenang-wenang (absence of arbitrary power) 

dalarn artian bahwa seseorang hanya boleh di hukurn kalau 

melanggar hukum. 

2. equality befor the law yaitu persamaan di depan hukurn. Dan ini 

berlaku baik pada orang biasa maupun untuk pejabat. 

3. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang 

pengaturannya ditetapkan oleh konstitu~i.~~ 

Dari teori negara hukurn ini penulis akan mengintegrasikan unsur-unsur 

negara hukurn dalam proses partisipasi masyarakat dalam pengaturan Izin 

a Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gmedia. Jakarta. 1982. ha1 57. 



... . 

Mendirikan Bangunan (IMB) Supermarket di daerah Sleman karena hal itu 

menyangkut tentang sistem otonomi daerah. Sehingga secara otomatis akan 

tergambarkan sistem demokratisasi dalarn penentuan IMB pada daerah Sleman 

dengan berdiri pada sistem otonomi daerah. 

Terdapat korelasi yang kuat antara negara hukum dengan sistem 

demokrasi. Negara hukum berturnpu pada konstitusi dengan adanya kedaulatan 

rakyat. Sedangkan dalarn sistem demokrasi, partisipasi dari rakyat sangat 

dibutuhkan. Jadi dalam negara yang berkonstitusi (negara hukwn) menempatkan 

rakyat sebagai power of interest dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan 

dm ini bisa terlihat dengan adanya sistem perwakilan. Artinya bahwa partisipasi 

rakyat baik langsung maupun melalui wakilnya ikut andil dalam proses 

perjalanan pemerintahan dalarn suatu negara yang demokratis berdasar atas 

hukurn. Magnis Suseno menggambarkan bahwa demokrasi tanpa pengaturan 

hukum akan kehilangan arah sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan 

makna artinya bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi 

dalam arti yang sesungguhnya karena demokrasi merupakan cara paling aman 

untuk mempertahankan kontrol atas negaraF6 

Disinilah peranan sistem demokrasi (partisipatoris) dengan melibatkan 

langsung masyarakat pada pengaturan izin mendirikan bangunan (IMB) 

supermarket di daerah Sleman dengan mengedepankan prinsip teori negara 

hukum yang demokratis. 

- - 

26 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokxasi; Sebuah Telaah Filosofs. Ciramedla. ~a~a t ta .  
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2,Peraturan perundang-undangan 

Peratwan perundang-undangan adalah kaidah hukurn tertulis yang dibuat 

pejabat yang benvenang atau lingkungan jabatan yang benvenang yang berisi 

aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak clan mengikat (secara) umum. 

Peraturan yang dibuat pejabat benvenang (ambtsdrager) misalnya Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Peratman yang gibuat oleh 

lingkungan jabatan (organ) misalnya Ketetapan &if'$. Adapw q3cat-n dan tata 

urutan Peraturan Penmdang-undanganadalah gbagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang atau Perpu 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan Presiden (Perpres) 

6. Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga Pemerintahan setingkat 

Menteri 

7. Peraturan Daerah Propinsi 

8. Peraturan Daerah Kabupatenl'ota 

9. Peraturan Desa 



1 .UndangWang Dasar 

Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertarna 

kali ditetapkan 

tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 

tanggal 5 Juli 1 959 beserta perubahan-perubahannya. 

2.Ketetapan MPR 

Ketetapan MPR adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, melainkan sebagai sesuatu yang 

turnbuh dalam praktek ketatanegaraan yang diikuti secara terus menerus sejak 

tahun 1960, sehingga menjadi suatu kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan. 

Ketetapan MPR tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai peraturan 

perundang-undangan. Ada ketetapan MPR yang berupa peraturan perundang- 

undangan dan ada yang berupa keputusan konkrit dan individual. Ketetapan 

MPR yang konkrit dan individual adalah ketetapan mengenai pengangkatan 

Presiden dan Wakil Presiden.Untuk meniadakan kerancuan, perlu diadakan 

pembaharuan mengenai pengertian Ketetapm MPR (mengikat keluar dan 

ked eputusan MPR (mengikat kedalarn). 

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, Ketetapan 

MPR di batasi pada pengertian aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan 

mengikat (secara) urnum. Ketetapan MPR yang selama ini mengatur hal konkret 

dan individual diub*&q--*-ne---- 

Ketetapan MPR. Inipun tergantung pada sistem pemilihan presiden. Keputusan 
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pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya akan ada selama Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

langsung tidak akan ada lagi Keputusan MPR tentang pengangkatan Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Berdasarkan hal-ha1 diatas, maka Ketetapan MPR sebagai peraturan 

perundang-undangan adalah Keputusan MPR yang berisi aturan tingkah laku 

yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umurn. Kehadiran lebih lanjut 

Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan tergantung pada 

keberadaan MPR. Kalau terjadi perubahan badan perwkilan menjadi sistem dua 

karnar, Ketetapan MPR dengan sendirinya hapus. 

3 .Undang-Undang dan Perpu 

Undang-undang adalah tingkah laku yang dibentuk oleh DPR dm 

disahkan oleh Presiden. Rumusan ini di sesuaikan dengan perubahan pertama 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah wewenang membentuk Undang- 

Undang dari Presiden ke DPR. Perpu (Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang). Perlu dipertirnbangkan untuk menghapus bentuk Perpu dari 

sistem peraturan perundang-undangan. Usul ini berdasarkan pertirnbangan : 

a. Perpu, dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan walaupun 

hanya untuk sementara. Melalui Perpu di mungkinkan pelaksanaan 

pemerintah secara kediktatoran. 

menyetujui Perpu menjadi Undang-undang. Harus jelas, apakah 



--- - 

penolakan Perpu oleh DPR bersifat "van rechtswege nietig" atau 

"vernietigbaar". 

Kalaupun akan tetap di pertahankan, hams dengan persyaratan yang lebih 

terurai (rinci) 

a. Pengertian "hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Syarat ini 

merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar wewenang Presiden 

menetapkan Perpu. Apabila Presiden tidak dapat menunjukan secara 

nyata keadaan hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden tidak 

berwenang menetapkan Perpu. Perpu yang ditetapkan tanpa ada hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa batal derni hukum, karena melanggar 

asas legalitas yaitu di buat tanpa wewenang. 

b. Hal ikhwal kegentingan yang memaksa h a m  menunjukan ada krisis yang 

menimbulkan bahaya atau hambatan secara nyata terhadap kelancaran 

menj alankan fimgsi pemarintahan. 

c. Materi muatan Perpu hanya terbatas pada pelaksanaan fimgsi 

pemerintahan (adrninistrasi negara) atau hanya terhadap hal yang bersifat 

"administratiefiectelijk". Perpu tidak dapat mencakup bidang 

ketatanegaraan (staat srec htelij k) . 

d. Perpu hanya dapat di tetapkan pada saat DPR sedang tidak bersidang 

(reses. Apabila dalam masa bersidang, Presiden dilarang menetapkan 



-- 
-- 

-- 

Disamping persyaratan di atas, ada pula kemungkinan lain sebagai cara 

I mempertahankan pranata Perpu. Perpu hanya dibuat apabila negara dalarn 

1 keadaan darurat (darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang). 

4.Peraturan Pemerintah (PP) 

I Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar, Peraturan Pemedntah , ; 

hanya ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Peraturan 

Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat 

"administratiefiechtelijk", karena itu tidak boleh mengatur atau menciptakan 

kaidah ketatanegaraan. Peraturan Pemerintah tidak boleh menciptakan suatu 

badan atau wewenang kecuali yang telah diatur dalarn undang-undang., 
. C 

5 .Peratwan Presiden (Perpres) 

Selama orde bark hanya diienal bentuk "Keputusan Presiden" baik yang 

bersifat mengatur (berupa peraturan perundang-undangan) maupun bersifat 

ketetapan (beschikking). Untuk menghilangkan kerancuan, diusulkan agar ada 

pemisahan. Keputusan Presiden yang mengatur diberi bentuk Peraturan Presiden, 

dan yang bersifat ketetapan dinamakan Keputusan Presiden. 

6.Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteri 

Serupa dengan Presiden, perlu pula dibedakan antara Peraturan 

MenteriIKepala Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteri. Peraturan 
- 



--- -. 

perundang-undangan. Keputusan Menteaepala Lembaga Pemerintahan 

Setingkat Menteri adalah penetapan atas hal-hal yang bersifat konkrit dan 

individual (beschikking). 

7.Peraturan Daerah Propinsi 

Peraturan Daerah Propinsi adalah peraturan perundang-dangan yang 

dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi d& dsahkan 

Gubernur yang mengatur kepentingan masyarakat atau tata p e m e ~ & m g  

menjadi fungsi pemerintahan Propinsi di bidang ekonomi dan tugas pembantuan. 

8.Peraturan Daerah KabupatenKota 

Peraturan Daerah KabupatenKota adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenKota dm* ' 

disahkan Bupati atau Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau 

tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan KabupatenKota di 

bidang otonomi dan tugas pembantuan. 

9.Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disamakan dengan desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa atau pimpinan pemerintahan yang disamakan dengan desa 

mengenai segala urusan rumah tangga desa di bidang otonomi atau tugas 

pembantuan. 



. - -- 
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Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986, 

memuskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang 

bersifat mengikat secara urnurn yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat 

bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua 

keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di ... 

tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara mum. Dari rumusan 
- - - !. 

penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986 dirnaksud, dapat (,I,, 

disimpulkan bahwa keputusan dari badan atau pej~bat tata usaha negara yang 
$$\\!\?: : ,.. 

merupakan pengaturan yang bersifat mum '(besluit van' dgemene strekking) t - 

termasuk peraturan perundang-undangan (algemene verhdende voorscld!f~ i. 

Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, ada juga yang 

disebut sebagai peraiman perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur 

pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah. 

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mempunyai sifat mengatur. 



- -- 
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a.Peraturan Daerah 

1 Peraturan Daerah ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun undang-undang menyebutkan 

bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak berarti semua kewenangan membuat 

peraturan daerah ada pada Kepala Daerah dan DPRD hanya memberi 

I persetujuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merniliki kekuasaan 

yang juga menentukan dalarn pembentukan Peraturan Daerah. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah di lengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak 

1 mengadakan perubahan . Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung 

I kewenangan menentukan (dicicivie). Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 
L 

Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan ada Peraturan Daerah (Perda). 

b.Keputusan Kepala Daerah 

Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat 

daerah adalah keputusan yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah bukan sebagai 

Kepala Wilayah. Keputusan Kepala Daerah ti& selalu mempunyai sifat atau 

berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah mempunyai 

kewenangan membuat ketetapan (beschikking) dan peraturan kebijaksanaan 

(beleidregels atau pseudowetgeving) seperti pembuatan "jukldak" dan "juknis". 

Keputusan Kepala Daerah dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah 

yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi - -- 

tingkatannya atau dalarn rangka menjalankan tugas wewenang dan tanggung 



--- - -- 
- - 

jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah (pimpinan eksekutif 

daerah). 

3.Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

Keputusan administrasi (tab usaha negara) adalah keputusan sepihak dari 

organ pemerintahan, diberikan berdasarkan wewenang yang diperoleh dari hukum 

tata negara atau hukurn pemerintahan, yang untuk satu atau lebih peristiwa 

konkret individual menciptakan hubungan hukum, menetapkannya sebagai 

mengikat atau menghapuskannya atau meno~aknya.~' 

Adapun macam-macam keputusan tertulis administrasi negara atau 

keputusan tata usaha negara dapat di bedakan dalam berbagai golongan berikut: 

1. Ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif 

2. Ketetapan menguntungkan clan ketetapan membebankan 

3. Ketetapan eenmalig dan ketetapan permanen 

4. Ketetapan bebas dan ketetapan terikat 

Ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan atau menetapkan 

mengikatnya suatu hubungan hukum. 

Contoh: a. Ketetapan yang menyatakan bangunan A melanggar garis sempadan 

b. Ketetapan yang menyatakan bahwa B mendapat cuti 12 hari kerja 

- - - 

27 Philipus M. Hadjon ,..... Op.cit., ha1 23 
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Ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan/menghapuskan suatu 

hubungan hukum 

Contoh: a. Ketetapan tentang pengangkatdpemberhentian pegawai 

b. Ketetapan tentang perintah untuk berbuat sesuatu 

c. Ketetapan tentang pemberian suatu status 

d. Ketetapan pemberian beasiswa, subsidi 

e. Ketetapan tentang pemberian izin (izin, dispensasi, lisensi dan konsesi) 

f. Ketetapan tentang pemberian persetujuan, penundaan pembatalan 

Prins membedakan ketetapan-ketetapan, yaitu: 

a. Izin 

b. Dispensasi 

c. Lisensi 

d. Konsesi 

Ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberikan hak-hak 

yang sebelumnya ti& ada, rnisalnya subsidi, pengangkatan pegawai, pemberian 

SIM. Ketetapan yang membebankan adalah ketetapan yang memberikan suatu 

beban yang sebelumnya tidak ada, rnisalnya penetapan pajak, pemberhentian 

pegawai, penolakan atas suatu permohonan ataupun pencabutan atas suatu hak. 

- -- 
Ketetapan eenmalig adalah suatu ketetapan yang habis masa berlakunya 



- ---- -- -- - - - 
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mum,  izin untuk demonstrasi. Ketetapan permanen adalah ketetapan yang 

I berlakunya untuk masa yang lama, rnisalnya ketetapan tentang pengangkatan 

I pegawai. 

1 Ketetapan yang terikat adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh 

peraturan dasar. Contohnya ketetapan deklaratoir. Ketetapan &bas &ah 

ketetapan yang oleh peraturan dasar diberikan kepada pejabat TUN untukltidak 

1 mengeluarkan suatu ketetapan, misalnya pemberian subsidi BBM tergantung 

kepada anggaran negara?8 

1 Menurut E. Utrecht, ketetapan itu dapat dibagi dalam dua macam, pitu: 

1 1. Ketetapan sah (rechtsgeldige beschikking), dapat berupa: 

L a. ketetapan hams dibuat oleh alat (orgaan) yang berkuasa (bevoegd) 

(membuatnya) 

b. karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka 

pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan juridis 

(geen juridische gebreken in de wilsvonning) 

c. ketetapan hams diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam 

peraturqn yang menjadi dasarnya dan pembuatnyp hams juga 

rnernperhatikan cara (prbcedure) membuat ketetapan itu, bilamana 

cara itu ditetapkm den- tegas dalam peraturan dasar tersebut 

d. isi d m  tujuan ketetapan h p s  sesuai dengan isi dan t u j w  

peraturan dasar 

28 Diana Halim Koentjoro, H u h  Administrasi Negara, GMia Indonesia, Bogor, 2004, ha1 65 
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2. Ketetapan tidak sah (niet-rechtsgeldige beschikking), dapat berupa: 

1 a. ketetapan yang batal karena hukum (nietigheid van van 

i rechtswege) 

I b. ketetapan yang batal (nietig, juga :batal absolut, absoluut 

nietig) 

c. ketetapan yang dapat dibatalkan (~ernie t i~baar)~~ 

Apabila melihat dampak suatu keputusan terhadap orang, yang kepadanya 

keputusan itu ditujukan, maka kita dapat membuat pembagian berikut: 

a. keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan 

danlatau perintah (gebod) 

b. keputusan-keputusan yang menyediakan sejurnlah uang 

c. keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban 

keuangan 

d. keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan 

e. keputusan penyitaan30 

Adapun unsur-unsur keputusan adalah sebagai berikut: 

1. nama dari organ yang benvenang 

2. nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu obyek tertentu, 

yang dilengkapi alarnat atau konkretisasi lainnya lebih lanjut 

3. kesempatan yang menirnbulkan suatu keputusan 

4. suatu ikhtisar dari peraman perundang-undangan yang coc,ok 

30 philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Admipistrasi Indonesia.. . . .. . . .Op.cit., ha1 125 

31 



5. penetapan fakta-fakta yang relevan 

6. pertimbangan-pertimbangan hukum 

7. keputusan 

8. motivasi dalam arti sempit 

9. pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut 

10. penandatanganan oleh organ yang berwenang3' 

Keputusan tata usaha negara (KTUN) yang di keluarkan oleh organ 

pemerintah di uji keabsahannya dengan menggunakan asas-asas urnurn 

pemerintahan yang layak (AAUPL). Asas-asas umum pernerintahan yang layak 

(AAUPL) juga digunakan atau berfungsi sebagai asasldasar untuk memutuskan 

bagi administrasi negara. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang layak 

(AAUPL) sebagai norma hukum untuk organ penguasa. Ada sepuluh asas dalam 

AAUPL, sebagai berikut: 

1 .  Asas perlakuan yang tertib (correcte bejegening) 

2. Asas pemeriksaan yang teliti (zorguuldige onderzoek) 

3. Asas acara pengambilan keputusan yang teliti (zorguuldige beslissings 

procedure) 

4. Asas pembentukan keputusan yang baik (deugdelijke besluitvorrning) 

5. Asas pemberi alasan yang mendukung (draagkrachtige motivering) 

6. Asas persamaan (assas materieVgelijkheid) 

7. Asas kepercayaan (assas materiel/ vertrouwen) 

--- -- -- -- -- -- 

31 Ibid ..... ha1 131 
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8. Asas penimbangan kepentingan dengan patut dan adil (assas 

materievredelij keen bilij ke belangenaf weging) 

9. Asas pemberitahuan yang teliti (zorguuldige kennisgeving) 

1O.Asas pemberi alasan yang diketahui (kenbare m ~ t i v e r i n ~ ) ~ ~  

Pada dasarnya bagi ketentuan keputusan berlaku syarat-syarat yang sama 

seperti hal untuk izin, sebagai berikut: 

a. tidak boleh ada pertentangan dengan asas kekhususan 

b. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 

c.harus memenuhi sysrat-syarat yang di timbulkan oleh asas-asas urnum 

pemerintahan yang layak (AAUPL) 

Jadi, syarat-syarat yang berlaku bagi ketentuan keputusan sama dengan yang 

berlaku bagi izin, sehingga perizinan merupakan keputusan tata usaha negara 

(KTUN). Asas-asas umurn pemerintahan yang layak (AAUPL) diperkenankan 

mengikat ketentuan-ketentuan pada izin juga dibatasi oleh tuntutan-tuntutan yang 

timbul dari asas-asas umumpemerintahan yang layak (AAUPL). Dalarn praktek, 

yang barang kali lebih penting ialah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang 

layak, di samping membatasi kemungkinan-kemunwan untuk menetapkan 

syarat-syarat, juga dapat membawa serta bahwa ketentuan-ketentuan atau syarat- 

syarat tertentu justru di haruskan menurut h ~ k u m . ~ ~  

Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara 

(KTUN). Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah keputusan sepihak dari 

32 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan.. . . . . .Op.cit., ha1 37 
33 Ibid, ha1 45 



.~ - 

suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau 

ketatusahaan, suatu hubungan hukurn menetapkannya secara mengikat atau 

membebaskannya, atau dalarn mana itu ditolak, menurut akibat hukurnnya, izin 

adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menciptakan hukum 

(konstitutif). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum 

t e r t e n t ~ . ~ ~  

E. Metode Penelitian. 

1.  Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan melukiskan pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) supermarket. 

2. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. 

3. Responden Penelitian. 

a. Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten 

Sleman. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

a. Penelitian Lapangan. 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer. Metode yang 

digunakan adalah wawancara langsung kepada masyarakat disekitar 

supermarket Makro dan supermarket Ambarukmo Plaza. 
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b. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Met~de ini 

dipakai untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

dengan cara membaca literatur (buku, perundang-undangan dan 

peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian hi). 

5. Teknik Analisis Data. 

Data yang diperoleh baik dari penelitian di lapangan maupw penelitian 

kepustakaan di olah dengan cara: 

a. Metode kualitatif yaitu mengambil dan mengolah data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dan data tersebut dihubungkan 

antara satu dengan yang lain sehingga menghasilkan uraian yang 

bersifat deskriptif kualitatif atau metode interpretasi dengan cara 

menguraikan dan menyusun secara sistematis, logis sesuai dengan 

tujuan penelitian.35 

b. Metode deskriptif yaitu penelitian dengan cara pemecahan suatu 

masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek 

penelitian berdasarkan fakta yang ada. 

- - -  -- 

35 Saifudin. Prosespembentukan ... 1oc.cit. ha1 32. 
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BAB I1 

NEGARA HUKUM DAN PERIZINAN 

A.Negara Hukum 

Secara embrionik, gagasan negara hukurn telah dikemukakan oleh Phto 

dengan istilah Nomoi yang berarti bahwa penyelenggaraan negara yang baik 

adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. 36 Lalu kemudian gagasan 

tersebut mendapat dukungan dari muridnya yaitu Aristoteles, mengatakan bahwa 

negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum. Ada beberapa unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi 

yaitu; pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umurn. Kedua, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan- 

ketentuan umurn, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 

mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan konstitusi 

berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa 

paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah 

Dalam perkembangan hukum tata negara, muncul istilah rechtsstaat yang 
--. 

diprakarsai oleh Freidrich Julius Stahl. Menurut Stahl bahwa unsur-unsur negara 

hukum adalah: 

1. perlindungan hak asasi manusia. 

- -- - 
--------- 

---------- 

36 Tahh Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta. 1992, ha1 63 
37 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, yogyakarta, 2002. ha1 2 
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2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

hak itu 

3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

clan 

4. peradilan administrasi dalam perselisihan.'8 

Lalu kemudian teori Stahl mengalami tambahan yaitu; 

5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang 

bebas dan manisri, dalam artian lembaga peradilan 

tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada 

dibawah pengaruh eksekutif 

6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota 

masyarakat atau warga negara untuk turut serta 

mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 

7. adanya perekonornian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata surnberdaya yang diperlukan bagi 

kemakrnuran warga negara. 

Disamping dari teori rechsstaat yang dipelopori oleh Stahl, muncul juga 

istilah konsep negara h u b  (rule of law) dari A.V. Dicey yang lahir dalam 

naungan sistem hukurn Anglo Sakson. Dicey mengemukakan bahwa unsur-unsw 

- -  . . 

38 Ibid, . . ha1 3 
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1.  supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law) 

tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang 

(absence of arbitrary power) dalam artian bahwa 

seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar 

hukum. 

2. equality befor the law yaitu persamaan di depan hukurn. 

Dan ini berlaku baik pada orang biasa maupun untuk 

pejabat. 

3. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang 

pengaturannya ditetapkan oleh kon~titusi.'~ 

Dari teori negara hukum ini penulis akan mengintegrasikan unsur-unsur 

negara hukum dalam proses partisipasi masyarakat dalam pengaturan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Supermarket di daerah Sleman karena ha1 itu 

menyangkut tentang sistem otonomi daerah. Sehingga secara otornatis akan 

tergambarkan sistem demokratisasi dalam penentuan IMB pada daerah Sleman 

dengan berdiri pada sistem otonomi daerah. 

Terdapat korelasi yang kuat antara negara hukurn dengan sistem 

demokrasi. Negara hukum berturnpu pada konstitusi dengan adanya kedaulatan 

rakyat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, partisipasi dari rakyat sangat 

dibutuhkan. Jadi dalam negara yang berkonstitusi (negara hukum) menempatkan 

39 Miriam Budiardjo, Dusar-Dmar l h u  Politik, Gramedia. Jakarta. 1982. ha1 57. 
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dan ini bisa terlihat dengan adanya sistem perwakilan. Artinya bahwa partisipmi 

rakyat baik langsung maupun melalui wakilnya ikut andil dalam proses 

perjalanan pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis berdasar atas 

hukum. Magnis Suseno menggambarkan bahwa demokrasi tanpa pengaturan 

hukurn akan kehilangan arah sedangkan h h  tanpa demokrasi akan kehilangan 

makna artinya bahwa demokrasi yang bukan negara hukurn bukan demokrasi 

dalam arti yang sesungguhnya karena demokrasi merupakan cara paling aman 

untuk mempertahankan kontrol atas negara.40 

Disinilah peranan sistem demokrasi (partisipatoris) dengan melibatkan 

langsung masyarakat pada pengaturan izin mendirikan bangunan (IMB) 

supermarket di daerah Sleman dengan mengedepankan prinsip teori negara 

hukum yang demokratis. 

Tidak ada suatu sistem h h  positif di dunia ini yang secara khusus 

mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturan, 

hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya: "Peraturan Daerah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan pemdang-undangan yang lebih tingi 

tingkatannya7' atau dalam hal UUD ada ungkapan "the supreme law of the land". 

Alasannya diatur karena tata m t a n  itu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap 

peraturan perundang-undangan h m  memiliki dasar hukum pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang- 
--- - - 

- 

48 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok D e m o h i ;  Sebuah Telaah Filosofs. Gramedia. Jakarta. 
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undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, apabila hal ini 

dilanggar maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya 

dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (van rechtswege 

Dalarn sistem hukum (nasional) Indonesia, tata urutan peraturan 

perundang-undangan secara "positiefrechttelijk" diatur dalam Tap. 

No.XXhlPRS11966 (sudah diganti oleh Tap MPR ~ 0 . 1 1 ~ / ~ ~ ~ / 2 0 0 0 ) ~ ~  

Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang dibuat 

pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang benvenang yang berisi 

aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umum. 

Peraturan yang dibuat pejabat berwenang (ambtsdrager) misalnya Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Peraturan yang dibuat oleh 

lingkungan jabatan (organ) rnisalnya Ketetapan MPR. Adapun macarn dan tata 

urutan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang atau Perpu 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

- - -  -p- 5. Peraturan Presiden - cerpres) -- 
----- ----- ----- 

41 Prof.DR.Bagir Manm,SH,MCL, Teori dm Politik Konstitusi, Fak.Hukum UII Press, ha1 205 
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6. Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga Pemerintahan setingkat 

Menteri 

7. Peraturan Daerah Propinsi 

8. Peraturan Daerah KabupatenKota 

9. Peraturan ~ e s a ~ ~  

1 .Undang-Undang Dasar 

Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang fjertama 

kali ditetapkan tanggal 1 8 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku kembali dengan 

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 beserta perubahan-perubahannya. 

2.Ketetapan MPR 

Ketetapan MPR adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak 

disebutkan dalarn Undang-Undang Dasar, melainkan sebagai sesuatu yang 

tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang d*ti secara terus menerus sejak 

tahun 1960, sehingga menjadi suatu kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan. 

Ketetapan MPR tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai peraturan 

perundang-undangan. Ada ketetapan MPR yang berupa peraturan perundang- 

undangan dan ada yang berupa keputusan konkrit dan individual. Ketetapan 

MPR yang konkrit dan individual adalah ketetapan mengenai pengangkatan 

- pp 

Presiden dKWalun Presiden.Untukiad&an k e r a n c u a n , p e ~ i m M m r  pp 

42 Ibid.. . .ha1 216 

41 
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pembaharuan mengenai pengertian Ketetapan MPR (mengikat keluar dan 

1 kedalam) dan Keputusan MPR (mengikat kedalam). 

1 Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, Ketetapan 

MPR di batasi pada pengertian aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan 

mengikat (secara) umum. Ketetapan MPR yang selama ini mengatur ha1 konkret 

dan individual diubah dengan nama Keputusan MPR, tidak lagi dalam bentuk 

Ketetapan MPR. Inipun tergantung pada sistem pemilihan presiden. Keputusan 

pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya akan ada selama Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

langsung tidak akan ada lagi Keputusan MPR tentang pengangkatan Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Ketetapan MPR sebagai peraturan 

perundang-undangan adalah Keputusan MPR yang berisi aturan tingkah laku 

yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umum. Kehadiran lebih lanjut 

Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan tergantung pada 

keberadaan MPR. Kalau terjadi perubahan badan perwakilan menjadi sistem dua 

kamar, Ketetapan MPR dengan sendirinya hapus. 

3.Undang-Undang dan Perpu 

Undang-undang adalah tingkah laku yang dibentuk oleh DPR dan 

disahkan oleh Presiden. Rumusan ini di sesuaikan dengan perubahan pertama 

- - -  -- Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah wewenang membentuk Undang- 

Undang dari Presiden ke DPR. Perpu (Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 



- - - .. - - 
- 

- 

undang-undang). Perlu dipertimbangkan untuk menghapus bentuk Perpu dari 

I sistem peraturan perundang-undangan. Usul ini berdasarkan pertimbangan : 

I c. Perpu, dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan walaupun 

I hanya untuk sementara. Melalui Perpu di mungkinkan pelaksanam 

I pemerintah secara kediktatoran. 

d. Dapat timbul beberapa implikasi hukurn apabila kemudian DPR menolak 

menyetujui Perpu menjadi Undang-undang. Harus jelas, apakah 

penolakan Perpu oleh DPR bersifat "van rechtswege nietig" atau 

"vernietigbaar". 

Kalaupun akan tetap di pertahankan, harus dengan persyaratan yang lebih 

terurai (rinci) 

e. Pengertian "hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Syarat ini 

merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar wewenang Presiden 

menetapkan Perpu. Apabila Presiden tidak dapat menunjukan secara 

nyata keadaan hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden tidak 

berwenang menetapkan Perpu. Perpu yang ditetapkan tanpa ada hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa batal derni h u b ,  karena melanggar 

asas legalitas yaitu di buat tanpa wewenang. 

f. Hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus menunjukan ada krisis yang 

menirnbulkan bahaya atau hambatan secara nyata terhadap kelancaran 



-. - - 

g. Materi muatan Perpu hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi 

pemerintahan (adrninistrasi negara) atau hanya terhadap hal yang bersifat 

"administratiefiectelijF'. Perpu tidak dapat mencakup bidang 

ketatanegaraan (staatsrechtelij k). 

h. Perpu hanya dapat di tetapkan pada saat DPR sedang tidak bersidang 

(reses. Apabila dalam masa bersidang, Presiden dilarang menetapkan 

Perpu. 

Disamping persyaratan di atas, ada pula kemungkinan lain sebagai cara 

mempertahankan pranata Perpu. Perpu hanya dibuat apabila negara dalam 

keadaan darurat (darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang). 

4.Peraturan Pemerintah (PP) 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah 

hanya ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Peraturan 

Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat 

"administratiefiechtelijk", karena itu tidak boleh mengatur atau menciptakan 

kaidah ketatanegaraan. Peraturan Pemerintah tidak boleh menciptakan suatu 

badan atau wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. 

5 . P e r a m  Presiden (Perpres) 

Selma orde baru, hanya dikenal bentuk "Keputusan Presiden7' baik yang 

bersifat mengatur (berupa peraturan perundang-undangan) maupun bersifat 
- --- - p- - 

--- --- --- --- --- 

" . . ketetapan ( b e s c h - t n  



- -- --- up--- 

pemisahan. Keputusan Presiden yang mengatur diberi bentuk Peratwan Presiden, 

dan yang bersifat ketetapan dinamakan Keputusan Presiden. 

6.Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteri 

Serupa dengan Presiden, perlu pula dibedakan antara Peraturan 

MenteriIKepala Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteii. Peratursltl 

MenteriIKepala Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteri adalah peraturan 

perundang-undangan. Keputusan MenteriIKepala Lembaga Pemerintakm 

Setingkat Menteri adalah penetapan atas hal-ha1 yang bersifat konkrit dan 

individual (beschikking). 

7.Peraturan Daerah Propinsi 

Peraturan Daerah Propinsi adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan disahkan 

Gubemur yang mengatur kepentingan masyarakat atau tata pemerintahan yang 

menjadi fungsi pemerintahan Propinsi di bidang ekonomi dan tugas pembantuan. 

8 .Peraturan Daerah KabupatenKota 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenKota dan 

disahkan Bupati atau Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau 

pemerintahan - yang menjadi 
-- 

pemerintahan KabupatenKota di 

bidang otonomi dan tugas pembantuan. 



9.Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disamakan dengan desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa atau pimpinan pernerintahan yang disamakan dengan desa 

mengenai segala urusan rumah tangga desa di bidang otonomi atau tugas 

pembantuan. 

Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986, 

merumuskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan ymg 

bersifat mengikat secara mum yang djkeluarkan oleh badan perwakilan rakyat 

bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua 

keputusan badan atau pejabat tqq usaha negara baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara mum.  Dari rumusan 

penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986 dimaksud, dapat 

disimpulkan bahwa keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang 

merupakan pengaturan yang bersifat mum (besluit van algemene strekking) 

termasuk peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriffen). 

Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, ada juga yang 

disebut sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan pemdang- 

undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur 

pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundmg-undangan 



- 

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari Peraturan 

I Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mempunyai sifat mengatur. 

1 a.Peraturan Daerah 

I Peraturan Daerah ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan 

I Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun undang-undang menyebutkan 

bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak berarti semua kewenangan membuat 

I peraturan daerah ada pada Kepala Daerah dan DPRD hanya memberi 

I persetujuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merniliki kekuasaan 

1 yang juga menentukan dalarn pembentukan Peraturan Daerah. Dewan 

L Perwakilan Rakyat Daerah di lengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak 

mengadakan perubahan . Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung 

kewenangan menentukan (dicicivie). Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan ada Peraturan Daerah (Perda). 

b.Keputusan Kepala Daerah 

Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat 

daerah adalah keputusan yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah bukan sebagai 

Kepala Wilayah. Keputusan Kepala Daerah tidak selalu mempunyai sifat atau 

berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah mempunyai 

kewenangan membuat ketetapan (beschikking) dan peratwan kebijaksanaan 

- - - -- - - -- 
(beleidregels atau pseudowetgeving) seperti pembuatan "juklak" dan "jjuknis". 
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Keputusan Kepala Daerah dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah 

yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau dalarn rangka menjalankan tugas wewenang dan tanggung 

jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah (pimpinan eksekutif 

daerah). 

C. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

Keputusan administrasi (tata usaha negara) adalah keputusan sepihak dari 

organ pemerintahan, diberikan berdasarkan wewenang yang diperoleh dari hukum 

tata negara atau hukum pemerintahan, yang untuk satu atau lebih peristiwa 

konkret individual menciptakan hubungan hukum, menetapkannya sebagai 

mengikat atau menghapuskannya atau menolaknya. 

Adapun macam-macarn keputusan tertulis administrasi negara atau 

keputusan tata usaha negara dapat di bedakan dalam berbagai golongan berikut: 

1. Ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif 

2. Ketetapan menguntungkan dan ketetapan membebankan 

3. Ketetapan eenmalig clan ketetapan permanen 

4. Ketetapan bebas dan ketetapan terikat 

Ketetapan deklaratoir adallah ketetapan yang menyatakan atau menetapkan 

mengikatnya suatu hubungan hukurn. 

Contoh: a. Ketetapan yang menyatakan bangunan A melanggar garis sempadan 
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Ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang melahirkadmenghapuskan suatu 

hubungan hukum 

Contoh: a. Ketetapan tentang pengangkatanlpemberhentian pegawai 

b. Ketetapan tentang perintah untuk berbuat sesuatu 

c. Ketetapan tentang pemberian suatu status 

d. Ketetapan pemberian beasiswa, subsidi 

e. Ketetapan tentang pemberian izin (izin, dispensasi, lisensi dan konsesi) 

f. Ketetapan tentang pemberian persetujuan, penundaan pembatalan 

Prins membedakan ketetapan-ketetapan, yaitu: 

a. Izin 

b. Dispensasi 

c. Lisensi 

d. Konsesi 

Ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberikan hak-hak 

yang sebelurnnya tidak ada, misalnya subsidi, pengangkatan pegawai, pemberian 

SIM. Ketetapan yang membebankan adalah ketetapan yang memberikan suatu 

beban yang sebelumnya tidak ada, misalnya penetapan pajak, pemberhentian 

pegawai, penolakan atas suatu permohonan ataupun pencabutan atas suatu hak. 

---- --- ~p 

Ketetapan eenmalig adalah suatu ketetapan yang habis masa berlakxnya 
--- --- --- 

-- 

setelah sekali dipergunakan, misalnya izin mendidan bangunan, izin rapat 
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umum, izin untuk demonstrasi. Ketetapan permanen adalah ketetapan yang 

berlakunya untuk masa yang lama, misalnya ketetapan tentang pengangkatan 

pegawai. 

Ketetapan yang terikat adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh 

peraturan dasar. Contohnya ketetapan deklaratoir. Ketetapan bebas adalah 

ketetapan yang oleh peraturan dasar diberikan kepada pejabat TUN untuwtidak 

mengeluarkan suatu ketetapan, misalnya pemberian subsidi BBM tergantung 

kepada anggaran negara.43 

Menurut E. Utrecht, ketetapan itu dapat dibagi dalam dua macam, yaitu: 

1. Ketetapan sah (rechtsgeldige beschikking), dapat berup: 

a. ketetapan harus dibuat oleh alat (orgaan) yang k r h a  

(bevoegd) (membuatnya) 

b. karena ketetapan suatu pernyataan kehendak 

(wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak 

boleh memuat kekurangan juridis (geen juridische gebreken 

in de wilsvorrning) 

c. ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam 

peraturan yang menjadi dasarnya clan pembuatnya harus 

juga memperhatikan cara (procedure) membuat ketetapm 

itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam 

peraturan dasar tersebut 

43 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrmi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, ha1 65 

50 
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d. isi dan tujuan ketetapan hams sesuai dengan isi dan tujuan 

peraturan dasar 

2. Ketetapan tidak sah (niet-rechtsgeldige beschikking), dapat berupa: 

a. ketetapan yang batal katena hykum (nietigheid van van 

rechtswege) 

b. ketetapan yang b d  (nietig, juga :batal absolut, absoluut 

nietig ) 

c. ketetapan yang dapat dibatalkan (~e rn ie t i~baa r )~~  

Apabila melihat dampak suatu keputusan terhadap orang, yang kepadahya 

keputusan itu ditujukan, maka kita dapat membuat pembagian berikut: 

1. keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan 

danlatau perintah (gebod) 

2.  keputusan-keputusan yang menyediakan sejurnlah uang 

3. keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban 

keuangan 

4. keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan 

5. keputusan penyitaan45 

Adapun unsur-unsur keputusan adalah sebagai berikut: 

1. nama dari organ yang berwenang 

2. nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu obyek tertentu, 

yang dilengkapi alamat atau konkretisasi lainnya lebih lanjut 

- ------ ---- 

44F T m Administrasi Negara Indonesia, Pustaka TintaMas,SurabaE--- 
1994, ha1 108 
45 Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.. . . .. . . .Op.cit., ha1 125 
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3. kesempatan yang menirnbulkan suatu keputusan 

i 4. suatu ikhtisar dari peraturan perundang-undangan yang cocok 

1 5. penetapan fakta-fakta yang relevan 

1 6. pertimbangan-pertimbangan hukum 

I 7. keputusan 

8. motivasi dalam arti sempit 

9. pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut 

10. penandatanganan oleh organ yang b e r ~ e n a n ~ ~ ~  

Keputusan tata usaha negara (KTUN) yang di keluarkan oleh organ 

1 pemerintah di uji keabsahannya dengan menggunakan asas-asas umurn 

pemerintahan yang layak (AALTPL). Asas-asas urnum pemerintahan yang layak 

(AALTPL) juga digunakan atau b e h g s i  sebagai asasldasar untuk memutuskan 

bagi adrninistrasi negara. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang layak 

(AAUPL) sebagai norma hukum untuk organ penguasa. Ada sepuluh asas dalam 

AAUPL, sebagai berikut: 

1. Asas perlakuan yang tertib (correcte bejegening) 

2. Asas pemeriksaan yang teliti (zorguuldige onderzoek) 

3. Asas acara pengambilan keputusan yang teliti (zorguuldige beslissings 

procedure) 

4. Asas pembentukan keputusan yang baik (deugdelijke besluitvorming) 

5. Asas pemberi alasan yang mendukung (draagkrachtige motivering) 

~- - ~- 

6. Asas persarnaan (assas materiellgelijkheid) 



- 
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7. Asas kepercayaan (assas materiel1 vertrouwen) 

8. Asas penimbangan kepentingan dengan patut dan adil (assas 

materiellredelij ke en bilij ke belangenaf weging) 

9. Asas pemberitahuan yang teliti (zorguuldige kennisgeving) 

10. Asas pemberi alasan yang diketahui (kenbare m ~ t i v e r i n ~ ) ~ ~  

Pada dasarnya bagi ketentuan keputusan berlaku syarat-syarat yang sama 

seperti hal untuk izin, sebagai berikut: 

1. tidak boleh ada pertentangan dengan asas kekhususan 

2. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 

3. harus memenuhi sysrat-syarat yang di tiinbulkan oleh asas-asas urnum 

pemerintahan yang layak (AAUPL) 

Jadi, syarat-syarat yang berlaku bagi ketentuan keputusan sama dengan yang 

berlaku bagi izin, sehingga perizinan merupakan keputusan tata usaha negara 

(KTUN). Asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) diperkenankan 

mengikat ketentuan-ketentuan pada izin juga dibatasi oleh tuntutan-tuntutan yang 

tirnbul dari asas-asas umumpemerintahan yang layak (AALPL). Dalam praktek, 

yang barang kali lebih penting ialah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang 

layak, di samping membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk menetapkan 

syarat-syarat, juga dapat membawa serta bahwa ketentuan-ketentuan atau syarat- 

syarat tertentu justru di haruskan menurut h ~ k u r n . ~ ~  

- - - - - - 
--- --- --- -- 

47 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan.. .. ...Op. cit., ha1 37 
Ibid, ha1 45 



- - 
-- 

Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara 

0. Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah keputusan sepihak dari 

suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau 

ketatusahaan, suatu hubungan hukurn menetapkannya secara mengikat atau 

membebaskannya, atau dalam rnana itu ditolak, menurut akibat hukurnnya, izin 

adalah keputusan tata usaha negara (KTWN) yang menciptakan hukum 

(konstitutif). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum 

t e r t e n t ~ . ~ ~  

Menurut Bagir Manan, keputusan Administrasi Negara dapat dibedakan: 

1. Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi keputusan dalarn 

bentuk PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. 

2. Peraturan Kebijakan (beleidregels, policy rules) adalah peraturan 

yang dibuat administrasi negara yang didasarkan kepada aspek 

"doelrnatigheid" dalam kerangka Freies Ermersen. 

3. Ketetapan Administrasi (beschkking) adalah keputusan 

administrasi negara dilapangan h u h  publik yang bersifat 

konkrit dan individual. 



- 

4. Perencanaan (plannen), peraturan perencanaan yang 

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program 

pembangunan untuk kurun waktu tertentu." 

D.Perizinan 

1. Pengertian 

Tidaklah mudah memberikan defrnisi apa yang dimaksud dengan izin, 

demikian menurut sjahrah Basah. Pendapat yang dikatakan Sjahrah agaknya sama 

dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Vander pot ; "Het is 

viterst moelijk roor begrip vergunning een definitie fe vinden", (Sangat sukar 

membuat defrnisi untuk menyatakan pengertian izin itu)." 

Hal ini disebabkan karena antara pihak tidak terdapat persesuaian paham, 

masing-masing melihat sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. 

Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan 

ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan definisi izin 

dari pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sediit banya 

memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. 

Dispensasi ialah keputusan administrasi nagara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekeuasaan persturan yang menolak perbuatan tersebut. WF. Prim 

mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan 

suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu ha1 yang 

50 Bagir Manan,. . . .OpCit ha1 229 
- - -- - - pp 

51 R i c h a n  HR, Hokum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, ha1 205 
--- 
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istimewa (relaxatio legis). Menurut Ateng Syaii-udin, dispensasi bertujuan untuk 

menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi 

dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation 

legis). Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan 

seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. 

Sementara itu konsesi merupakan merupakan suatu izin berhubungan dengan 

perusahaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenamya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah 

diberikan hak penyelenggaraamya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang 

bukan pejabat pemerintah.52 

Menurut H.D Van Wijk, "De Con Cessiefiquur Wordt vooralgebrvikt voor 

activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht maar overlaat 

aan particuliere ondernernringen." (bentuk konsesi terutarna digunakan untuk 

berbagi aktifitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu 

dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan- 

perusahaan swasta). Mengenai konsesi ini, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang- 

kadang pembuatan peraturan beranggapan suatu perbuatan yang penting bagi 

urnurn, sebaik-baiknya dapat. diadakan oleh suatu objek hukurn partikelir, tetapi 

dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara 

yang memperkenenkan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, 

membuat suatu konsesi (c~ncesie) .~~ 

- 
---- 

---- 

-- 

52 Ibid.. .ha1 205 
53 Ibid .... ha1206 
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Setelah mengetaui pengertian tersebut diatas, dibawah ini akan 

disampaikan beberapa difinisi izin. Di dalam kamus Hukum, izin (verguning) 

dijelaskan sebagai berikut : "Overhaidstoestemming door wet overordening 

vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special 

toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden 

beschouwd" (perkendizin dari pemerintah berdasarkan UU atau Peraturan 

pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan 

pengalasan khusus, tapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal 

yang sama sekali tidak diehendaki). 

Ateng Syrifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 

menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, (als opheffig van een 

algemen verbodsregel in het conretel geval) sebagai peniadaan ketentuan larangan 

umum dalam peristiwa konkret. 

Menurut Lutii Effendi, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan larangan perundangan. 

Izin (vergunning) dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasdpembebasan dari suatu larangan. Dispensasi (pelepasdpembebasan) 

adalah pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu 

ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang 

diajukan seseorang di dalam surat permintaannya.54 

- -- ---- 

54 Lutti Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Banyumedia Publishing, Malang, 2004, ha1 63 
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Philipus M-Hadjon clkk menyatakan, untuk dapat bertindak dan 

mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan 

menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.ls Sedangkan menurut Prajudi 

Atmosoedirdjo, izin atau vergunning adalah dispensasi dari suatu larangan. 

Rumusan yang demikian menurnbuhkan dipensasi dengan "izin". Dispensasi 

beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya "melarang" suatu perbuatan, 

sebaliknya "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang 

suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu 

hams d i l a l ~ i . ~ ~  

Menurut Sjahrah Basah, izin adalah perbuatan hukurn administmi negara 

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peratwan 

perundang-undangan. '' 

E. Utrecht menyatakan bahwa bila perbuatan bila perbuatan peraturan 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya 

asal saja di adakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hak konkret, 

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 

satu izin (vergunning). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas 

berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan per-undang- 

undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 

-- - . ppp 

55 Pf,' ' ~ ~ . ~ n D _ d k k ,  Pengantm Hukum Administrasi ------ Indonesia, Gadjah Mada University 
126 ----- 

'' Ibid .... ha1207 
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yang secara umum dilarang. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi 

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 

"Izin mereka salah satu instrumen yang paling banyak daigunakan dalarn 

hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis 

untuk mengemudukan tindakan para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari 

pengguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 

dalam keadaan tertentu menyirnpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

penmdangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang 

memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya 

dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi satu tindakan yang derni 

kepentingan umurn menghmskan pengawasan khusus atasnya (kin dalam 

arti luas). 

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan 

izin pada umumnya didasarkan pada keinginan membuat undang-undang 

untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan- 

keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh 

pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, narnun dimana 

ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. 

Hal yang pokok dalam izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 

dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam katentuan- 

ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan 
- -- - -- 

-- 
-- 



hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sanagat khusu, tapi 

agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 

(dicantumkan dalam keadaan terter~tu)."~' 

Pengertian izin menurut Philipus M.Hadjon, sama seperti yang diungkapkan 

oleh N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, bahwa izin adalah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-udang atau peraturan pemerintah, untyk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan pemdangan. 

Dengan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 

pekenaan bagi satu tindakan yang demi kepentingan urnurn menghapuskan 

pengawasan khusus atasnya." 

Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa 

tidak dipenuhi atau bila karena sesuatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada 

semua orang yang memenuhi kriteria. Akhirnya, penguasa karena alasan-alasan 

kesesuaian tujuan (doelmatigheid) dapat menganggap perlu untuk menjalankan 

kebijaksanaan izin restriktif clan membatasi jurnlah pemegang izin. Pertirnbangan- 

pertimbangan kesesuaian tujuan ini dapat misalnya berisi bahwa kapasitas lebih 

tertentu harus dicegah atau bahwa kontinuitas dari para pemegang izin yang sudah 

ada harus ditingkatkan. Pembatasan-pembatasan yang bersifat dernikian terlihat 

antara lain dalarn bidang izin-izin lingkungan.60 

--- 

58 -halm 
--- 

59 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, ETURIDIKA, Surabaya, 1993, ha1 2 
60 Itjid, ha1 3 
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Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan 

bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur 

dan persyaratan tertentu. 

2. Unsur-Unsur Perizinan 

a. Instrumen Yuridis 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi wewenang dalam 

bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen 

yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk 

ketetapan. Sesuai dengan sifatnya individual dan konkret, ketetapan ini 

merupakan ujung tombak dari instrumen hukurn dalam penyelenggaraan 

pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norrna hukum. Salah 

satu wujud ketetapan adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk 

sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan 

hak baru yang sebelumnya tidak dirniliki oleh seseorang yang namanya tercantum 

dalam ketetapan itu, atau "beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet 

geoorloofd was" (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya 

tidak dibolehkan). 

Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan 

yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi 

atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan 
-- -- -- -- 
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ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pads umumnya 

sebagairnana yang telah disebutkan diatas. 

b. Peraturan perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wet matigheid van bestuur 

atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan 

atau fungsi pelayanan, h a s  didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas 

legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh 

karena itu, dalam ha1 membuat dan menerbitkan kin haruslah didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan pemdang-undangan yang berlaku 

karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi 

tidak sah. Pada urnumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu 

ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

dari perizinan tersebut. 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan m a n  pemerintahan baik 

penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui 
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bahwa mulai dari adrninistrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan 

adrninistrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti 

terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, 

yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. 

Terlebih dari beragamnya organ pemerintahan atau adrninistrasi negara yang 

mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh 

organ pemerintahan. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, keputusan yang 

memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu 

yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau adrninistrasi negara. Dalam hal 

ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat 

penguasa-penguasa daerah. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang 

memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin 

tertentu menjadi terhambat bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. 

Menurut Soehardjo pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan 

timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, 

dm birokrasi. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi 

yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu 

pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara dalam 

kegiatan kernasyarakatan tertentu terutarna di bidang ekonomi sehingga deregulasi 

itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi. Dalam deregulasi dan debirokratisasi 
-- 

---- 
--- 

-- 

harus tetap ada batasan dan rambu-rambu yang di ten- oleh hukum. 



- .  

Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan hams memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri 

terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu 

2. Deregulasi hanya di terapkan pada hal-hal yang bersifat teknis 

administratif dan financial 

3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-ha1 prinsip 

dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan 

4. Deregulasi dan debirokratisasi hams memperhatikan asas-asas 

umurnpemerintahan yang layak (algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur) 

d. Peristiwa Konkret 

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk 

ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret 

dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena 

peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan 

masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam 

itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan 

pemberi izin, macam izin , dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. 
- - _ --- -- -- 



- .  --- - . __________ ______ ____- _ -  

perubahm kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kin 

tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

e. Prosedur dan Persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin, di samping itu pemohon izin juga 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang di tentukan secara sepihak 

oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu 

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut 

Soehino, persyaratan dalam izin bersifat konstutif dan kondisional. Bersifat 

konstitutif, karena di tentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang 

harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi akan dikenai sanksi. Bersifat kondisional, 

karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah 

perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan 

persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tapi 

pemerintah juga dalam penentuan prosedur dan persyaratan tidak boleh secara 

sewenang-wenang (arbitrer), tapi hams sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut6' 

3. Tujuan Perizinan 

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 

-- - -- mempengaruhi para warga agar -- mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna 
-- -- 

61 Ridwan H.R.. . . . . .Op.cit., ha1 2 10 
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mencapai suatu tujuan k ~ n k r e t . ~ ~  Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku 

ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang 

masyarakat adil dan makmur itu di jelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat 

diketahui bagaimana garnbaran masyarakat adil d m  makmur itu tenvujud. Ini 

berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan 

pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izir-itu 

dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen yang mewujudkan 

masyarakat adil dim makmur, sebagairnana diamanatkan dalam alenia ke empat 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah 

semestinya hams dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi 

Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukurn modem, izin dapat di 

letakkan dalarn fungsi menertibkan masyarakat. 

Adapun mengenai tujuan perizinan, ha1 ini tergantung pada kenyataan 

konkret yang di hadapi. Keragamm peristiwa konkret menyebabkan keragaman 

pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "struen") aktifitas-aktifitas 

tertentu (misalnya izin bangunan) 

b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin tebang, izin 

membongkar pada monument-monumen tertentu) 

d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di 

62 Philipus M. Hadjon.. . . . .Op.cit.,, ha1 5 
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e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan 

aktifitas-aktifitas (izin berdasarkan "drank en horecawet," dimana 

pengurus harus memenuhi syarat-syarat t e r t e n t ~ ) . ~ ~  

Fungsi sistem perizinan merupakan salah satu instrumen pengarah 

(pengendalian) dari penguasa, jadi izin di gunakan oleh penguasa sebagai 

instnunen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau 

mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. 

Pencantuman motif untuk sistem izin dalam undang-undang mempunyai 

konsekuensi penting bagi organ penguasa yang berwenang. Dalam memutuskan 

pemberian izin, organ ini tidak boleh menggunakan alasan yang tidak sesuai 

dengan tujuan peraturan. Dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala 

Daerah, maka maksudnya untuk mengendalikan dan mengatur pendirian 

bangunan agar tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. 

63 Ridwan H.R.. . . . . Op.cit., ha1 2 1 7 
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BAB I11 

PENERAPAN PERDA NO.l TAHUN 1990 TENTANG PERATURAN 

BANGUNAN DALAM PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DI KABUPATEN SLEMAN 

A.Diskripsi Supermarket-Supermarket di Kabupaten Sleman 

Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang 

secara geografis berdekatan langsung dengan Kotamadya Yogyakarta. Dan saat 

ini perkembangan Kotamadya Yogyakarta semakin pesat, sehingga lahan yang 

tersedia pun semakin lama semakin sempit. Selain itu kepadatan jurnlah penduduk 

di kota Yogyakarta pun semakin bertambah. Sehingga kebutuhan akan tempat 

atau lahan untuk pembangunan tempat tinggal ataupun untuk tempat usaha 

sernakin bertambah padahal lahan yang tersedia tidak bertambah tapi justru 

semakin sempit. 

Selain itu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 

tujuan ataupun program untuk mengurangi kepadatan keramaian yang ada di kota 

Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat sendiri, pusat-pusat keramaian 

di kota Yogyakarta seperti contoh di kawasan Malioboro, kini kepadatannya 

sangat luar biasa, sehingga sering terjadi kemacetan terutama di hari-hari libur 

baik pengunjung dari Yogyakarta sendiri maupun pengunjung dari luar kota 
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Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

mempunyai tujuan ataupun program untuk mengurangi kepadatan di pusat-pusat 

keramaian di kota Yogyakarta. Dan salah satu caranya adalah dengan 

meningkatkan pembangunan di daerah-daerah yang berbatasan atau berdekatan 

dengan kota Yogyakarta. Dgerah yang berdekatan atau berbatasan langsung 

dengan kota Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman. Saat ini banyak kita lihat clan 

kita jumpai banyaknya kampus-kampus yang di bangun di wilayah Kabupaten 

Sleman, selain kampus juga banyak tempat tinggal atau perumahan juga tempat 

kos-kosan yang dibangun, ditambah lagi kini banyak berdiri supermarket berskala 

besar di wilayah Kabupaten Sleman yang mudah di jangkau oleh masyarakat. 

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Sleman, maka nantinya 

juga akan memberikan keuntungan pemasukan bagi kas daerah. 

Di Kabupaten Sleman kini telah banyak berdiri pusat-pusat perbelanjaan 

yang berskala kecil, menengah, bahkan sampai yang berskala besar. Dengan 

hadirnya supermarket atau pusat-pusat perbelanjaan tersebut, tentunya akan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari- 

hariyang lebih lengkap dan tentunya dengan harga-harga yang lebih terjangkau 

oleh para konsumen atau masyarakat. Adapun beberapa supermarket atau pusat 

perbelanjaan yang ada di Kabupaten Sleman, akan diuraikan di bawah ini. 

1 .Mirota Kampus 

Supermarket Mirota Kampus, sesuai dengan namanya maka orientasinya 
- -- 

--- 

Pun 
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dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan alat-alat perlengkapan penunjang 

pendidikan para pelajar dan mahasiswa. Dan seperti kita ketahui di Yogyakarta 

banyak tersebar sekolah-sekolah dan kampus-kampus tempat perkuliahan dan 

tentunya di sekitar sekolah-sekolah dan kampus-kampus tersebut banyak tempat 

kos-kosan para pelajar dan mahasiswa. Melihat hal tersebut, pengelola 

supermarket Mirota Kampus membangun supermarketnya tidak hanya di satu 

tempat melainkan mempunyai beberapa cabang dibeberapa tempat yang tentunya 

dapat dijangkau dan berdekatan dengan kawasan-kawasan yang banyak dihuni 

oleh para pelajar dan mahasiswa, dengan begitu para pelajar dan mahasiswa tidak 

perlu bersusah payah dalam memenuhi lebutuhan sehari-hari mereka. 

Dan seperti kita ketahui supermarket Mirota Kampus memiliki beberapa 

cabang yang tersebar dibeberapa tempat, antara lain Mirota Kampus UGM yang 

berdekatan dengan bundaran kampus universitas Gadjah Mada, Mirota Kampus 

Babarsari yang terletak didaerah Babarsari dimana didaerah tersebut banyak 

berdiri beberapa kampus perguruan tinggi dan tentunya banyak diiuni oleh para 

mahasiswa yang indekos di daerah tersebut, kemudian Mirota Gejayan yang 

terletak di kawasan Gejayan yang juga banyak terdapat beberapa kampus 

perguruan tinggi dan juga banyak terdapat tempat kos-kosan mahasiswa yang 

tinggal ditempat tersebut, Mirota Godean yang terletak di Jalan Godean dan 

kawasan tersebut juga banyak tempat kos-kosan para pelajar dan mahasiswa, 

kemudian Mirota Karnpus yang tedetak di daerah Jalan Palagan Tentara Pelajar 

- -  
dekat dengan kawasan Monumen Jogja Kembali. Sehingga sering kita jumpai para 

pengunjung yang ramai mengunjungi Supermarket Mirota Kampus rnayontas 
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adalah para pelajar dan mahasiswa, karena memang fokus konsumen yang 

menjadi target adalah para pelajar dan mahasiswa. Dan tentunya Supermarket 

Mirota Kampus berusaha memberikan barang-barang yang bermutu dan dengan 

harga yang terjangkau pula oleh para pelajar dan mahasiswa. 

2. Supermarket Hero 

Supermarket Hero terletak di Jalan Godean. Seperti halnya supermarket 

lainnya, supermarket Hero pun menyediakan barang kebutuhan sehari-hari 

masyarakat dengan harga yang kompetitif dan terjangkau oleh masy~dcat. 

Supermarket Hero di Jalan Godean tentunya membidik para konswen 

masyarakat di wilayah barat Yogyakarta, sehingga para warga rnasyarakat di 

wilayah barat Yogyakarta tidak perlu terlalu repot untuk mencari dan rnemenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka yang lebih lengkap tentunya dengan harga yang 

lebih terjangkau pula. Supermarket Hero seperti halnya supermarket yang lainnya 

paling ramai pengunjung terjadi pada hari libur. Dan untuk wilayah barat 

Yogyakarta, Supermarket Hero merupakan termasuk supermarket yang terbesar 

sehingga banyak masyarakat yang menjatuhkan pilihannya dalam berbelanja 

kebutuhan barang sehari-hari ke supermarket Hero. 

3. Supermarket Alfa 

Supermarket Alfa terletak di Jalan Solo, dan tujuan awal berdirinya 

Supermarket Alfa ingin memberikan barang kebutuhan masyarakat yang lebih 

lengkap dan dengan harga barang yang lebih terjangkau oleh masyarakat. - -- - -- -- 
-- -- 

Sehingga pa& awal berdirinya, supermarket Alfa terkenal murah sehingga pada 
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awal berdirinya, supermarket Alfa ramai dikunjungi oleh para konsumen. 

Supermarket Alfa mempunyai tyjuan untuk menyediakan dan memberikan 

barang-barang kebutuhan masyarakat secara lengkap dan dengan kualitas barang 

yang baik pula dan tentunya dengan harga-harga barang yang lebih murah serta 

terjangkau oleh para konsumen. Sehingga pada awal berdirinya supermarket Alfa, 

banyak warga masyarakat yang menjatuhkan pilihannya untuk berbelanja di 

supermarket Alfa karena pada waktu itu memang harga barang-barang yang 

tersedia di supermarket Alfa terbilang cukup murah di bandingkan dengan di 

pusat-pusat perbelanjaan yang lainnya, clan ini menjadi daya tarik masyarakat 

untuk berbelanja di supermarket Alfa. Apalagi seperti kita ketahui di Yogyakarta 

banyak para pendatang terutama para pelajar dan mahasiswa, yang tentunya 

mereka berusaha mengatur keuangan mereka sehemat mungkin dan salah satu 

caranya dengan berusaha mendapatkan barang-barang kebutuhan dengan harga 

yang murah tapi dengan kualitas yang baik pula. 

Dengan adanya supermarket Alfa yang menawarkan barang-barang 

dengan harga yang lebih murah dan te rjangkau, tentunya ini menjadi sesuatu yang 

metlgbtungkan bagi para pendatang yang umumnya pelajar dan mahasiswa. 

4. Supermarket Makro 

Supermarket Makro terletak di Jalan Lingkar Utara (ring road utara), 

terletak didalam wiIayah kampung Sarirejo pedukuhan Maguwo dan berdiri pada 

pertengahan tahun 2004 clan superniatket Makro berusaha membidik para 



-- -- - - - ------- -- -- ----- - - - - - 

pembukaannya (grand opening) pada pertengahan tahun 2004, memberikan 

pelayanan diskon harga besar bagi para konsumennya yang berkunjung ke 

supermarket Makro. Sehingga pada waktu pembukaannya, supermarket Makro 

banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan barang-barang 

dengan kualitas baik tapi dengan potongan harga yang cukup menarik, terutama 

barang-barang elektronik menjadi barang yang paling banyak di buru oleh 

masyarakat. Supermarket Makro terletak disebelah tirnur Jalan Lingkar Utara 

(ring road) menempati lahan yang cukup luas dengan bangunan supermarket yang 

cukup besar di lengkapi tempat parkir kendaraan yang luas pula. Disekitar 

bangunan supermarket Makro masih terdapat lahan persawahan milik masyarakat 

sekitarnya. Dan kini pihak pengelola supermarket Makro berusaha memberikan 

pelayanan yang menarik bagi para pelanggan-pelanggannya dengan cara 

memberikan pelayanan khusus bagi para pelanggannya yang memiliki kartu 

anggota (member card). 

Oleh karena itu pihak pengelola supermarket Makro berusaha mendata dan 

mengumpulkan para pelanggan setianya untuk kemudian diberikan kartu anggota 

dan nantinya bagi setiap pelanggan atau pengunjung supermarket Makro yang 

memiliki kartu anggota akan mendapatkan potongan harga atau diskon khusus. 

Seperti halnya pusat perbelanjaan yang lainnya, supermarket Makro ramai 

dikujungi pada hari-hari libur. 
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5 .Supermarket Ambarukmo Plaza 

h s a t  perbelanjaan Ambarukmo Plaza berdiri pada pertengahan tahun 

2006 dan sempat di renovasi atau diperbaiki akibat bencana gempa bumi yang 

melanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2006. Dan setelah selesai 

direnovasi kembali tidak lama kemudian supermarket Arnbarukmo Plaza resmi 

dibuka untuk umum. Supermarket Ambarukmo Plaza terletak di Jalan Solo 

tepatnya disebelah utara jalan yang masuk wilayah pedukuhan Ambarukmo. h s a t  

perbelanjaan Ambarukmo Plaza saat ini merupakan supermarket terbesar di 

Propinsi Daerah Istitnewa Yogyakarta dan selain itu supermarket Ambarukmo 

Plaza diklaim sebagai supermarket terbesar di wilayah Jawa Tengah dan 

Yogyakarta. 

Pada awal pembukaan supermarket Ambarukmo Plaza pengunjung yang 

datang masih biasa saja belum ramai sekali, hal ini dikarenakan pada waktu itu 

sebagian besar masyarakat Yogyakarta masih dirundung duka karena baru saja 

mengalami bencana gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya 

pada pagi hari tanggal 26 Mei 2006. Sehingga pada saat pembukaan supermarket 

Arnbarukmo Plaza, masyarakat masih disibukkan oleh masalah penanggulangan 

bencana gempa bumi. Perlahan narnun pasti semua kondisi Yogyakarta dan 

sekitarnya yang porak-poranda akibat guncangan gempa bumi mulai pulih 

kembali dan mulai di renovasi kembali, dan para pengunjung supermarket 

Ambarukmo Plaza pun mulai semakin meningkat dan ramai. Dan sampai saat ini 

-- - p a m p e ~ a % k n b n L ~ a l a g i  

pada waktu hari liburan, pengunjungnya sangat rarnai sekali dan selain itu karena 
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jurnlah pengunjung yang ramai sekali terutama pada hari libur maka kemacetan 

lalu lintas di depan supermarket Ambarukmo Plaza tidak dapat dihindari. 

Kemacetan ini terjadi biasanya pada hari sabtu sore atau pada hari-hari libur 

lainnya mulai sore hari sampai malam hari menjelang tutupnya supermarket 

Ambarukmo Plaza. Para pengunjung atau para konsurnen yang datang ke 

Ambaduno Plaza merasa tertarik karena Ambadcmo Plaza menyediakan 

barang-barang yang berkualitas baik ditambah dengan harga barang yang murah 

dan terjangkau, sehingga banyak masyarakat yang menjatuhkan pilihan 

berbelanjanya ke Ambarukmo Plaza. Dibandingkan dengan pusat perbelanjaan 

yang lainnya, memang Ambarukmo Plaza dapat dikatakan merupakan pusat 

perbelanjaan dengan harga murah namun berkualitas baik, sehingga para 

konsumen pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang sejenis mulai mengalihkan 

tujuan belanjanya ke supermarket Ambarukmo Plaza. 

Saat ini supermarket Ambarukmo Plaza mulai menjadi ikon pusat 

perbelanjaan di Yogyakarta dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta 

pada umumnya. Selain menjadi pusat perbelanjaan, Ambarukmo Plaza juga 

menjadi tempat hiburan bagi masyarakat Yogyakarta karena pihak pengelola 

Ambarukmo Plaza menyediakan tempat-tempat hiburan bagi para pengunjung 

antara lain kafe, bioskop film, selain itu juga masyarakat yang datang ke 

Ambarulano Plaza tidak hanya sekedar berbelanja saja melainkan juga untuk 

acara kumpul keluarga seperti makan bersama di restoran-restoran yang tersedia, 

mungkin juga menonton film bersama keluarga, teman dan sebagainya. Sehingga 
-- 

-- --- ---- 

pusat perbelanjaan Ambarukmo Plaza tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
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belanja saja melainkan dapat berfungsi yang lainnya. Dan saat ini supermarket 

Ambarukmo Plaza sering dijadikan sebagai tempat acara suatu event tertentu baik 

acara musik, acara peluncuran suatu produk dari beberapa perusahaan, bahkan 

sampai acara hiburan dari beberapa televisi swasta yang sengaja diadakan di 

Yogyakarta. Dengan berdirinya Ambarukmo Plaza, ternyata dapat memberikan 

lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitarnya seperti penyediaan 

tempat untuk lahan parkir, selain itu bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha 

tempat kos-kosan dan rumah makan juga mendapatkan keuntungan karena para 

konsurnennya bertambah. 

Kabupaten Sleman yang secara geografis dekat dengan pusat kota 

Yogyakarta, tentunya akan terus mengalami kemajuan seiring dengan semakin 

pesatnya kemajuan di Kota Yogyakarta. Hal ini tidak dapat dipungkiri kmena 

selain letak Kabupaten Sleman yang dekat dengan Kota Yogyakarta, sehingga 

para pengusaha akan mengembangkan usahanya di daerah yang dekat dengan 

pusat kota agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemajuan yang pesat ini pun 

tentunya menguntungkan bagi Kabupaten Sleman karena selain dapat menambah 

pernasukan bagi kas daerah juga dapat mengurangi masalah sosial lainnya yaitu 

mengurangi jumlah angka pengangguran. 

Dan seperti yang di kemukakan sebelumnya, bahwa Pemerintah Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rencana atau program untuk 

mengurangi clan memecah keramaian di pusat Kota Yogyakarta mulai 

-- - r n e 1 m m p a & ~ ~ & a r e ~ ~ ~ & ~ e ~ g f 0 ~ ~ ~ - -  

mengunjungi pusat-pusat keramaian di Kota Yogyakarta, masyarakat mulai 
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mengalihkan tujuannya ke pusat-pusat perbelanjaan di sekitar Kota Yogyakarta. 

Dan memang kawasan Malioboro di pusat Kota masih menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat terutama bagi masyarakat dari luar Kota Yogyakarta 

yang sedang berkunjung ke Yogyakarta. Akan tetapi saat ini masyarakat telah 

diberi pilihan yang lebih variatif dalam ha1 memilih tempat-tempat berbelanja dan 

berekreasi bagi keluarga. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman apalagi kini setiap 

daerah diberi hak otonomi daerah masing-masing di mana setiap daerah diberi hak 

untuk mengatur clan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. 

Ditambah lagi dengan adanya tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari yang lebih lengkap dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau 

oleh masyarakat mum, sehinga dimungkinkan di Kabupaten Sleman masih akan 

berdiri beberapa pusat-pusat perbelanjaan yang lainnya. Tentunya ha1 ini akan 

semakin menambah persaingan a n t .  pusat perbelanjaan tentunya masyarakat 

akan lebih di untungkan karena pilihan yang diberikan semakin lebih bervariasi, 

tapi tentunya pelayanan dan kualitas barang yang ditawarkan oleh pusat-pusat 

perbelanjaan tersebut nantinya tidak boleh diabaikan dan tetap terjangkau oleh 

masyarakat luas. 

B.Prosedur dan Syardt-$pdhit Uatuk Memberikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilaksanakan di 
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terhadap bangunan yang dibangun baik bangunan untuk tempat tinggal atau 

perurnahan, bangunan perkantoran, bangunan hotel, bangunan tempat 

perdagangan dan juga bangunan tempat-tempat fasilitas umum dan semuanya 

harus di atur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah di tetapkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan ketentuan-ketentuan bagi 

pembangunan suatu bangunan tentunya mempunyai tujuan, antara lain tercantum 

didalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan yaitu 

bertujuan untuk menyesuaikan kembali dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan barn 

dalam kaitannya dengan tata bangunan yaitu tentang keserasian, lingkungan 

hidup, pariwisata, pemukiman dan sebagainya. Pendirian suatu bangunan harus 

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agar dalam pendirian bangunan 

tersebut nantinya sesuai dengan penataan wilayah juga tidak menyalahi lokasi 

yang telah ditetapkan dan ditentukan, misalnya lahan yang seharusnya untuk 

pertanian tidak digunakan untuk pendirian bangunan yang lain ataupun lahan 

untuk resapan air tidak boleh digunakan untuk pendirian bangunan begitu juga 

lahan penghijauan ataupun lahan untuk kepentingan lainnya. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah 

(Perda) No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan yang menggantikan 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No.7 Tahun 1976 tentang Peratwan 

Bangunan Daerah. Peraturan Daerah No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan 

bangunan serta tertib administrasi juga agar nantinya bangunan yang telah 
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dibangun tersebut nantinya sesuai dengan peraturan dan ketentuanketentuan yang 

berlaku. 

Adapun dasar hukurn dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten 

Sleman, adalah sebagai berikut: 

1, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan 

Bangunan 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 1994 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 

1990 tentang Irigasi 

4. Pemturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.7 Tahun 1997 

tentang Peraturan Garis Sempadan Jalan Nasional dan Propinsi 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 1978 tentang Garis 

Sempadan 

6. Keputusan Bupati Sleman No.90/SK.KDH/2003 tentang Penandatanganan 

Perizinan 

7. Keputusan Bupati Sleman No.5 Tahun/Kep.KDWA/2003 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

-- - 

8. Keputusan Bupati Sleman No.07alKep.KDWA/2004 tentang Pemberian 
--- --- ---- 

Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran lzin ~ e n d k & a n  Bangunan (YMB j 



Selain itu telah ditetapkan syarat-syarat bagi permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan. Adapun syarat-syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil formulir di Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu 

Atap (UPT PSA) atau download dari internet 

2. Formulir di isi dan di tanda tang& bermeterai Rp.6000,- 

3. Formulir dilegalisasi Desa dan Kecamatan dimana bangunan akan 

didirikan 

4. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku 

5. Lampiran-lampiran yang diperlukan (masing-masing rangkap dua): 

a. Gambar: denah, tarnpak depan, tampak samping, tampak 

belakang, potongan memanjang, potongan melintang, 

rencana pondasi, rencana atap, jaringan sanitasi, situasi 

dm situasi kecil 

b.  amba bar konstruksi beto beserta perhitungannya 

c. Gambar konstruksi baja beserta perhitungannya 

d. Hasil penyelidikan tanah dan rekomendasi dari 

laboratoriurn mekanika tanah untuk bangunan bertingkat 

-- tiga atau lebih 
--- 

e. Surat keterangan pemilikan tanah (sertifikat model D/E/C) 
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f. Surat kerelaan tanah bermeterai Rp.6000.- dari pernilik 

tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat 

apabila tanah bukan milik pemohon 

g. Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- apabila diwddkan 

h. Surat perintah kerja (SPK) apabila pekerjaan di borongkan 

6.Memenuhi Peraturan Daerah No.1 Tahun 1990 tentang Peratwan 

Bangunan serta ketentuan perundangan yang berlaku 

7. Formulir yang telah diisi beserta lampiran diserahkan ke LPT PSA 

dan pemohon mendapat tanda terirna 

8. Pemohon akan diberitahu permohonan disetujdtidak 

Secara lengkap dan terperinci, dapat dilihat pada BAB I11 Peraturan 

Daaerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 1 990 tentang Peratwan Bangunan 

mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai pasal79 sampai dengan 

p a d  100. Adapun alur dari proses permohonan Izin Mendikan Bangunan 

(IMB) adalah sebagai berikut: 



PEMOHON , 

-- - - - PENELlTlAN BERKAS 

PENGECEKAN LOKASI 

6 
PERHITUNGAN RETRlBUSl 

PENGETIKAN 

PENGESAHAN 

1. Pemohon mengambil formulir di UPT PSA atau download internet 

2. Pemohon mengisi formulir 

3. Pemohon melegalisir formulir ke Desa 

4. Pemohon melegalisir formulir ke Kecamatan 

5. Pemohon menyerahkan formulir yang telah dilegalisir ke UPT PSA dan 

mehdapat tanda terirna 

6. Beltkas permohonan diantar oleh caraka dari UPT PSA ke Dinas 

Kinlpraswilhub 

7. Pembayarm retribusi oIeh pemohon 
- - -- -- -- -- -- 

8. Penyerahan berkas ijin yang sudah jadi ke UPT PSA 



- -  - ~ _______ 

9. Pemberitahuan oleh petugas UPT PSA bahwa ijin sudah jadi 

10. Pengambilan ijin oleh pemohon 

C.Penerbitan Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Didalam Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan 

Bangunan, telah ditetapkan mengenai pengambilan keputusan dalam hal 

penerbitan keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Didalam BAB I11 

Peraturan Daerah No.1 Tahun 1990 Tentang Peraturan Bangunan bagian ketiga 

pada pasal 89, pasal 90, pasal 91 telah dijelaskan bahwa keputusan terhadap 

permohonan Izin Mendirikan Permohonan (IMB) diberikan oleh kepala daerah 

dalam waktu satu setengah bulan setelah tanggal pemasukan permohonan yang 

lengkap persyaratamya (pasal 89 ayat 2). Sebelum dalam pasal 89 ayat (1) 

menerangkan bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan oleh 

Kepala Dinas dalam hal ini Kepala Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan 

Perhubungan. 

Selain itu didalam BAB 111 Peraturan Daerah No.1 Tahun 1990 tentang 

Peraturan Bangunan, dijelaskan adanya penangguhan dalam pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan. Telah dijelaskan dalam pasal 89 ayat (4,5,6) bahwa 

penangguhan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan perlengkapan 

Izin dari lain yang belum lengkap berdasarkan Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan D a d  Propinsi atau Peraturan lainnya yang berlaku, atau 

- - - -  iuga dikarenakan adanya rencana untuk --- tujuan tertentu sampai rencana tersebut 



.---- ~ 

~ . ____ 

ditetapkan, dan setelah jangka waktu satu bulan Kepala Daerah mengambil 

keputusan atas permohonan yang ditangguhkan tersebut. 

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dikabulkan oleh Kepala 

Daerah akan segera di tanda tangani oleh Kepala Daerah, dan penandatanganan 

perizinan tersebut dapat didelegasikan kepada kepala organisasi perangkat daerah, 

kecuali perizinan di bidang pertanahan. Dan setelah permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) tersebut dikabulkan dan di tanda tangani, maka akan diterbitkan 

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan mengenai 

penandatanganan perizinan di Kabupaten Sleman telah diatur didalam Keputusan 

Bupati Sleman No.90/SK.KDWA/2003. 

Seperti yang dijelaskan diawal, bahwa semua bangunan yang akan 

dibangun baik bangunan penunahan, bangunan tempat usaha, bangunan fasilitas- 

fasilitas urnurn dan sebagainya, semuanya hams merniliki yang namanya Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah Sleman No.1 

Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan. Begitu juga terhadap bangunan 

supermarket yang ada di Kabupaten Sleman, harm merniliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

Supermarket Makro yang terletak di Jalan Lingkar Utara (ring road) yang 

masuk dalam wilayah pedukuhan Maguwo, Kampung Sarirejo berdiri pada tahun 

2004. Supermarket Makro sebelum pendiriannya di wajibkan merniliki Izin 

Mendirikan Bangunan dengan memenuhi segala persyaratan-persyaratan dan 
-- - --- --- -- -- 

k e t e n t u a n y a n g A 1  .&& 



- - - - ---- - - - - - -  -- --_ ____ 

No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan. Seluruh persyaratan dan ketentuan 

yang telah ditetapkan tersebut diwajibkan untuk dipenuhi kemudian permohonan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sleman, 

tepatnya ke Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten 

Sleman. Dan setelah permohonan kin Mendirikan Bangunan tersebut disetujui 

selanjutnya pihak supermarket Makro melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

Kampung Sarirejo, Pedukuhan Maguwo tentang adanya rencana pembangunan 

supermarket di wilayah tersebut. Pihak supermarket Makro sendiri, menurut 

petugas dari Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan (wawancara 

tanggal 16 November 2007), mengajukan permohonan Izin Mendirikan 

Bangunannya pada tahun 2003 dan setelah permohonan tersebut diproses selama 

satu setengah bulan dari tanggal pemasukan permohonan sesuai dengan ketentuan, 

kemudian permohonan tersebut disetujui dan selanjutnya setelah adanya 

keputusan tersebut, pihak supermarket Makro mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat Kampung Sarirejo Pedukuhan Maguwo akan rencana dibangunnya 

sebuah supermarket di wilayah tersebut. Menurut Kepala Pedukuhan Maguwo 

Bapak Sukirno (wawancara tanggal 14 November 2007), dari hasil sosialisasi 

pihak supermarket Makro tersebut, pada dasarnya masyarakat Kampung Sarirejo 

Pedukuhan Maguwo menyetujui dan tidak keberatan adanya pembangunan sebuah 

supermarket di wilayah mereka, namun lanjut Kepala Dukuh, masyarakat selain 

menyetujuinya juga meminta adanya kompensasi dari pihak supermarket Makro 

berupa perlengkapan untuk pertemuan yaitu meja dan kursi sejumlah 300 buah 



.----____________________ 

penyerahan meja dan kursi sebanyak 300 buah dilakukan di Kantor Balai 

Kelurahan Sarirejo dan diterima langsung oleh Bapak Sekretaris Desa (Carik) 

mewakili warga masyarakat. 

Pusat perbelanjaan Ambarukmo Plaza yang terletak di Jalan Solo tepatnya 

disebelah barat Hotel Ambarukmo, mengajukan permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan (1MB)-nya pada tahun 2005 dan setelah mendapat persetujuan dari 

Kepala Daerah, supermarket Ambarukmo Plaza memulai pembangunannya pada 

pertengahan tahun 2005 dan selesai pada pertengahan tahun 2006 tapi sempat 

mengalarni kerusakan pada bulan Mei 2006 akibat guncangan gempa bumi ydng 

melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah sempat mengalarni 

renovasi kemudian supermarket Ambarukmo Plaza resmi di buka untuk umum 

pada Juni 2006. 

Seperti halnya supermarket Makro, pihak pengelola supermarket 

Ambarukmo Plaza setelah permohonannya mendapat persetujuan dari Kepala 

Daerah, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai 

akan dibangunnya sebuah supermarket di wilayah Ambarukmo. Sosialisasi 

dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan warga setempat di Kantor 

Balai Desa Catur Tunggal, selain itu juga diadakan pemasangan parnplet-pamflet 

dan juga pemasangan spanduk-spanduk di tempat-tempat umum yang dianggap 

strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinas Pemukiman Prasarana 



- - -  - -~ -__.._-__-._p_.__-,_. - - _ ~ - -  .. 

diperoleh bahwa untuk pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

bagi bangunan supermarket terdapat syarat tambahan yaitu sebagai barikut: 

1. IPT (izin pemanfaatan tanah) 

2. Rekomendasi dari Dinas Pengairan, Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Sipplan 

Syarat-syarat tersebut diatas hanya diperuntukan bagi toko, bengkel, perurnahan, 

kantor, gudang, dan pusat perbelanjaan atau supermarket. 

Peraturan Daerah Sleman No.1 Tahun 1990 yang mengatur tentang 

Peraturan Bangunan wajib dilaksanakan oleh siapapun yang akan mendirikan 

bangunan di wilayah Kabupaten Sleman tanpa terkecuali. Seperti yang telah 

tercantum pada BAB I11 pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa 

mendirikan bangunan, hams sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dari Kepala Daerah." 

Seperti yang telah tercantum di dalam BAB IV Peraturan Daerah Sleman 

No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan pada pasal 108 ayat (1,2,3,4,5) 

serta pasal 109 ayat (1,2). 



.. . .- - . - . . . -. - - - - ---- - ~ ~ __ _____--_ 

Pasal 108 

ayat (1): "Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam BAB I1 dan BAB 111 

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lirna puluh 

ribu rupiah). 

ayat (2): "Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 102 dan pasal 103 Peraturan 

Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah). 

ayat (3): "Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan atau ayat 

(2) pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi 

ketentuan bangunan clan ketentuan izin mendirikan bangunan clan atau 

diwajibkan membayar retribusi izin mendirikan bangunan. 

ayat (4): "Apabila suatu pelanggaran yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini 

dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perseorangan, suatu 

perserikatan atau yayasan maka tuntutan pidana dan hukuman pidana 

ditujukan dan dijatuhkan kepada baik terhadap badan hukurn, 

perseorangan, perserikatan atau yayasan, baik terhadap anggota 

pengurus atau terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan 

pelanggaran itu yang bertidak sebagai pimpinan dalam pelanggaran itu 

atas kelalaian itu sendiri maupun terhadap kedua-duanya. 

-- - ---- 

ayat (5): 'ma pidana tersebut a y a t r ( T p c a y a t r ( 2 p d  nn a h h h  
. . 

pelanggaran. 
88 



ayat (1): "Mereka yang dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan hakim yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan ayat (1) 

Pasal 109 diatas diharuskan membongkar, mengubah atau memperbaiki 

segala sesuatu yang telah dilakukan atau dilalaikan bertentangan dengan 

syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan dalam atau 

berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang akan 

ditetapkan oleh Kepala Daerah, kewajiban mana diberitahukan kepada 

yang bersangkutan dengan swat tercatat. 

ayat (2): "Apabila kewajiban untuk melakukan pembongkaran, perubahan atau 

perbaikan yang dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka 

segala sesuatunya akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya 

yang bersangkutan, setelah mereka itu diperingatkan tentang 

kewajibannya dengan swat tercatat. 

Pada pasal 108 ayat (1) berdasarkan penjelasan dari Peraturan Daerah 

Slernan No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan di jelaskan bahwa sanksi 

hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ditetapkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 

1974. 

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri selama ini berusaha untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tennasuk di dalamnya dalam 
-- --- --- -- 

pelayanan pennohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pun berusaha untuk 



mernberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan juga berusaha agar Peraturan Daerah 

Sleman No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan dapat diterapkan dan 

dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat, karena telah dijelaskan 

dengan tegas di dalam BAB 111 pasal79 ayat (1) bagi siapa saja yang mendirikan 

bangunan, harus dan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala 

Daerah. 

Berdasarkan informasi dari petugas Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 

dan Perhubungan Kabupaten Sleman, ada beberapa permasalahan yang umum 

terjadi dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan, antara lain : 

1. Tidak adanya lokasi yang pasti 

2. Pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak menindaklanjuti 

lagi permohonannya sesuai dengan ketentuan 

3. Status tanah yang belum jelas 

4. Tanah yang rnenjadi objek masih dalam status AJB (akta jual beli) 

Selain pasal 108 ayat (1,2,3,4,5) dan pasal 109 ayat (1,2) yang mengatur tentang 

ketentuan pidana didalam permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada 

juga pasal 110 dan pasal 11 1 yang mengatur tentang ketentuan penyidikan bagi 

pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi Peraturan Daerah Sleman No.1 Tahun 

1990 tentang Peraturan Bangunan. 
- 



"Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pasal 109 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang pengangkatannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

"Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud 

pasall 1 1 Peraturan Daerah ini benvenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta 

melakukan pemeriksaan 

c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka 

d. Melakukan penyitaan benda atau swat 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

pemeriksaan perkara 



h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petun.uk dari penyidik 

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI 

memberitahukan ha1 tersebut kepada penuntut mum, tersangka atau 

keluarganya 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungj awabkan 



~. ~ . .  .. .. - . - --- - ~ 

BAB N 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian di bagian awal tulisan ini maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahwa penerapan Peraturan Daerah Sleman No.1 Tahun 1990 tentang 

Peraturan Bangunan di Kabupaten Sleman pada umumnya dalam 

penerapannya di masyarakat sudah berjalan dengan baik dan Pemerintah 

Kabupaten Sleman sendiri sudah berusaha untuk meningkatkan pelayanan 

bagi masyarakat dalam ha1 Izin Mendirikan Bangunan. 

2. Ada beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam hal 

pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, antara lain: 

a. Tidak adanya lokasi yang pasti 

b. Pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak 

menindaklanjuti lagi perrnohonannya 

c. Status tanah yang belum jelas 

d. Tanah yang menjadi objek masih dalam status AJB (akta jual beli) 



-- - - -  . .  . _ . . , 
~ ~ -- - - -- _ - - - - 

3. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa masih ada supermarket atau 

pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman yang dibangun jaraknya 

berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, misalnya supermarket 

Ambarukmo Plaza yang dibangun tepat didepan pasar Desa Catur Tunggal 

(pasar Gowok). Dikhawatirkan ha1 ini &an mengakibatkan penurunan 

omzet ataupun kerugian bagi para pedagang pasar tradisional tersebut yang 

tentunya tidak &an mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan atau 

supermarket yang berskala besar. 

4. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap supermarket Makro dan 

supermarket Arnbarukmo Plaza, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas 

Permukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Sleman 

bahwa pihak supermarket Makro dan supermarket Ambarukmo Plaza 

dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai 

dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga 

penerbitan IMB terhadap supermarket Makro dan supermarket 

Ambarukmo Plaza telah sesuai dengan Peraturan Daerah Sleman Noel 

Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan. 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya dapat lebih mensosialisasikan 

penerapan Peraturan Daerah Sleman No.1 Tahun 1990 tentang Peraturan 

Bangunan, agar masyarakat luas dapat lebih mengerti dan memahami 
- 

---- 

mengenai reratwan D a E  



- -  - - -  ---- - - - -- 

terjadi dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan dapat 

berkurang. Dengan sebaiknya penerapan Peraturan Daerah Sleman No.1 

Tahun 1990 maka disatu pihak masyarakat dapat mendirikan bangunan 

dengan tenang dan baik karena telah mengantongi izin dari Pemerintah 

sedangkan dipihak lainnya, Pemerintah dapat mengontrol dan mengatur 

permasalahan pendirian bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan 

persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan di dalam 

Peraturan Daerah No.1 Tahun 1990 yaitu untuk menerbitkan dan 

melancarkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman serta untuk 

menyesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam kaitannya 

dengan tata bangunan yaitu tentang keserasian, lingkungan hidup, 

pariwisata, pemukiman dan sebagainya. 

2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya juga mengatur tentang letak 

atau jarak antara supermarket atau pusat perbelanjaan dengan skala besar 

dengan pasar-pasar tradisional agar nantinya keberadaan supermarket tidak 

mematikan keberadaan pasar tradisional katena hal ini akan menimbulkan 

permasalahan baru yang lain. 
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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii S L ~ A N '  

(Berita Resmi Kabupaten Da.erah ?ingkat I1 Slernard 
I NOMOR : 8 TAHUN 1991 -- SERI : D - . .  . . -- 

PERANRAN I~AERAH KABUPATEN DAELZ,AH T ~ G K A T  II 
SLEMAN 

NOMOR : 1 TAHUIq .1990 
. . 

TENTANG 

PERATURAN BANCLJNAN 

DELVGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI.IA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SLEMAN 

Menim5ang : a. bahwa Peraturan Claerah Kabupaten Daerah 
Tingkat I1 Sleman Nomor 7 Tahun 1976 
tentang Peraturan Bangunan Daerah sudah 
tidak sesuai lagi derigan perkembangan 
keadaan ; 

b. bahwa untuk menerbitkan dan melancarkan 
pelaksanaan pembangunan . dalam Daerah i 
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Slerrlan -serta 
untuk menyesuaikan ' kembali dengan kebi- 
jaksanaan-kebijaksanaan baru dalam . kait- 

-annya dengan tata 'bangunan yaitu tentang. 
Keserasian, Lingkungan hidup, Pariwisata, 
Pemukiman dan sebagainya, dipandang perlu 
rnengganti Peraturan Daerah Kabupatcn 
Daerah' Tingkat 11 Sleman Nonhor ?Tat-tun 
1976 tentang .Peraturan Bangunan Daerah 



Ser i  D Nomor  8- Lemb. Daerah  Kab. Dat i  11 Slerrlan Th. 1991 

dengan Pe ra tu ran  Daerah  baru yang dapa t  
. . menampung perkembangan keadaan ter-  

s ebu t  ; 

c .  bahwa untuk melaksanakan maksud t e r sebu t  
d i  atas perlu d i a tu r  dan  di,:etapkan dengan 
sua tu  Pe ra tu ran  Daerah  ; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten- 
t a n g  Pokok-Pokok Pemer in tahan di  Dae- 
r a h  ; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 t en -  
t a n g  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa- 
t e n  da lam lingkungan Daerah  Is t imewa 
Yogyakar t a  jo Pe ra tu ran  Pernerintah Nomor 
32 Tahun 1950 ; 

3. Undang-Undang Nornor 12 D r t  T a h u n  1957 
t e n t a n g  Pe ra tu ran  Umum Retr ibus i  Daerah  
jo Instruksi Menter i  Dalam Negeri  Nomor 
1 1  Tahun 1969 ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t en -  
t a n g  Pe ra tu ran  Dasar Pokok-Pokok Agra-  
r ia  ; 

5. tindang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 ten- 
. t a n g  Ja l an  ; 

6. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1982 ten- 
. t a n g  Ketentuan-Ketentuan Pokok Penge1ol:t- 

a n  Lingkungan Hidup ; 

.7. P e r a t u r a n  Pemer in tah  Nornor 26 Tahcln 1985 , , 

. ,  . .  . t e n t a n g  Ja l an  ; 
. . . .  

8. P e r a t u r a n  * ~ e r n e r i n t a h  Nomor 29 Tahun 1986 

, . 
t s n t a n g  Analisa Darnpak L i n g ~ u n g a n  ; 1 I 

9. P e r a t u r a n  Pemer in tah  Norrlor 14 Tahun 1987 I 
! 

Ten tang  Penyerahan sebagian Urusan 'l'erne-. 1 
r in tahan di Bidang Peker jaan  Ilrnurn kr:pa- i 

d a  Daerah  3 1 
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10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 
Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pe- 
ngendalian P e r i t i n n  di Dic'ang Usaha '; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri I'Jomor 2 
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kota ; 

12. Peraturart Daerah I&$rah h t imewa  Yogjya- 
kar ta  blomor 7 . Tahun 1 959 Tentang. .Pe- 
nyerahan secara  ' nyata beberapa Urusan 
Daerah Istimewa Yogyakar-ca kepada Daerah 
Swatantra  Tingkat I1 aantul ,  'Sleman, Kulon 
progo dan Cunungkidul ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerati Ting- 
kat  I1 Sleman Nomor 4 Tohun 197.5 Tentang 
Rencana Induk . (Master Plan) !bu Kota  Ica- 
bupaten Daerah Tingkat 11 Sleman dan Per- 
kembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tirig- 
kat  11ISleman sek.itar kota Yogyakarta ; . . . 

-. ' 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting- 
kat  I1 Sleman Nomor 12 Tahun 1978 Ten- 
tang Caris  Sempadan ; 

i 

15. Pe r a tu r an  Daerah Kabupaten Daerah Ting- 
ka t  I1 Sleman Nomor 1 \Tnhun 1987 Tentang 
Pengusulan Pengangkaran- dan pemberhentian 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

Dengan p&rsetujuan Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t  Daerah Kabupa- 
t en  Daerah Tingkat I1 Sleman. 

M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABIJFAT EN ,DAERAH 
TINGKAT I 1  SLEMAN WOMOR 1 TAHUN '1930 
TENTANG PERATURAN BANGUhAN. . '  

. . ,  
. . 
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< ' %  

. . BAB ' I 
. . . " . KETENNAN UM.UM 

P & ~ I  1 

.Dalam Pera turan  Daersh ini yang dimaksud dengsn : 

a, ~ a e r a h  adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sleman. 

b, Pemerintah.  Daerah 'ada lah  Pemerintah Kabupaten Daerah 
.,, Tingkat I1 Sleman. 
. . 

ci, Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah T i n g k a t  11 
, .  , Sleman. .... 

.. . 

d: - 2 ~ e w a b  ' ~ d r ~ a k i l a n  ~ a k ~ a t  Daerah adalah Dewar, Perwakil- 
: .  a n  Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Slernan. 

;;I ! . . 

e;: Dinas Pekerjaan'  Wmum adalah Dinas Pekerjaan Umum 
-1, Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sleman. 

f:' Kcpala: D i n a s  adalah Kepala Dinas Pekerjaan Llinurn Ka bu- 
pa ten! -Daerah '  Tingkat I1 Sleman. 

g.3 .. , . Peraturan ~ a & u n a n  adalah meliputi ketentuan Elangunan, 
" :Iziri Mendirikan Bangunan dan Retribusi  Izin Mendirikan Ba- 

ngunan. .. 

,.j;.;: Bafi 
., .. 8 . 

gunan adalah susunan suatu yang ter tumpu pada landas- 
-: .. a n  dan te r ika t  dengan tanah clan mempunyai fungsi. 
< , , I  . .-A1 

i. Persil  adalah bidang tanah yang bentuk s e r t a  u k ~ ~ r a n n y a  
berdasarkan ..suatu rencana yang disahkan oleh Kepala Dae- 

' ' . .  rah untuk mendir.ikan bar.rgunan. 

j. Ca r i s  serr~padan /(Rooi) : 

a) Garis sernpadan '(rooi) bangunan iidalah gar is  yang 
; i r rnen~punvai jarilk tertcrltu dar i  as jalarl sebagai bstas 

yang t idak boleh dilarnpaui pada pendirian bangunan. 
- a r > .  
: , .: 

' b )  Garis sempadan (roo;) pagar adalah garis yang rnernpu- 
nyai jarak te r ten tu  dari as jalan scbagai ba tas  yarlg 
tidak boleh dilarrrpaui pada pendirian pagar. 



I 

I 
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k. Ketinggian bangunan adalah tinggi. bangunan dari perniuka- 
a n  tanah sampai .dengan t i t ik  t e r a t a s  . . dar i  bangurian terse-  
b~r t .  

1. Ki.)c*fisie.n Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangar~ pokok 
 st^:, perbandingan a n t a r a  luas lantai  dasar bangunan dengan 
Itr,ls persil. 

In. Vendirikan bangunan adalah mendirikan, memperbaiki/reha- 
I)ilitlsi, memperluas, me.ngubah a t a u  rnengembangkan Suatu 
bargunan a tau  sebagainya termasul: pekerjaan tanah uct'uk 
keperluan pekerjaan-peker jaan tersebut diatas. 

11. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendiri- 
kan, mengubah, memperbaiki dan a t a u  membongkar 
bangunan. - 

o. Ketribusi adalah R.etribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

BAB I1 

KETENTUAN BANGUNAN 

Bagian P e r t a m a  
I Ketentuan Umum Arsitektur 
I 

Paragraf 1 

Rencana T a t a  Ruang 

Pasa! 2 

Pada bagiar, Daerah yang telah memiliki Rencana T a t a  Ruang 
berlaltu ketentuan-ketentuan Rencana T a t a  R u a n g  (tersebut. 

Paragraf 2 ! - 
1 .  Garis Serripadan 
I 
i Pasal '  3 
I 

( 1 ) Penetapan sernpadan mer upakan aspek .yang 
I 

i penting diclalam faktor syarat-syarat  lingkungan bangunan, 

I ke tent  uan sempadar~ adalah sebagai berikut : 
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a. Gar i s  senlpadan pagar, disesuaikan dengall f u n g s ~  jalan. 

b. ~ a r - i s  sempadan  bangunan, disesuaikari dc~rgari : t ~ n g s ~  ba- 
ngunan. 

c. Gar i s  sempadan  -suilgai, disesuaikan dcwgan lebar da11 si- 
fa t  sungai. 

d. C a r i s  sempadak jaringan tegangan tinggi listrik, disesuai  
kan dengan ketentuan yang berlaku di Pe rusahaa r~  Umum 
Listrik Negara.  

(2) Kcten tuan  t e n t a n g  gar is  sernpadan.pagar  dan gar is  serllpa- 
darl bangunan dia tur  tersendiri  dengan Pera turan  Daerah.  

Paragraf  3 

Kepzda tan  Bangunan dan Ja rak  a n t a r  Bangunan 

Pasal  4 

(1) P a d a  dae rah  yang belum d ~ a t u r  dengan Rencana T a t a  
R\.lang berlaku KDB maksimal 50%. 

( 2 )  Penga tu ran  ter inc i  perbandingan maksimal h a s .  hangunan 
dengan luas persil s epe r t i  t e rcan tum pada aya t  ( 1 )  d a l a ~ n  
Pasa l  ini d i tentukan dar i  penetapan k las i f ikas~  dae rah  
sesuai  dengan rencana tata ruang ko ta  )rang d i a t l ~ c  cleng'in 
P e r a t u r a n  Daerah.  

( 3 )  Un tuk bangunan-bangunan khusus berdabar pert  i r r lb~ngan 
, karak  ter, fungsi dan s i f a t  pelayanan, prosenthse luas 
bangunan t e rhadap  luas persil d ia tur  dengarl ketcn:.~arl t e r  - 
sendiri.  

Pasa l  .5 

( 1 )  Dala r r~  . ha1 l'3argunan. t idak b e r ~ ~ r ~ p i t  dengan batas  p e r s ~ l  ja- 
rak sisi !,angunan terhadap ba tas  persil te rsebut  scki-lrarig- 
kurangnya 2 rn. 

'\2) nangunsn s t a u  persil yang karena letaknya/bat.ss-hatasr~ya 
t e r t u t u p  bangurian a t a u  persil lairrriya, pad& da;;~rr\ya de-  
ngar! syara t -syara t  t e r t e n t u  berhak untuk m r n d a ~ a t k a n  ja- 
lar! pengllubur~g ke luar. 
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(3) J-uas persil untuk hunian sekurang-kurangnya . . 6'0 m2. 

(4) Datas ketiriggian bangunan pada dasarnya rnengikuti garis 
4-7 derajat di ukur dari batas luar Daerah rrlanfaat jalan. 

(5) Bagi bangunan yang berada di wilayah kawasan khusus (la- 
pangan udara, Batan, situs purbakala dan sebagainya! ber- 
Jaku pula ketentuan-ketentuan khusus setempat. 

I I (6) Jarak antara ujung teritisflistplang , dengan sernp.ad2.n p&ar 
I sekurang-kurangnya 1 (satu). meter. 

Pasal 6 

Ualam daerah dengan kepadatan tinggi (dacrah rapat) jarak 
bangunan dengan batas persil diatur sebagai berikut : 

a. Dua s i s i  bangunan dapat berimpit dengan batas persil. 

b. Untuk bangunan berimpit pad2 kedua s i s i  samping 
yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini hanya diizinkan 
menerus sepanjang-panjangnya 60 m. 

c. Antara deretan bangunan yang menerus tersebut huruf b 
harus merupaksn ruang terbukajgang dengan lebar minimal 
3 (tiga) meter. 

Paragraf 4 

P(:l:cegahan dan Penanggulangan. Kebakaran 

-Pasal 7 . 

Setiap bangunan umum harus dilengkapi sistem, sarana dan 
alat pcrlengkapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
sesuai dengan ketentuar. peraturan perundangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Khusus Arsitektur 

Pasal 8 

( I )  S ; . ~ i s p  bangunan rurrlah tirlggsl harus rrlerilerwhi ukuraci r r~i-  
nil.lll.ni yang layak sebagai tempat tinggal. 
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(2) Luas minimal  bangunan tersebut  a y a t  ( I )  adalah 28 mi', 

yang d a p a t  dikembangkan sebagai ruang (rumah) int i  di da- 
l am luas  persil minimal 60 m2. 

Pasal  9 

( 1 ) Ars i t ek tu r  bangunan harus disesuaikan dengan li~~gltun$an/- 
kawasan/ s i tus  t e m p a t  .bangunan tersebut  didirikan. 

(2) P a d a  kawasan-kawasan khususl ter tentu  setiiip rneqdi.ikan 
bangunan harus menunjukkan bentuk dasar  dan corak rakganl 
a r s i t ek tu r  Jawa/Yogyakar ta .  

(3) Bentuk dasa r  dan corak ragam bangunan sebagaim?na ter -  
sebu t  a y a t  (2) Pasal  ini meliputi : 

a. Bentuk dasar  dan corak ragam Panggang Pe. 

b. Bentuk dasar  dan corak  ragam Karnpung. 

c. Bentuk dasar dan corak  ragam Limasan. 

d. Bentuk dasar  dan corak ragamlTajug. 

e. Bentuk dasar  dan corak ragarr! Joglo. 

f .  Bentuk dasar  dan corak ragam Dinem. 

(4) Penga tu ran  lebih lanjut t en tang  ars i tektur  . bangunan secara  
t e r inc i  pada kawasan khusus tersebut,  dituangkan dalarri 
P e r a t u r a n  B a ~ g u n a n  Lokal 'yang di te tagkan oleh Pen rerintah 
Daerah  dengan suatu Pera turan Daerah. 

Bagian Ketiga 

Persyara tan Konstruksi 

Paragraf  1 

Pasal 10 

( 1 ) Ktr l : ; l r~~ks l  ;rr!alah kera r~gka  atau komponen dari suatu ba- 
nKS:r arl yL.lt\g berfungsi nlcrnikul beban a t a u  rne:ratakan be- 
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ban yang diakibatkan oleh bangunan i tu  sendiri dan tekan- 
an-tekanm dari luar serta menahan pergerakan/pergeseran 

1 
I 

tanah akibat pengaruh adanya gempa burni. 

(2) Tanah matang adalah seluruh bagian tanah I~nglwngan ba- 
ngunan yang direncanakan dan bekas sengketa 111-lkum, d i  
atasnya siap untuk dapat didirikan bangunan. 

1 (3) Pondering adalah tanah di bawah pgndasi yang larlgsung 
dan I llarrlpu rilerlat.lan beban dari , poridasl/ban~unan. 

1 (4) Pondasi bangunan adalah suatu landar.iln hangunan y a g  

I dapat memikul semua beban yang t inbul akibat dari beban 
bangunan rnaupun gaya-gaya dari luar yarlg terjadi, sehjng- . ' 

4;a ponda:;i harus diperhitungkan sedemikjan rupa . agar da- 
i pat menjamin kestabilan bangunan yang direncanakan. 
I ( 5 )  ~ ian~/ko lom/ba lok / ran~ka  adalah penyangga penahan berat j sendiri lnaupun gaya-gaya dan momen yang diakibatkan 

oleh konstruksi yang dipikul. 

( 6 )  Dinding adalah komponen/bagian dari kcnstruksi bangunan. 
yang berfungsi sebagai pernikul me:ndukung berat sendiri, 
semua beban, gaya-gaya, dan sebagai batas rumah serta 

i peredam suara. 

/ (7) Atap adalah konstruksi yang terdiri dari rangkaiatap dan 

I 
Fenutup atap yang berfungsi sebagai pelildung bangunan di 
bawahnya dari pengaruh panas, hujan dan pengaruh alam 
liiinnya. 

I (8) Bet on bertulang adalah suatu . konstruksi yang merctpakar. 

i perpzduan anzara ' beton dan tulangan s,ohingga dapat be- 
kerja sama untuk memikul beban. 

I 
; ( 9 )  Konstruksi baja adalah baja konstruksi yang dirangkai sede-- 

nlikian rupa sehingga mampu bekerja'.sama rnenahan kban. 

( 1  0) Bahar~ adalah elemen bangunan yang apabila dipadukanLdi-- 
rangkai dengan aturan teknis dan diperhitungkan sesuai 
fungs~nya akan menjadi konstruksi. 
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Paragraf  2 

Peke r  jaan Pers iapan 

Pasa l  1 1  

KepaIa Dinas  d a p a t  mengharuskan kepada s e t i a p  orang/hadan 
yang melaksanakan/menyuruh mc-laksanakan pekerjaan-pekerja-  
'In pembangunan . pent ing/bera t  mengadakan penyelidikan t a n a h  
:;ebelumnya. untuk menjamin kekokohan landasan bari  bangunan 
l ermaksud.  

Pasa l  12 

Tanah bangunan h a r w  d ima tangkan  sebelum mendirikan ba- 
:)gunan, bebas  dar i  s engke ta  dan  k u a t  s e c a r a  konstruksi. 

Pasa l  13 

Kcndisi f is ik t a n a h  harus  ' h e m e n u h i  beberapa  pe r sya ra t an  
yai tu : 

'I. D a p a t  didirikan bangunan. 

13. Tidak mengandung gas-gas beracun yang d a p a t  rnematikan. 

I-. Tidak selalu t e rgenang  air. 

d. Memenuhi persyara tan-  untuk ut i l i tas .  

1:. Memungkinkan d ibuatnya  s i s t em d ra inase  dan salilran- 
saluran.  

Pasa l  14 

13;lhan yang digunakan untuk bangunan harus memenuhi  k3ten- 
:um-ketentuan/persyaratan umum bahan bangunan di Indonesia 
( P I J B I - ~ ~ ~ ~ ) ,  jpera turan  Konstruksi  Kayu Indonesi; \PKK.- 
N I  5) ,  P e r a t u r a n  Beton Ber tu lang Indonesia (PBI-NI 2).  

I 
I 

Pasa l  15 

Per~yelenggaraan pekerjaan harus memenuhi syara t -syara t  pen- 

. i 
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jelasan teknis  dan pera turan  lain 'yang berlaku ( a n t a r a ' l a i n  IV, 
AVR, PIJBI, P K K I  dan lain-lain).. 

Pondering bangunan tlarus cukup kuat  untuk menahan bangunan 
diatasnya.  

Pasa l  17 

(1 )  l'ondasi bangunan harus  diperhitungkan s e c a r a  teknis  se- 
- hingga dapat '  rnenjarnin kestabilan bangunan dl a tasnya .  

(2) Pondasi  bangunan tidilk boleh turun s e t e m p a t .  

(3) Pondasi  bangur~an t idak boleh turun m e r n t a  iehih d a ~ i  yang 
d i tentukan oleh masing-masing jenis bangunan. 

(4 )  Dalani ha1 kerniringan t anah  Lebih tjesar 10% rnaka pondasi 
bangunan harus dibuat  r a t a  a t a u  merupakan tangga dengan 
bag~ar ,  a t a s  dan bawah pondasi yang ldatsr .  

I ( 5 )  Kedalaman pondasi d i tentukan oleh kedalaman tanali pada t  
... dengan daya  dc~kung yarlg cukup kuat. 

I Pasal  18 

Untuk pondasi langsung tlarus n-lemenuhi ke tentuan-ketentuan 
sebagai  berikut  : 

a. Pondasi harus t e r l e t ak  di atas t anah  > a d a t  dengan d a y a  
dukung yang cukup kuat. 

b. Pondasi te rsebut  dapa t  dibuat  da r i  pasangan batu,  .-b?tu- 

1 b a t a ,  beton,  beton ber tc~lang dan lain-lain. ' , 

(:. Pcndasi  untulc dinding dibuat  sekrrrang-kurangnya . '5,. c m  
lebih tebal  j d a r i  tebal  dindingnya. 
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d. Pondas i  ' ha rus  me-menuhi  k e t e n t u a n - k e t e n t l ~ a n  (Put\]- 
1982) dan  PEI-NI 2) d a n  Buku P e d o m a n  P e r e n c a m a n  lrntuk 
S t r u k t u r  Be ton  Be r tu l ang  Biasa d a n  S t ruk t i l r  T e n ~ b o k  l3er- - t u l a n g  un tuk  C e c u n g  1983. 

e. Di bawah  pondasi  ha rus  d iber i  lapisar! pasir  a t a u  Izir!tai 
k e r j a  un tuk  pe rne ra t aan  t ekanan .  

P a s a l  1 9  

Untuk  pon'dasi T i a n g  harus  rnemenuhi  k e t e n t u a n - k e t e n t i l n ~ ~  se- 
bagai  be r iku t  : 

a. D a l a m  ha1 lap isan  t a n a h  dengan  d a y a  dukung yang  cukup  
k u a t  t e r l e t a k  jauh d i  bawah  pe rmukaan  t a n a h  mEka digu- 
nakan  pondas i  t i ang  pancang.  

b. T iang- t iang  pancang  pondasi  d a p a t  d ibua t  d a r i  kayu,  be ton  
b e r t  ulang,  b a j a  a t a u  be ton  pra tekan .  

c. Untuk  pondasi  t i ang  s e t e m p a t  jumlah t iang-t iang papcang  
sekurang-kurangnya 3 buah untuk s e t i a p  pondasi. 

d.  J a r a k  a n t a r  pusa t  t i ang  pancang  sekurang-kurangnya  3,5 
kal i  d i a m e t e r  t iang. 

e. , Beban t iang- t iang  pancang  t i dak  boleh rnelebihi du1:ungnpa. 

f. D a l a m  ha1 d igunakan  t i ang - t i ang  pancang  m a k a  harus  di ja-  
g a  supaya  kepa l a  dan .  ujung t i ang  t i dak  rusak. 

g. Untuk  t iang- t iang  pancang  I<ayu, jarak a n t a r a  t i ang-  
t i ang  sekurang-kurangnya  2,5 kali  d i a m e t e r  d a n  ha rus  le5ih 
besar  da r i  60 cm.  

h. T iang- t iang  pancang  d a r i  betor)  berrurang,  be ton  p r a t ~ k a .  
yang dibua-t l eb ih  dahulu, ha rus  c u k u p  k u a t  pula  un tuk  
d iangkut  d a n  d iker jakan  (dipancang). 

i. Pan j ang  t i a n g  pancang  t i dak  boleh lebih da r i  45 kali dia- 
rneternya.  

j. J a r a k  d a r i  t e p i  pe l a t  penumpu  t i ang  k e  t engah - t engah  
t i a t ~ g  pancahg  sekurang-kurangnya 1,2 kali  d i a m e t e r  t ihng. 
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k. Dalam ha1 digunakan tiang-tiang pancang baja hams digu- 

j I nakari bahan tahan karat. 

, I  
I Pasal 20 

Tiang tic?rus kuat rnenahan berat sendil-i, baya-gaya dari rno- 
rncn-rnornen yang diakibatkan oleh konstrukst-konstruksi yang 
dipikul. 

Pasal 21 

( (I) T is i~g barnbulkayu pada unlumnya harus msmenuhi keten- 

I 
t~rarl-ketentuan (PKKI-NI 5 serta PUBI- 1982). 

. (2) Penyimpangan dari ketentuan-ketenluan tersebut ayat ( 1 )  
I 

i 
Pasal ini dapat dilakukan atas pertimbangan Kepala Dinas. 

Pasal 22 

! ( 1 ) Batu-batu yang digunakan tiang pasangar) harus memenuhi 

i ketentuan (PUBI-1982). 

1 (2) Adukan-adukan pasangan yang digunakan untuk tiang pa-. 
sangan harus sekurang-kurangnya memiliki kekuatan yang 

i sama dengan campuran KP : 1 SM : ; PS. 

Pasal 23 

I ( 1  ) Tiang-tiang beton bertulang yang dicor. setempat sekurang- 
kurangnya harus mempunyai t e h l  15 cm. 

(2) Tebal tiang pengaku dapat rnenyimpang dari ketentuan- 
ketentuan teisebut ayat (1). Pasal ini, atas pcrt.ivbangan 

. Kepala Dinas. 

(3) Tiang beton bertulaiig harus mempunyai sekxang-kurangnya 
4 tulangan membujur, masing-masing satu di tiap sudut. 

(4) Selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang. ber- 
laku (PBI-NI 2). 
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Pasal 24 

Lantai- lantai  harus  cukup kua t  untuk menahan bahan-bahan 
yang akan  t imbul  dan pula harus diperhatikan ke1enturan;lya. 

Pasal  25 

( 1  ) Lantai- lantai  bambu a t a u  lantai- lantai  kayu yang merupa-  
kan lanta i  yang t idak dapa t  dijamin kerapatannya,  seku- 
rang-kurangnya 63 cm di a t a s  permukaan t anah  dan  r:uang 
di  bawahnya harus  mempunyai a l i ran  udara yang baik. 

(2) Dalam ha1 dipergunakan papan-papan lanta i  se t eba l  2 crn 
m a k a  jarak a n t a r  balok a n a k  t idak boleh lebih da r i  75 cm.  

(3) Balok-balok lanta i  bambulkayu yang masuk k e  dalarn pa- 
sangan t embok  harus d ica t  terlebih dahulu. 

Pasal  26 

( 1  ) Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan un tuk 
lanta i  be ton harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan (PBI- 
NI 2). 

(2) Untuk lanta i  be ton biasa harus memenuhi ke ten tuan-  
ke ten tuan  (PUBI-1982) mengenai  pelaksanaan lantai.  

(3)  L a n t a ~  beton biasa yang diletakkan langsung di . a t a s  tarlah, 
harus  diberi  lapisan pasir di bawahnya dengan t eba l  se'- 
kurang-kurangnya 5 cm. 

( 4 )  Di dalar r~  pelat-pelat  beton bertulang yang lebih t eba l  d a r ~  
2.5 c m  selalu harus digunakan pula tulangan rarlgkap L:ecua- 
li pada  pelat-pelat  kolom a foot  plat. 

( 5 )  Dalam ha1 pelenturan dar i  suatu  bagian kot ls t rdks~ b(:ton 
ber tu lang akan besar, r r~aka bagiar~ kons t ruks~  tersehut  ha- 
rus  diberi  pelenturan ke a r a h  yang berlawanan. 

( I )  Bahan-bahan yang digunskar~ urltuk larira~ bdja harus rrie- 
t r ~ c n r ~ h i  kctcntuarl (PIJRI- 1982). 



( Ser i  D Nomot- 8 &ernb..<D.aaiah . Kab. . Dat i  11 .*mag. ,?i~,_ ,9%$1. : . .  ',. 
. . 

(2) T e  bal- tebal  pelat-pelat  ba ja harus  sedemikiar, rupa  ,s6hlnkgdL 
t idak  akan  melentur  te'rlalu besar. . . 

(3) ~ a m b u n ~ a n - s a m b u & a n  untuk lanta i  bgja h a r u s  rapat d a n '  
bagian-bagian yang t e r t u t u p  harus dimeni . a t a u  dicat .. de*: :, 

ngan bahan lain untuk mencegah t imbulnya :kars t .  , .'' ' '  

Pasa l  28 

I (1) Dinding harus dibuat  sedemikian  rupa sehingga d a p a t  m e -  
mikul b e r a t  sendiri,  beban angin dan dalam ha1 merupakan  
dinding pemikul juga harus d a p a t  memikul  beban--beban d i  
atasnya.  

I (2) Dintling d i  bawah permukaan t anah  harus d ibuat  sedemi-  
kian rupa  sehingga r apa t  a i r  (kedap air). 

( (3) Dinding-dinding di kamar  mandi dan  kakus, set inggi  reku-  
rang-kurangnya 1,5 m di atas permukaan lanta i  harus r a p a t  
a i r  !kedap air). i 

I 
I 

(4)lDinding-dinding harus te rp isah  dar i  pondasi o leh  s c ~ a t u  la- 
pisan r a p a t  a i r  (kedap a i r )  sekurang-kurangnya ! 5  c m  di 
bawah permukaan tanah sampa i  20 c m  di a t a s  lan ta i  t e r -  
sebut .  

( 5 )  Di atas lubang d c n g d ~ ~  panjang horisonial  lebih dar i  1 m 
da lam dinding, harus d ~ b e r i  balok lanta i  dar i  be ton  ber tu-  

! lang, baja a t a u  kayu. 

Pasal  29 

( 1 ) I.\atu-batu buatan yang digunakan clntu\; dinding pasangan 
harus rnemenuhi ke te r~ tuan-ke ten tuan  PlJBI-1982. 

(2) Ratu-batu urrtuk dinding pasangan harus dicuci  dan a t a u  di- 
rendam sebelum digunakan. 

(3 )  Ratu-bat11 bcronggs tidak bolctl digunakan untuk diriding- 
dirlclirlg pernikul kecuali  untuk bangupan-bangunan s a t u  
tirlgkat. 

(4) Adukan pcrekat  untuk pasangan dinding-dinding sekurang- 
krlrangnya harus merr~pc~nyai  kekuatan yang s a m a  dengan 
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batunya s e p e r t i  adukan 1 Kapur : 5 a t a u  6 Tras,  a t a u  Y? 
P C  : 1 K P  : 7 PS. Dalam ha1 dikehcndaki pasallgar\ r apa t  
a i r  dapa t  digunakan adukan 1 P C  : 2 PS. 

( 5 )  Dinding-dinding pemisah/pengisi yang ' t e rbua t  dar i  ba ta-  
k o l b a t a  dan  t idak memikul beban kecuali  bera t  sendiri  
dengan a t a u  t anpa  beban angin, dibuat  dengan tebal  seku- 
rang-kurangnya 'Yz batu. Untuk dinding d e r g a n  luas 17 me- 
t e r  persegi  a t a u  lebih harus diberi penguat. 

( 6 )  Siar-siar harus  mempunyai  t eba l  r a t a - r a t a  1 err, dengan 
penyimpangan sebanyak-banyaknya 0,4 c m .  

(7) Dalam ha1 dinding tembokan digunakan sebagai  dirldir,g pe- 
ngisi pada  rangka lain maka  dinding harus dibet-i. jangkar- 
jangkar (angkur)  untuk mendapat  sa tu  kesa tuan yang ko- 
koh.. 

(8) Siar-siar t e g a k  t idak boleh merupakan sua tu  gs r i s  lurus 
menerus.  

(9) Untuk hal-ha1 yang t idak t e rcan tum pada aya t -aya t  da lam 
Pasal  ini berlaku ketentuan-ketentuan (PUBI-1982). 

Pasa l  30 

Untuk dinding ba tu  a l am berlaku ketentuan-ketentuan s e b ~ g a i -  
mana t e r c n n t u m  dalam PUB1-1982. 

Pasal  31 

Untuk dinding beton bertulang berlaku ketentuart-ketentuan 
sebagaimana t e r c a n t u m  dalam PUBI-1982 dan Buku Pedoman 
Perencanaan untuk S t r ~ l k t u r  Beton Bertulang Biasa dan Struk- 
tu r  Tembok Bert'ulang untuk Gedung ( 1983). 

Pasa l  32 

( 1 )  Dalam hal. dipergunakan dinding barr~bu. rangkap, harus di - 
. , adakan upaya cukup untuk mencegah bersarangnya tikus. 

(2) Kayu harus memenuhi ketentuan-ketentuan (PKKI-NI 5). 
I I 

. . 

(3) Untuk hal-ha1 yang belurn t e rcan tum pada a y a t  ( 1 )  dan  (2) 
Pasal ini berlaku ketentuan-ketentuan PUBI- 1982. i 
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Pasai 33  

( 1 )  Bahan kaca har"s rnemenuhi ketentuan-ketentuarr ,. PUBI* 
. . .> : 

1982. 
. . .  . .  . . 
., . 

( 2 )  Lis untuk dinding kaca harus sedemikian rupa sehin&a La- 
ca masih dapat mengernbang dan menyusut .:anpa :terjadi 
retakan-retakan dan pecah. . 

(3) Spooning ha ru s  di cat. mtini., 

Pasal  34 
. . 

Langit-langit bambu, kayu dan asbes  harus rnemenuhi keten- 
tuan-ketentuan PUBI-1982. 

Pasal  35 

Langit-langit beton ber tulang,  bahan-bahan dan  pelaltsanaannya.: 
harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PBI-NI 2.. ': 

Pasal 36 

( I ) Ragian-bagian langit-langit baja yang akan te r ty tup  dicat  
meni terlebih dahulu .untuk mencegah t imbulnya.kar3t. .  . -  

(2) Untuk hal-ha1 yang belum tercantum pada a y a t  ( I )  P a l  
ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam PPBBI- 1 983. 

Pasal  37 

( 1  ) Konstruksi a t a p  harus didasarkan atas perhitungan- . 
perhitungan yang dilakukan secara  keilmuan/keahllan dan 
dikerjakan dengan te l i t i  dan a t a u  percobaan-percobaan yar)g 
dapat  dipertanggung jawabkan. 

(2) Ke;niringan atas harus disesuaikan dengan bahan penbtup 
yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan 
bocor . 

(3) Susunan tiap-tiap elemen pada penutup a t a p -  harus diusaha-: 
kan seringan mungkin dan bagi yang berhubungan iangsurig 
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dengan hunian, agar supaya sekec i l  mungkin melv,uskan pa- 
nas  . . . . .  , . . . .  i . . . .  . . . . . .  . . .  I : .  . . . ,  I ; .. . .  

(4) Pen"tup atap harus tidak t e m b u s  a i r  dan dapa t  mellang- '  
. . gung, be r a t  send i r i ,  beban-beban . . .  berguna dan semua gaya 

yang . . . beker  . ja padanya: 
. . . . . .  . . '  . . 

Pasal 38 

( 1 )  Bambu yang digunakan untuk rangka a t a p  harus mernenuhi 
ketentuan-ketentuan PUBI-1982.' 

(2 )  Konstruksi rangka a t a p  :bambu harus dibuat ,sedemikian ru- 
' pa' setii'ngga' t idak a d a '  kemungkiiian bersarangnva tikus- 
tikus, an t a r a  lain konstruksi dibua't t e r tu tup  dan ujung 
bambu disumbat dengan kayu a t a u  seng. 

(3) Jarak a n t a r  . kaso (usuk) bambu sekurang-kurangnya 10 crn. 

(4) Reng-  ya& dibuat dari  belahan bambu harus dipasang de- 
ngan bagian kulit di sebelah bawah. 

(5) Untuk ha.1-ha1 yang belurn tercantum pada a y a t - a y a  Pasal  
ini berlaku ketentuan-ketentuan PUBI-1982. 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . 

. . . . . . . . .  . . . . . -  . ,  . Pasal 3 9  . : 

I . . . . .  
( 1  )' Bahah-b,ahan ,. dan tegangan-tegingan rangki  a t a p  kayu ha- 

rus rnemenu,hi" ketentuan PKKI-NI 5. 
' . . 

( 2 )  u b r g n  kayu '  yang digunakan diiesuaikan dengan ukurm-  
. uk*an yang'  dinormalisasikan. 

(3) ~ n t ~ k  ." ketelj.t&n-k&t&rituAn y m g  tidak te rcan tum da lam 
-..'- PKK1;-NI.' . . . .  5" berlaku ketentuan-ketent'uan PUBI- 1982. . . .  . , . . . . . . .  ; I  . ' 

.. : . . .  . . . . .  . . 
. . pasal '40' : . 

. . . , .  . ,.... . . .  . , .  . 
: . ; : :  , ,  . . :;.:, . . . .  . . 8 .  

, , .ahan7bahan, d a n  ; tegangan-tegangan yang digunai:an un t i ~ k  
atap bezbn, ber tu lanRharus  memenuhi ketentuan-ketentuan 
~ e i a t u r a n . ' ~ ~ e t o n  ~ e r t u l a n ~  untuk . . .  Indonesia (PBI-NI 2). 

i, . , ..,>:I !i,., :.b;;;;;,.;j !cc :;:. ::: ..: ,; ' :. , .": " . . I . :: . .... . . 



I (2) Untuk ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum,, dalam 
(PBI-Nl 2) berlaku ketentuan-ketentuan (PUBI-1982); . 

I 

Pasal 41 
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I ( 1 ) Bahan-bahan dan tegsngan-tegangan yang digunakan uhtuk 
rangka a tap  baja harus memenuhi ketentusn-ketentuan yang / ditetapkan dalam PPBBI-1983. 

. ,  

I (2) Untuk sanibungan digunakan baut-baut, paku kel i~ig. la tau 
las, yang masing-masing harus rnernenuhi k&tentua,n.. .. . ' - i .. c.. :, . 

1 
* .  

(3) Untuk batang-batang dengan prof il rangkap diadakan 
koppling baik batang tekan maupun tarik. . . 

(4) Jurnlah paku keling t iap .  sat" baris sebanyak-banyaknya 5 , 
. . .  buah. , .  . .  . ,.: . '  : . ' 

. 

Paragraf 4 . , . . ...: 

I Pekerjaan Konstruksl.:: . : . . . . .  .. . .  . . . , 
I I . .  . :. 

, , .  . 

I 
Pasal 42 

. . . . :  

( I ) Bambu yang digunakan konstruksi harus cukup t u .  . . :: .,. 

1 (2) Sarnbungan-sarnbungan bambu dilakukan dengan ' t=liFijuk, 
pen-pen barnbu atau .kornbinasi. " ' . . . : .  . . ... . 

. . . . / _  ' ( 1) Konstruksi bambu harus sedemikian rupa sehingg= .t idak 
akan rnenjadi sarang tikus. . . . c - :  . .: ,:>. . 

I . .  :., 
(4) Barnbu untuk bangunan Fr rnanen  harus diiwetkan:. . ' . 

. . .  : . . ; . .  . .  !: , , 

. . Pasal 43 - .  - - .. , 
. .  . Z ( ! . j  .; t.! . . .  

. . .. ,. . .  . . . 

(1 ) Bagian-bagian . kayq yang ak'an tertutup ata" menurnpang 
atau rnasuk dalam tembokan atau beton' harus 'dicat. 'meni. - . . 

(2) ~alok-balok di atas tembok a t au  bet'on mernpunrai . t"mpu- - .  ... 
an  selebar 314 tinggi balok dengan sekuranp-kurahgriya'II ..,.. 

. . .  1 ,.... 1.;.  

cm. 9 - .  . ,? ,! ,.  . . . 
(3) balak-balok di a t a r  tembok harus diberi b lok  beion'  yang 

cukup besar dibawahnya. 



~ e r i f ~ i ~ o m . d i t ! %  'L&'mb:. Daerah Kab.. Dati I1 Sle,nan Th. 1991 
. . -- 

( ~ ~ ! ~ ~ m e l i h & r a z i j ~ '  . ,, : . ha& diperhatikan te ru tama dari  serangari 
bublik . . . . dengain' jdlan dikat  menl. . 

( 5 )  Untuk,.hal-ha1 yang belum tercantum pada ayat-ayat  pasal 
iiii 'ber taku ketentuan-ketentuan PKKI-NI 5 dan PUBI- 

. 1982,.; : ,'; :: . .  : . . . . .  .,,. . .  
, '  . . : . . .  . . 

: Pasal . . , 44 -  . . 

 aha an-khan; .: tegangan-tegangan dan pelaksanaan peker jaan 
konstruksi' 'pembuatan beton. bertularig h a r u s  memenuhi keten; 
.Wan dalam. PBI-NI 2.: . . . . . .  . . 

Pasal 45 

.( 1 ) Bahan-bahan, tegangan-tegangan, bentuk dan ukuran se r ta  
pelaksanaan pekerjaan konstruksi baja harus menenuhi  ke- 
tentuan-ketentuan dalam PPRI-1983. 

(2)  Bahaya : tekuk ha rus  d iperha t ikan  selain bahaya lipat, klip 
d a n  lain-lain. . . 

(3) Lenturan harus diperhatikan, dan dalam ha1 lenturan be- 
sar,. malca - harus, diberi lenturan . yang berlawanan ?.rah 
(zeeg). . . .  : : . . . . .  . . . . .  . . . .  . .- . : . .  . . 

(4)' pads kuda-kuda baja di  - atas dinding harus.  diberi jangkar 
' . . . ' ser ta , ,p la t  . . baja.. . $ ,  . . . .  . . . . . .  . ~ .: . .  . . - .  

( 5 ) ~ a ~ i a n - b a g i a n '  yang mungkin akan berkarat  harus dimeni 
. atau..  dic.at:ariti karat .  ' , 

. . I .  < : . . . ;  : . . .  ... . . 

(6) ~ a j $  bangunan: harus  dibersihkan dahulu dari kars t  sebelurn 
' ,digui-iak~n;.pembersihan-: . . dapat  dilakukan secara  kir11.i~. <tau 
sec&a.';mekanis; ' -' - - . . 

. . . . ::. . / '.(7) ,P , . '  " '  '" 

. . . .  . .  . . erubahan{per".bahah .,.: , pr'ofil . secara Gba-tiba harus  dihindak- 
'kan. ' 

I . . . . . . . .  ; . .  , . . .  : . :  . , . . . . . . :  . . ! 
(8)&.~b,a~~-luba"~,u~tuk , b u t - b & ~ t  : u l i r  $in paku . k&ne pads ..~bhs,tk"l;s(~rconst*ksi .. , . 

". yang akan  memikul  beban - dinamis 
t.idak'i biefi.,:di pdis;. . ' .  , 

. . :. . . . . . . . . . . .  ,,,,., :, .-.:.: ,;. ,:;...::,,.:,...= . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  , ?,,-..,! ..!, , 1: v:  
. . . . . . . . .  . . :  . . . :  .:.: 

i l i ' . .  . :! . . .  :. . . . .  . . 

i 
r. . I 
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(9) Pada pelekatan balok profil langsung di!  a t a s  dih$ng, 
tekanan yang' di izinkan untuk bahan clinding.' (- !'055 : din- 
ding). . . . . . 

1 (10) Di bawah balok profil sekurang-kurangnya harus diberi la- 
pisan adukan kuat se tebal  sekurang-kurangnj.a 1 c m  yang 
berakhir sekurang-lcurangnya 3 crn dari  tepi dinding. 

(1 1 )  Panjang tumpuan sama dengan se tengah tinggi .profil '  di- 
tambah 15 c m  dengan panjang maksimum sa tu  se tengah 
tinggi profil. 

I (12) Balok-balok proliil yang masuk ke dalam dinding harus di- 
beri jangkar. 

(13) Pada konstruksi dengan profil rangkzp harus diadakan' 
. kopling un t ik  batang tekan maupun batang tarik, ' .,,., ' 

. .  , Pasal  46 
. . .  . .... - , . , 

(1 ) Pekerjaan las dalam bangunan-bangunan baja harus 'ldiren: 

I 
canakan, dihitilng dan dilaksanakan menurut ' syarat -  
syarat  yang berlaku. . . 

. . .  

/ (2) Panjang bersih las-Jar sudut sek"rang-kurangnya Y C  ckl.1 

( (3) Lebar las-las sela yang harus memindahkan seku- .  
rang-kurangnya dua kali tebal  plat. . . 

1 , :. . . .  . . :..,. ;,. . : 

' \  I (4) Lebar , jalur yang t inggal,  d iantara  dan di'tepi las--I&.-sela 
harus berjumlah sekurang-kurangnya 3. kali tebal  .pla& ... . -- 

I 
. ,  . .  

( 5 )  Untulc hal-ha1 yang belum te rcan tum *at-ajlat' Pasal . . 
ini berlaku ketentuan-ketentuan d a l a m .  PUB(-1 983;,;:1. . .  .;.,.. . . a .  

. . 
. . 

. . ; .  > . . . . .  t :  . 
~ i s a l .  $47 . . . . .  . I I 

. . . .:,, .:.> . . . . . . . . . .  
( 1 ) Sambungan . paku kel-ing pada .p la t  pertemuall, . jarak', .an$,ara 

paku-paku keling sekui;ang-kurangnya' 2Y2 ''d. (di-meter pa-: 
ku) dengan maksimum 7 d a t a u  14 t; ( t eb i l '  jbaja) . . . .  I f:dan::'jq-l. . . .  

. . . . . . .  rak tepi  minimum - 2 d, . . . . . . . . . . . . . . .  . .:i . . . .  .-$.< - . . : I  . 
. . " . . . r . . .  

. ,  . . . . . .  . . 
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. .  ..- ~~ . . .. ., . . . . .. . , . . 

(3):; i & J n t ~ k  ,;.sarnbunga,n.; sekurang-kurangnya .ha rus  , digunakan ...2 
, . .  1 . . . .  ; , budh p a k u  keliqg.:, . . . . . . , .  . . . .  . .  . ,  

(4) U n t u k  hal-ha1 yang belum tercantum pada ayat-ayat. Pasal 
: . . ini . : ,ber.laku-. k e t e n t u a n  dalam .PPBBI-1983.. . 

, .;;: i',<., . . . , .  . . . 
. . . . .  . . i  . .  . ! . 

? . . . 
. . ,  

. . .  , 

. . . . .  , . : ! .  . . Pasal 4.8 

Untuk ' k o n s t r u k s ~  sementara '  dan konstruksi kurang penting 
dapa t  .digunakan baut-baut ulir whitworth dellgan ukuran 
terkeci l  Y2 inch. 

Kelonggaran. maksimum untuk sarr,bungan persisi adalah 
O,5 mm. . 

Pada sayap profil yang mempunyai kemiringan al;ak besar 
harus digunakan plat pisau dan bawah mur. 

Pembuatan lubang-lubang dengan ca ra  mengepons hanya 
diperkenankan untuk bagian-bagian konstruksi yang kurang 
penting. 
, . . . 

Paragraf 5 

Perhitungan 

Pasal 49 

Konstruksi-konstruksi harus didasarkan atas perhitungan- 
perhitungan , yang dilakukan secara  kei lmuan/keahl i~n dan 
dikerjakan dengan te l i t i  dan a t a u  percobaan-percobaan 
yang dapa t  dipertanggung jawabkan. 

. . 

perhitringan-perhitungan didasarkan a t a s  keadaan yang ?a- 
l i n g  t idak 'menguntungkan -konstruksi, (mengenai pembe- 
banah, gaya-gaya pemindahan, gaya-gaya dan tegangan- 

tegangan) .  . . . . 

~ n t u k  konstruksi.-konstruksi sederhana a t a s  pertimbangan 
Kepala,  Dinas disyaratkan adar~ya perhitungan-perhitungall. 

~ e b a n - b e b a n  ..> .:... . . - yang perlu diperhatikah ialah mengenai 
beban-..beban,;.. m a t i  . .term,asuk. b e r a t . ,  sendiri, beban-beban 
ljer&na,'$ekarian .angin,  gaya-gaya gempa . bumi . dan pula 
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. . . .  . I:. 

I .tekar,an air ,  tekanan . tanah,  getaran-geia.ran:.. dar i . ; tu~uk i  
. . 

an-tumbukan yang mungkin timbul.. 1 
. , , ? .  % . .  . , ) 

: 7 , . . : , ..;. : : " 
, ,_. . . 9 

Paragraf 6 . .. . . . . : )  ... 

Lain - Lain 

Pasal  50 
. . 

Atas  persetujuan Kepala Dinas, penyimpangan, dari  keteqtuan- 
ketentuan d ia tas  dapat.  dilakukan apabila hal-hal. tersebut  dB- 
pat  dibuktikan dengan jalan lain. 

I Pasal  51 

Hal-ha1 yang menyangkut bahan bang-man dan a t a u  konstruksi 
yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas 
dapa t  menetapkan ketentuan-ketentuan tessendiri. 

I Bagian Kelima 

I Persyaratan UtiIi tas 
Paragraf 1 

Air ~ e r s i h  

Pasal  52 

I Set iap lingkungan perumahan harus dilerigkapi dengan prasara- 
n a  a i r  bersih derlgan kapasitqs cukup, berkualitas baik . dan 
rnemenuhi persyaratan. 

I ( 1 )  Apabila tersedia s is tem penyediaan ai-  bersih ko ta  atau 
sistem penyediaan a i r  bersih lingkungan, maka se t iap  ru- 
rr~ah berhak mendapat sarnbungan rumah dan . a t a u  
sambungan halaman. 

I 
> 

( 2 )  Bila ha1 tersebut.  tidak mungkin,. .maka se t iap  rumah: a t a u  
hunian harus rnenyediakan. a i r .  bersih baik .secara. sendiri- 
sendiri a t a u  bkrsama-sama, derigan liualitas yang . b'aig,'.dan. . 

. . 

1 memenuhi persyaratan yang, berlaku. 
. .  . 
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(3) LJrit.uk gedung-gedung ' yang dibangun di daerah  yang tidak 
tersedia  fas i l i tas  penyediaan air. bersih untuk urnurn, r.-)aka 
penyediaan air  bersih dapa t  diambil dari  sungai, air tanah 
dangkal a t a u  dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal  54 1 
( I )  Air bersih dapa t  diperolch dari  a i r  sumur, a i r  permc~kaan 

a t a u  'sumber lainnya yang dibenarkan oleh Pe jaba t  yang 
berwenang dan memenuhi syara t  kesehatan. 

(2) Pembua tan  sumur sebagai sumber a i r  minum harus meme-  
nuhi persyaratan a n t a r a  lain sebagai berikut : I 
a. Sumur harus ditempatkan pada jarak minimid 10 m 1 

dari  peresapan a t a u  sejenisnya yang dapat  meqgakibat- 
kan pengotoran a t a u  pencemaran a i r  sumur. I 

b. Pipa selubung sumur dibuat dar i  bahan 'rapat a i r  sampai  
kedalaman minin1al.2 m dari  permukaan lantai  dan ke- 
a t a s  80 cm. I 

c. Lantai  dan keliling sumur harus dibuat rapat  air  sele- 
bar sekurang-kurangnya 120 cm. 1 

I 

Pasal  55 I 

(3) Set iap.  kegiatan pemboran dan pemakaian a i r  bawah tanah 
kedalaman lebih dari  25 m dapat  dilaksanakan se te lah 
mendapatkan i i in  dari  Gubernur Kepala Daerah lst imewa 
-Yogyakarta. 

( 1 )  Sis tem penyediaan a i r  bersih meliputi beberapa peralatan 
seper t i  : tangki bawah tanah,  tangki a i r  d ia tas  a tap ,  
menara .  air ,  pompa-pompa, perpipaan dan sebagainya. 
Dalam perala tan tersebut  a i r  bersih harus dapat  dialirkan 
k e  t empat - t empat  yang clituju tanpa mengalami pence- 
maran. 

'2) Sis tem perpipaan a i r  bersih tidak boleh dihubungkan de- 
ngan perpipaan lainnya, sehingga dapat  mengakibatkarl 
pencemaran air. 

I 

, 
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(3)  : S i s t e m .  perpipaan a i r  bersi.h dam peralatannya t idak, .  boleti 

. t e r m d a m  dalam a i r  kotor a t a u  bahan lain. yang terce'mar. 
. . f-, < ; 

, .. . Paragraf  2 , , I ; . . , ! , ?  

. . . ;. 
. . 

Pernbuangan Air Hujan 
; i i .  '. 

Pasal  . 5 6  . . .  . . .  

I ( 1 Se t i ap  lingkungan harus dilengkapi dengan s is tem , pem- 
buangarl a i r  hujan yang mempunyai kapasita.5 tampung 
yang cukup, sehingga lingkungan tersebut  bebas dar i  ge- 
nangan air .  

/ ( 2 )  Se t i ap  halamanlpekarangan harus dilengkapi dengan salur- 
a n  penlbuangan a i r  hujan dan sumur p'eresapannya. . . . .  

! (3) Dilarang mengalirkan a i r  hujan ke  dalam Saluran pem- ! 
I buangan .yang khusus untuk-a i r  Limbah drtn d i larang me- 

ngalirkan 3ir hujan k e  jalan. 

Pasal 57 . . 

( 1 )  Sis tem pembuangan a i r  hujan adalah s is tem penlbuangarr 
yang t-,anya a i r  hujan dari  a t a p  gedung, halaman,: dan  t em-  
p a t  lainnya dikumpulkan dan dialirkan. 

( 2 )  Air hujan harus disalurkan melalui s i s tem pembuangan 
yang terpisah d a r ~  s is tem pembuangan a i r  lirnbah dan a i r  
kotor . 

(3) Air hujan harus dialirkan dan ditampunp, pada peresapan 
a i r  hujan di ha lamadpekarangan  yang terpisah  d a r i  
peresapan a i r  limbah/air kotor. I 

( I )  Saluran pembuangan a i r  hujan harus direncanakan berda; 
sarkan frekuensi in tens i tas  curah hujan 5 tahunan, '  d a r ~ '  
daya  resap tanah. 

(2) Saluran pembuangan a i r  hujan dapat  rnerupakan saluran 
terbuka a t a u  ter tu tup,  yang terbuat  dari  PVC, beton,  ta- 
nah liat, pasangan ba tu lba ta  dan bahan-bahan Kiinrlya. 
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(3) Saluran pembuangan a i r  hujan dapat  dibuat t e rbuka  ber- 
bentuk se tengah lingkaran dengan ukuran d iamete r  rnini- 
ma1 20 c m ,  a t a u  berbentuk bulat te lur  dengan ukuran 
d iamete r  minimal 20130 cm,  kemiringan saluran minimal 
I%, kedalaman saluran minimal 20 cm. 

( 4 )  Apabila saluran pembuangan a i r  hujan dibuat t e r t u t u p  t iap  
perubahan a rah  harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa 
dan pada saluran yang lurus, lubang perneriksa harus. di- 
tempatkan pada jarak maksimal se t i ap  50 cm,  &miringan 
saluran minimal - 2 %  dan kedalarnan saluran nlirlimal 30 
cm. 

Pasal 59 

(1) Lubang pemeriksaan a tau  bak kontrol dipasang .dimawl pi- 
pa bawah t a n a h  mernbelok tajam, bercabang a t a u  berubah 
diameterhya.  Ukuran lubang pemeriksaan harus sesuai  de- 
ngan ukuran pipa dan cukup besar untuk memudahkan 
pembersihan. 

(2) Pada  dasar lubang pemeriksaan (bak kontrol) penbuangan  
a i r  hujan harus  dibuat sekurang-kurangnya 15 cr;r lebih 
rendahldalam dari pada dasar saluran. 

( 3 )  Pada  dasar lubang pemeriksaan (bok kontrol) pembuargan 
a i r  hujan dipasang tumbukan batu koral se teha l  15 cm 
a t a u  lebih. 

Pasal 60 

( 1 )  Sistem pembuangan a i r  hujan harus dihubungka.9 dengan 
badan bangunan penerima yang dapa t  menyalui-kan a t a u  
menampung air  buangan sedemikian rupa sehingga 
pengeringan daera? . dapat  terpenuhi. 

( 2 )  Badan .penerima dapat  berupa sungai, danau a t a u  kolam 
yang mempunyai daya tampung yang cukup. 
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Paragraf 3 

I Pembuangan Air Limbah 

I Pasal  61 

! Set iap lin kungan (baik hunian/mukiman maupun indusfii dan 
sebagainya? harus dilengkapi dengan sistem pembuangan. gir 
limbah yang memenuhi s tandar  Pedoman Plizmbing Indonesia 
yang berlaku. 

Pasal  62 

( 1 )  Sistem pembuangan a i r  limbah adalah s is tem pembuangan 
yar.g a i r  kotor/air  buangan dar i  kloset, peturasag' dan 
lain-lain dalam gedung dikumpulkan dan dialirkan kelu,ar. 

(2) Air limbah harus dibuang a tau  dialirkan ke .  sa lurar~ 
pembuangan a i r  limbah lingkungan a t a u  saluran pembuang- 
an a i r  limbah kota. 

(3) Apabila ha1 tersebut  a y a t  ( 1 )  dan ( 2 )  Pasal  ini ridak 
mungkin, maka pembuangan a i r  limbah dilakukan ~ n e l a l u i  
proses pengolahan (misalnya memakai tangki septik yang 
dilengkapi dengan peresapan), sehingga kesehatan .urnurn 
penduduk yang berdiam di sekitarnya tidak tergsnggu oleh 
aki ba t-akibatnya. 

(4) Lirnbah khusus (misalnya a i r  limbah industri) h a r e  diolah 
melalui proses pengolahan sebelum dialirkan ke  peresapan 
a t a u  ke  t e m p a t  pembuangan lainnya yang dibenarkan. 

Pasal  6 3  

( 1 ) Setiap buangan harus mempunyai jaringan pernbuangan a i r  
lirnbah yang sesuai dengan ketcntuan yar~g  berlaku. ' 

(2) Pembuangan a i r  limbah dari  se t iap  persil harus dialirkan 
kesaluran pembuangan a i r  lirr~bah lingkunganlkota yang 
ditentukan untuk maksud tersebut.  

(3) Saluran pembuangan a i r  bekas mandi dan cuci  bisa 
terbuka, sedangkan urituk saluran a i r  limbah darl  kakusl- 
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WC. atau air lirrlbah lainnya yang olch yclrlg berwc~uing 
dapat dianggap mengakibatkan pen<:ernararl l ingl<tlllga~~ . .. 
harus ditutup. 

(4) Surnur peresapan ditempatkan pada ja-rak I-nil ~ r t l  lal 10 nl 
dari sumilr air bersih yang telah ada disekitarnva tcrrna- 
suk sumur -tetangga. 

(5) Semua saluran harus dibuat sesuai dengan peraturarl , dan 
ketentuan yang berlaku (a.1. Pedoman Plambing 1ndor:esia). 

Pasal 64 

( 1 )  Dilarang mengalirkan air limbah atau air buanga.1 kedalam 
saluran pembuangan yang dikhususkan untuk air hujan. 

( 2 )  Air limbah tidak boleh secara langsung dibuang kedalarn 
perairan .umum, kecuali apabila mendapat izin khujus dari 
pejabat yang berwenang. 

- .  

(3) Pembuangan air limbah. yang mengandung radio ckt i f  
harus dilakukaa sesuai dengan segala peraturttn dan 
ketentuan yang berlaku. Cara pembuangan tersebclt harus 
mendapat izin khusus dar'i I.nstansi/Pejabat yang berwe- 
nang. 

Pasal 65 

( 1  Apabila tidak memungkinkan untuk membuat' tangk. septik 
pada tiap-tiap rumah, maka harus dapat dibubt tangki 
septik bersama yang dapat melayani beberapa runah' se- . 

suai dengan yang direncanakan. 

(2) Persyaratan tangki septik bersama dibuat sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku' a .  Pedocian 
Plambing Indonesia). 

(3) Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang re- 
sapan pada tia-tiap rumah, maka harus dapat dibuat bi- 
dang resapan bersarna yang dapat rnelayani beberapa ru- 
mah sesuai dengan yang direncanakan. 
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Paragraf .:, ' .: . . . .  . . . . .  . : . .  . . . . . .  

. . . . .  Pcngelolaan Sampaii . .  " .  " .' . . 

Pasal 66 " . ' : :  ' . . . ! .. . . . ,  . 

... .. :. :::. . ' . . ,  . ; .  

( 1 ) Set iap lingkungan harus dil'engkapi d e n g a n  bebbuangan  
sampah yang aman dan sesuai'  dengah kerentuari, agar ke- 

... .. . sehatan umum penduduk t idak terganggu. . . oleh akibat-. 
akibatnya. 

( 2 )  Set iap rumah harus d i l engkap~  dengan tempat  sarrlpah ru- 
mah tangga, baik merupakan t empat  sampah t iap  rumah 
s t a u  t e m p a t  sampah bersama. 

. . . .  . . -  - .  . . 
...; : 

. ' I . .  

( 1 )  b a d a  se t iap  persil wajib dibuatkan tempat..sampah., . . .  

( 2 )  . . . . .  Tempat  sampah sebaiknya .dibuatkan , d.ar.i, ,b~.har, ,rapa.t air, 
dan penempatannya sedemikian . rupa,::'.sehingga ,:mudah' di- 
capai oleh petugas kebersihan, d a n .  tidal<,,;mengganggu lalu 
l i n  tas. . . .  . , . .  . . . . . .  . . . . . .  

. . ; , .  
. . . . .<.:,. : : .  , , . ,  _ . ; ,  

( 3 )  Set iap - .pembangunan baiu d a n  at'au -.per.luasan 's i jatu ba- 
ngunan .yang diperuntukanr sebagai tern+t:..:kedi.Aman (pe- 
mukirnan), diharbskan memperlengkapi dengan t empat  
sampah yang dibuat dan diletakkan sedemikian rupa, se- 
tiingga tidak mengakibatkan . . .kesehatan u.i-r+im masyarakat  
sekitarnya terganggu. 

Pasal 68 
. . . . . .  . . . l >  

. . .  . . . . . .: . . . .  . . .  i . .  I. , 

1 Sampah harus dibuang pada :ite'mpat pein.bi~ang&A -.:'san?pah 
. yang te lah  disediakan . . .  untuk' keperfuan diniaksud.::' ' i  

. . .  . . . . . . .  . : .. _ ,  . . . . .  . . :  . . . . 

( 2 )  Apabila be.lurn t e r s e d i c '  t k m p a t  p&rnbbafii&i s a h p h  yang 
telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang . t iap  ling- 
kungan harus dilengkapi ' dengan' t e m p a t .  / . : . . . . . . . . . .  sdm$aH::vang ;se- 

. . .  . .  suai dengan persy,aratan. ' .  
. . L .  

(3)  Pembuangan sampah dapa t  rr~erupakan : 

a. Penimbunan terbuka (open dumping). 
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b. ' Penimbunan Sanlter. 

c. Pembakaran.  

d.. Kompos (compos). 

e., Pakai  ulang ( r e  use). 

f. Daur ulang (racyling) 

g. P e n d e m  urug berlapis (sanitary landfill). 

h. Pengolahan khusus, dan lain-lain. 

Pasal  69 

( 1 ) Dilarang membuang sampah ke saluran-saluran pe~nhuang-  
a n  a i r  hujan, selokan-selokan, pembuangan a i r  limhah dan 
ke tempat - t empat  yang dapat  mengakibatkan pencemaran 
lingkungan. 

(2) Sampah industri, sampah n u k l ~ r  dan sampah-sampah 
lainnya yang dapat membahayakan lingkungan, harus di- 
buang pada tempat- tempat  pembuangan yang telah 
ditentukan oleh Pejabat  yang berwenang dan sesuai de- 
ngan p e r a t u r a d k e t e n t u a n  yang berlaku (Peratcuran F'erne- 
rintah Nomor 29 Tahun 1986). 

Paragraf 5 

- K a m a r  Mandi, Tempat  Cuci dan Kakus 

Pasal  70 

( 1 )  Set iap pembangunan baru dan/a tau perluasan suatu ba- 
ngunan yang dipergunakan untuk t empat  kediaman (ru- 
mah tinggal, hotel, losmen, mctel ,  asrama d m  lain- 
lain), diharuskan melengkapi dengan ruangan-ruangan 
kamar  mandi, t empat  cuci  dan kakus/WC. 

(2) Pembuatan kamar  mandi, t empat  cuci  dan kakus/WC ha- 
rus memenuhi persyaratan kesehatan. 

Pasal  71 

( I )  Satu  kesatuan karnar rr~andi, kak~~s /W(:  addlatl : 
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a. Kamar  mandi dan  k a k u s / ~ ~  yang berada  didalam s a t u  

ruangan dengan luas lanta i  bersih minimal 3 m2. . 

I,. Kakus/WC yang berdir i  sendiri,  m'lnimal s e l u a s  1 m2. 

<-. Kamar  mandi yang berdir i  sendiri,  diperlukan luas lan- 
tai  bersih minimal 2,5 m2. 

( 2 )  Set iap  sa tu  kesa tuan k a m a r  mandi c a n  kakus a taupun WC. 
diperuntukan bagi  sebanyak-banyaknya 6 orang anggota  
rumah tangga. 

(3)  Kamar  niandi dan kakus/WC u n t ~ k  t e m p a t  kcdiaman 
(rumah t inggal)  d ibuat  dengan ke ten tuan  sebagai  berikut  : 

a. . jatu rumah tangga dengan kapas i tas  penghuni k;;rarig 
dari  6 (enam) orang,  diperlukari s a t u  kesatuan (kamar  
mandi + kakus/WC). 

b. Satu  rumah tangga dengan kapas i tas  penghuni 6 (enam) 
orang a t a u  lebih maksimum 12 orang), diperlukan dua 
kesatuan. 

(4) Untuk tempat  kediaman lain di luar a y a t  ( 1 )  misalnya ho- 
tel ,  losmen, motel ,  a s r a m a  dan lain-lain dikenakan keten- 
tuan sebagai  berikut  : 

a. Dengan kapas i tas  penghuni k : ~ r a n g  dar i  8 orang,  
diperlukan s a t u  kesatuan. 

I b. Dengan kapasitas lebih da r i  8 o rang  maka se t i ap  keli- 
pa tan  8 harus disediakan s a t u  kesatuan kamar  mandi, 

I kakusl WC. 

I Pasal  72- 

( 1 )  Set iap  pembangunan baru dan /a tau  per lu~.san  bangunari 
yang digunakan untuk t e m p a t  kediamc.n harus di!engkapi 
der~gan ruanganl tempat  untuk mencuci ,  dapz t  terbtlka a t a u  
ter tu tup,  baik be ra tap  a t a u  t idak beratap.  

I (2)  Lt~:c\ ruangan/tcrripat cuci  untuk t e m p a t  kediarnan/rurnah 
tinggal d ia tu r  sebagai  berikut  : 

i 
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. . .. . . . .  . . . . . . . .  
.,: ; . . . . . . . .  ,.;.;;.:.: i- :..! :.;; - . . . . . .  i:.- 1 . ;  ;.. : F a s y  7 5  : . . . .  . < .  .- . . . .  . .:;,.:.., :,:..: . :. .. . . 

,..~:(,3..;;T,~~~i~~~p!':'ce~&t;;6hg: :hiruS .'h:'.;*jj3nyai:' tarik.n. y.ang sesuai 

d e n g a n  tujuannya.  Dalam ha1 ta r ikan  .angin t idak  cukup, 
m a k a  d i g u n a k a n  kipas. angin a t a u  alat lain yang sejenis .  

. . .  . . 

(2) Kons t ruks i  - cerobong ha rus  d ibua t  sedemikian  rupa 
i .. . , , . -sehingga ,. menjam.i.n,.~e,stabilannya:., . :: ; ,, 

. . .  
::,;(J)$'fi~had 'Ctrobbti!Gadi-'i tkrn&&l; , &tbi.i, be'i ukr,g, 

. . . . .  ,::.:;. i>:&,y="<,.ksfAh,k t..:!..;:v:,:!..: ..,! : . : ' i . ,  -::..:. :..,.. . . . .  
baja 

. r . . . . . . . . . .  ., , ,! * :  , ..::.: ..:<..:. ' : ' ' . : ,  . fl 

. . . . . . . . . . . .  .. , :::: 

( 4 )  - J 'ebal ceroblong yang d ibua t  . . . . .  da r i  . . . .  t embokan pada t  rr~inirnum 
! ! . , ;  !!;; ,:o,:.h;;. .-..>: .,:, . . !  , < .  . : : , ; .  $ ,  

;.,,::,-:::., 1 .  ........ ::..::..,. . : 

(5) Pe r rnukaan  . c&t-?bong sekurang-kurangnya 60 ' crn ' lebih 
: t i n& d a r i  bagian bangunan . y a n g  t e r t i ngg i  di  sek i ta rnya  
'" d a l a m  ja rak  3 in, kecual i  da l am hal.  digunakan t a r ikan  se- 
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1 c a r a  mekanis yang disetujui  oleh Kepala Dinas. 

t.6) Sambungan a n t a r a  cerobong dan a t a p  harus  dibuat  sede- 
mikian rupa  sehingga t idak  akan  rnengakibatkan bo,cor. 

( 7 )  Cerobong yang dibuat  da r i  pasangan ba:u, ba tu  a l am a t a u  
b e t o n  t a n p a  besi penguat ,  tinggi bagirin yang menonjol ti- 
dak  boleh lebih dar i  9 0  cm. 

(8) Cerobang  yang d ibuat  da r i  pipa baja harus  be rada  Sekil- 
rang-kurz.fignya 15 c m  da r i  konstruksi kayu. 

(9) Bagian-bagian cerobong yang berada  da lam dindine, dida- 
lam rumah harus  d ibuat  d a r i  beton ber tu lang dengsn te- 
bal sc7k11rang-l-:~~rangnya 15  r m ,  a t  a r  heton,  b a t u  
buatan,  ba tu  a l am dengan t eba l  lebih besar  d a i i  '25 ,.cm,, 
dan  dalarn -ha1 teraki-&ir harus diplester  de r~gan  semen. 

1 ( 1  0)  Sambungan-sambungan cerobong harus  r a p a t  udara. 

1 Pasal  7 6  

( I )  K'ibel-kabel untuk l i f t  harus memenuhi syarat-sys.rat yang 
ber lal.:u. 

( 2 )  Il)i:irneter kabel harus sekurang-kurangnya 12 mrp. 

( 3 )  Jurnlah kabel  harus lehih da r i  3  buah  (dua buah kalau 
dipakai  s i s t em lilitan drum). 

( 4 )  Balok penlikul l i f t  harus  d ibuat  dar i  rangka ba ja  a t a u  
balok bertulang.  

( 5 )  Re1 l if t  harus  dar i  I3aja. 

( 6 )  Ruang l i f t  harbs da r i  bahan t ahan  api. 

( 7 )  Ruang l i f t  harus .rertutup sehingga penurnpang t idak me-  
megang barang-barang diluar. 

- (8) Ruang l i f t  harus diberi  lubang dar imana penumpang da- 
p a t  di tolong dalam keadaan darurat .  

(9) Daya mu3t  l i f t  harus  d i te tapkan d a ~  tic'ak boleh dilam- 
paui. 
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(1 0) Dinding .'lubang harus dibuat dari  bahan tahan api. 

C 1 1.) Lubang masuk Re dalam lif t  t idak boleh lebih dar i  sa tu .  

(12) Ja rak  a n t a r a  tepi  l a n t a i  dari tepi  ruang l if t  pad3  pint11 
rnasuk har.us lebih kecil dar i  4 cm,  

(13) Tiap  l i f t  harus mempunyai motor pengangkat dan kontrol 
senditi. 

(1 4) L i f t  dibuat hanya dapa t  bergerak jika pintunya dalarn,. 
.keadaan tertutup.  

(15) Lubang l i f t  t idak .merupakan suatu  ceroboug dimana ter-  
dapat  s a t u  tarikanlisapan udara. 

Pasal  77 

(1) Pada s a a t  berangkat dan berhenti, l i f t  harus tanpa 
sentuhan yang dapat mengakibatkan Igangguan kep?.da 
penurnpang. 

(2) Waktu menunggu (interval) tidak boleh terlal-J  lama. 

(3) Kecepatan yang um.um adalah sebagai berikut : 

4 .sampai 10 t ingkat kecepatan : 60 - 150 m/menit .  
10 sampai 15 t ingkat kecepatan : 180 - 210 inlmeni t  
15 sampai 20 t ingkat kecepatan : 210 - 240 mlmeni t  
20 sampai 30 t ingkat kecepatan : 270 - 360 mlmeni t  
Lebih  dasi 50 t ingkat kecepatan : 360 - 450 rn/ 'mer.it.  
Rumah sakit  : 150 - 210 mlmeni t  
Ru'mah tinggal : 60 m/meni t  untuk 6 

t ingkat dari 50 - 
75 kesatunn. 

Pasal  78 

( 1 )  Kecepatan umum lif t  untuk barang 22,5 ; 3C ; 45 ; dan 
60 m/menit. 

(2) Ukuran l if t- l if t  5 ton kecepatan pada umunlnya 22,5 
m/menit. 

(3) Kecepatan yang dianjurkan sebagai beriku-t : 
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- 2 sarnpai 3 t ingkat kecepatan 30 mlmeni t  
- 4 .  sampai  5 t ingkat . kecepatan 45 ml r r~en i t  
- 6 sampai  10 t ingkat kecepa tan 'bO mlmenit .  . . 

BAB I11 

IZIN MENDIRKAN BANGUNA.N 

~ a ~ i a n  P e i t a m a  

Umum 

- Pasal .  79' 

( I )  Barang siapa mendirikan bangunan, h a r l ~ s  s u j a h  melniliki 
1MB dar i  Kepala Daerah. 

( 2 )  Wewenang pemberian .IMB dapat  dilimpahkan kepada Ke-  
pala Dinas. 

(3) -Permohonan izin dapat  diajukan. oleh perorangan, badan 
hukum, a t a u  perserikatan lainnya, baik secara  sendiri- 
sendiri maupun oleh wakilnya a t a u  kunsanya yang syah 
secara  tertulis. 

Pasal  80 

Pekerjaan mendirikan bangunan sebagaiman~i  dimaksud Pasal 
80 a y a t  '(1) baru dapet  dimulai setelah Dinas rnenetapkan 
ketinggiiir~ -permukaan tanah pada pusat t e m p a t  bangunan ber- 

i sangkutan zkan didirikan. 

Bagian Kedua 

T a t a  C a r a  

Pasal  81 

1 ( I )  Permohonan IMB sebagaimana tersebut  Pasal  80 a y a t  (2) 
haru:j diajukan secara  ter tu l is  kepada Kepala Daerah de- 
ngan mengisi blangko permohonnn yang disediakan oleh 

1 Dinas. 
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( 2 )  Permohonan izin t e r sebu t  da lam a y a t  ( 1 )  ~ a s a l  ini men- 
jelaskan hal-ha1 a n t a r a  lain sebagai  berikut  : 

a. N a m a  dan a l a m a t  pemilik dan a t a u  kuasa ~ e m i l i k  ba- 
ngunan, nama dan a l a m a t  pemilik dan kua:.a pemilik 
tiinah, bila pemilik bangunanltanah berdomi:iili diluar 
wilayah Propinsi DIY, maka harus ditunjuk k - ~ a s a  yang 
berdomisi l i  di wilayah tersebut ;  

b. N a m a  pemohon dan  a l a m a t  yang akan  dipilih da lam 
wilayah Kabupaten  Daerah  T'ingkat I1 Sleman o l e h ' p e -  
mohon yang bersangkutan. 

c. Pember i tahuan yang ter inc i  mengenai  kegunaan, s i f a t  
da r i  bangunan-bangunan dan maksud dz r i  permohonan 
izin tersebut .  

d. Pember i tahuan mengenai  bangunan-bangunan, mama ja- 
Ian, nomor rumah, blok letak- tanah,  11orxor perponding 
d a n  &tau nomor registrasinya. 

e. Uraian  yang ter inc i  mengenai  konstruksi banzunan. 

(3) P a d a  permohonan izin t e r sebu t  da lam a y a t  (2) harus di- 
lampirkan : 

a. Sura t  ke terangan t anah  a t a u  sal inannya yang d i tanda  
tangani  oleh Pe jaba t  Kantor  Pe r t anahanINota r i s  Peja-  
b a t  Pembua t  A k t e  Tanah ( P P A T ) / c a m a t  Pe:abat  Pem- 
buat  A k t e  Tanah (PPAT) a t a u  Pe jaba t  Pcmer in tah  
lainnya yang dituqjuk yang berdasarkar.  unbang-  
Undang. 

b. .Surat kuasa jika pemohon diwakili. 

- c. Gambar  si tuasi  dengan skala 1 : 500 a t a u  1 : 1000. 

d. , Gambar  denah rencana  bangunan, rencana  pcndasi,  
. rencana  sanitasi  dan  rencana  a t ap ,  t ampak  muka, sarn- 
ping, belakang, potongan mel in tang d a n  potongan me- 
'manjang dapa t  dengan skala : 1 : 200, 1 : loo:, 1 : 50, 
1 . : 20 a t a u -  1, : 10, 
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e. Perhitungan dan gambar konstruksi heton apahila ba- 
ngunan rncrnakai s t r~k tu r  beton bert~lang dan berting- 
kat. 

f .  Perhitungan dan garnbar konstruksi baja apabila 
rnenggunakan rangka baja. . . 

(4) Pada gambar yang dimaksud dalam ayat (31, huruf .j Pa- 
sal ini, harus dicaitumkari. nama perencanaan atau' de- 
signernya, dan dalam ayat (3 )  huruf. c, d, . e, f -harus di- 
cantumkan nama penanggung jawab penghit~ng konstruksi- 
nya. . . . . 

( 5 )  Pemberi izin atau yang berwenang berhak rneminta surat- 
surat lainnya yang dianggap perlu. 

( 6 )  Dengan *tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam ayat-ayat . terdahulu Pasal ini, pada 
gambar dijelaskan pula : 

a. Maksud dan tujuan permohbnan, pembangunan. ,baru/-, 
pembaharuan, ba,ik sebagian . maupun seluruhny~ . . . . atau 

. ' ._ perluasan-perluasan yans direncanakan. . . . . . 

b. Keadaan tanah dengan tanah-tanah lain y;lng, perbatas- 
an, pagar-pagar, saluran-saluran, begitu juga inengenai 
tinggi letak tanah tersebut. 

c. Letak bangunan-bangunan yang didirikan, begilu juga 
letak bangunan yang telah ada; 

d. Tinggi pondasi, pasangan rapat ,air lantai-lanlai dan 
pagar pekarangan, demikian juga letak tinggi peks- 
rangan yang telah dipersiapkan terhadap . tinggi 
permukaan jalan yang per bat asan. 

e. Pembagian bangunan-bangunan, demikian juga perun- 
tukan ruangan-ruangan. 

f .  Tempat-tempat dan ukuran pintu-pintu, jendela- 
jendela beserta Iubang-lubang dinding dan tangga- 
tangga. 
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g. Konstruksi bangunan-bangunan tersebut sepanjang me- 
ngenai pondasi, pasangan rapat air, dincling-dinding 
terrbok, tembok-tembok antara pintu dan jendela, 
pilar-pilar, lantai, rangka atap dan penutup atap 
dengan menunjuk pada penempatan dan penjangkaran 
balok-balok dan bagian-bagian konstruksl lainnya yang 
dipergunakan sebagai pendukung. 

h. Peralatan pembangunan, penarrlpungan air. krujan ,dan air 
kotoran, termasuk peralatan pengaliran dan sa,nbung 
pada jaringan saluran kota sepanjang diperlukan. 

i. Pemasangan dan cara pengaturan cerobong asa?, lu- 
bang perapian dan lubang pemasukan udara sepanja~g 
diperlukan. 

(7) Menyimpang dari hal-ha1 yang telah ditetap~<an jalam 
ayat ( 6 )  Pasal in i  sepanjang mengenai rumah-rumah yang 
tidak permanen, dapat dilengkapi dengan suatu gambar si- 
tuasi yang menyatakan letaknya, ukuran-ukuran u?ama darn 
pembagian dari bangunan tersebut serta perahtan pem- 
buangannya, dapat digunakan gambar-gambar contoh yang 
disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasal 82 

( 1 )  Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan niemberi- 
tahukan kepada Kepala Dinas ' dengan cara tertulis. 

. Pada . permulaan pelaksanaan pendir.an b3ngunar-1, 
sekurang-kurangnya dalarn waktu 24 (dua pulc-h empat) 
jam, sebelum pekerjaan tersebut dimulai. 

b. Pada permulaan dan atau penyelesaian bagi~n-bagian 
dari pekerjaan bangunan tersebut, sebagaimana 
diharuskan menurut surat izin yang diberikar,. 

c. Pada penyelesaian pendirian bangunan-oangur~an, c'alam 
waktu 24 (dua puluh empat) jam se te l~h  ~ekerjaan 
tersebut selesai. . 

(2) Suatu bagian dari bangunan-hangunan yang penyelesaisnnya 
menurut ayat (1)  harus diberitahukan, dengan cara bagai- 

8 manapun juga tidak diperkenankan dilanjutkan den~ikian 
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rupa sehingga tidak terlihat pada waktu pemeriksaan, 
sebelum untuk ha1 tersebut diberikan izin tertulis oleh 
pengawas bangunan. . 

( 3 )  Keputusan tentang pencabutan :;uatu izin rnendirikan 
bangunan yang telah diberikanldiierima pemohon, diberi- 
kan secara tertulis kepada pemegang izir: disertai dengen 
alasiin pencabutannya. 

Pasal 83 - 

( 1 )  Kepala Daerah berwenang untuk mernberikan dispensasi 
atau pembebasan sebagian atau se!uruhnya dari ketentu- 
an Peraturan Daerah ini, pada pembaharusn, perluasan 
aiau perubahar pada bagian suatu bangunan-bangunan 
yang telaf ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu 
i tu  menjadi lebih baik dari keadaan semula demi ' kepen- 
tingan umum. 

( 2 )  Pada pembaharuan-pem baharuan, perluas~m atnu perubah- 
an-perubahan sebagian dari bangunan yang telah' ada dan 
telah mernpunyai izin mendirikan >angu.nan, ketentuan- 
icetentuan dalam Peraturan Daerah ini harlya berlaku pa- . 
da bagian-bagian yang diperbaharui, diperluas . atar~ 
diubah, kecuali ada ketentuan lain. 

( 3 )  Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubah- 
an-perubahan sebagian dari bangunan-bangl~nan yang telah 
ada seperti dimaksud pada ayat ( 2 )  Fasal ini yang harus 
dikerjakan dengan mendadak, karena hal-ha1 yang luar 
biasa ma ka peker jaan pembaharuan, perluasan atau per- 
i~bahan dimaksud, dapat dilaku kan iebitl dahulu dengan 
ketentuan bahwa dalam waktu 2  x 24 jam permohonan 
izin untuk ma'ksud tersebut harus sudah dilaksarlakan. 

Pasal 84 

( 1 )  Kepala Dinas berwenang untuk mengharuskan pembetul- 
anlperbaikan dan perombakan dari suatu Sangunan bila 
bar7gunan tersebut sebagian atau seluruh~~ya dclarn keada- 
an rusak hancur atau sangat tidak terpelihara dan kare- 
nmya dikhawatirkan akan rilembahayaC:an keselarnatan 
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umum dan atau sangat merusak keindahan ling41~ngan se 
kiiarnya. 

(2) Berlang~ungny~i pekerjaan-pekerjaan pembangunan tidak 
akan mengurangi atau rnengganggu keamanan dan 
ketentraman lingkungan masyarakat sekitat nya terutama 
yang berdekatan. 

Pasal 85 

( 1 )  Kepala Dinas dapat mengharuskan kepada setiap orang 
atau . badan yang melaksanakan atau menyuruh ,nelaksa- 
nakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan atau perombak- 
an, penambahan, perbaikan serta membuat pagar serner- 
tara atau sebagian dari lokasi tempat pekerjaan tersebut. 

( 2 )  Apabila Kepala Dinas memerintahkan penghentian dan 
pengambilan tidakan pada pendirian suatu bangunan seba- 
gaimana- tersebut dalam ayat ( 1 )  Pasal ini, sedmgkan pe- 
megang izin berkeberatan maka atas peristiwa ini 

. . 

pemegang izin dapat mengajukan banding kepaaa Kepala 
Daerah, Kepala Daerah sege.ra memutuskan dipertahankan 
atau tidaknya penghentian tersebut. 

Pasal 86 

( 1 )  S ~ a t u  bangunan baik seluruhnya maupun sebagian setelah 
didirikan, diubah atau dibangun kembali boleh difun~sikan 
setelah mendapat izin tlari Kepala Dinas atas persetujuan 
Kepala. Daerah. 

( 2 )  Kepala Dinas dapat menyatakan bahwa bangunan tetsebut 
belum selesai apabila ketentuan-ketentuan yanp, dicebut- 
kan dalam Pasal 82 belum seluruhnya dipenuhi. 

Pasal 87 

Perhitungan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Per- 
aturan Daerah ' in i  ditetapkan dengan hari dim jam, tidak ter- 
rnasuk hari Minggu dan hari libur resrni yang ditetapkan oleh 
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Pasal  88 

( 1 )  P e r m o h ~ n a n  I t in,  dispensasi a t a u  pembcbasan yatlg di- 
maksud da lam Pera tu ran  Daerah  ini ia:.ah permohonan, 
izin, dispensasl a t a u  pembebasan s e c a r a  ter tul is .  

(2) Pengir iman surat-surat  permohonan,  izin, dispensasi a t a u  
pernbebasan y a t ~ g  dimaksud dalam a y a t  ( 1 )  Pasal  ini 
d a p a t  dilakukan kea lamat  yang di t ~ e r  i tahi~l(an.  

Bagian Ke tiga 

Keputusan 

Pasal  89 

( 1  Kepala D ~ n a s  rrterr a m b ~ l  keputusari permohonan lzin Men- 
dir ikan Bangunar~ ? IMB) yang berada  dalanl  wewenangnya 
i t r~ tuk  diajultan kepada Kepala  Daerah dan harus diberi- 
kan . se lambat- larnbatnya  da lam waktu  s a t u  bulan se t e l ah  
tanggal  pernasukan permohonan yang lengkap persyara tan-  
riya. 

(2)  Kepala I)aerah mengambil  keputusan t e rhadap  permohon- 
a n  lzin Mendirikan Bangunan da lam wak?u s a t u  se t engah  
bu la r~  se t e l ah  tanggal  pemasukan permohoaan yang leng- 
kap  persyaratannya.  

( 3 ) .  Jangka  waktu  yang dimaksud da lam a y a t  ( 1 )  dan (2) Pa- 
sal int, bisa diperpanjang selama-larrranya masing-masing 
2 x 1 bulan dan 2 x 1,5 bulan. 

( 4 )  J i  ka permohonan itu memerlukan perlengkapan izirl dar i  
1n:;tarisi lain berdasarkan sua tu  Undang-Undang, Pe ra tu ran  
Perner in tah ,  Pe ra tu ran  Daerah  Tingkat  I a t a u  P e r a t u r a t ~  
lain yang berlaku, maka  Kepala  Daerah  d a p a t  menang- 
guhkan keputusannya siampai izin te rsebut  d i a t a s  dibet-i- 
kan. 

5 )  Kepala  h e r a h  berwenang menangguhkan pemberiarr: izin 
pada  sua tu  Daerah  yang akan  d i rencanakan u r ~ t u k  tujuan 
tr:rtcr~tt~ sampal rencana  tersebtl t  ditetapkar,.  

( 6 )  I)alarl. waktcl I ( sa tu)  bulan sesudah waktu-waktu yang 
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d i t e t a p k a n  d a l a m  a y a t  (5) Pasa l  ini, K e p a l a  Daerah  
m e n g a m b i l  keputusan  atas permohonan yang di tangguhkan 
dimaksud.  

(7) S u a t u  kepu tusan  t e n t a n g  perpanjangan wakru  a t a u  pe- 
nangguhan keputusan  d iber i tahukan kepada  pemohon seca- 
r a  t e r tu l i s ,  d i s e r t a i  alasan-alasannya. Pemohdn  d a p a t  me- 
nga jukan/mengulangi  permohonannya kepada  K e p d a  Dae-  
rah. 

(8) Kepa la  D a e r a h  se t e l ah  mendengar  per t imbangan dari  
Kepa la  Dinas ,  a a p a t  member ikan  izin sebagian  da r i  ren- 
c a n a  pembangunan,  atas permohonan si pemohon. 

Pasal  90 

( 1 )  Penolakan  s u a t u  permohonan izin a t a u  pember i an  izin de- 
ngan pembebasan  bersyara t ,  harus  d i s e r t e i  dengan  aJasan- 
a l a san  t e n t a n g  qenolakan a t a u  pernbebasan be r sya ra t  i tu. 

( 2 )  Dengan t i dak  rnengurangi ke ten tuan-ke ten tuan  yang te r -  
c a n t u m  d a l a m  P e r a t u r a n  D a e r a h  ini, s u a t u  permohonan 
Izin Mendir ikan Bangunan hanya  d i to lak  jika : 

a. B e r t e n t a n g a n  dengan Undang-Undang, Pera t l r ran  Pe- 
m e r i n t a h ,  P e r a t u r a n  D a e r a h  Tingkat  I a t a u  Pe ra tu ran  
la innya  yang  se t i ngka t  lebih t inggi  da r i  Pe ra tu ran  
D a e r a h  ini. 

b. B e r t e n t a n g a n  dengan r e n c a n a  induk (rr a s t e r  plan), 
r e n c a n a  d e t a i l  (de ta i l  plan), r encana  pengembangan 
d a n  a t a u  per luasan  kota. 

c. T a n a h  k l u r n  be r s t a tu s  t a n a h  pekarangan.  

d. T a n a h  t e rmasuk  da lam d a e r a h  yang d inya takan  daerah  
r a w a n  bencana  a l a m  (banjir,  darl lain-lain). 

e. ~ a n ~ u n a n  rnembahayakan  kese l ema tan  urnum ! 

d a n  a t a u  mengganggo kepentingarl umurn. 
! 

f .  T a n a h  yang s t a tu snya  da l am sengketa.  
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Pasal 91 

( I  ) Kepala Daerah dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan 
jika : 

a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan 
lagi. 

b. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 
sa tu  kali lagiienam bulan lagi dan setelah tanggal izin 
tersebut  diberikan, masih belum dilakukan permulaan 
peker jaan yang sungguh-sungguh- 

c. Peker jaan-peker jaan tersebut  telah dihen:ikan se la r r~a  
3 {tiga) bulan dan t e rnya ta  tidak dilanjutkan. 

d. k i n  yqng telah diberikan tersebut ternyata  kemudiaa 
didasarkan kepada keterangan-keterangan yang t idak 
benar. 

e. Pernbangunan i tu kemudian ternyata  rnenyimpang dari'y C. .. 

rencana yang disahkan. 

f.  Penggunaarl bangunan tidak sesuai lagi dengan Izih 
Mendirikan Bangunan yang diberikan. 

Dalam jangka waktu 12 bulan se te lah diterbitkannya Izin . 
Mendirikan Bangunan a t a u  se te lah surat  pemberitahuan , 

tentarlg terbitnya lzin Mendirikan Bangunan di ter ima ole5 .- 
pemohon, maka pemohon berkewailban memiliki su ra t  izin ' 
yang dimaksud. Biladalam batas  waktu yang te lah di te-  
tapkan pemohon tidak mengambilnya/memilikinya, Izin 
Mendirikan Bangunan tersebut  bata l  dengan sendirinya 
a t a u  hapus masa berlakunya sehingga pihak pemohon 
harlls mengajukan permohonan ulang. 

Bagian Keempat 

D i s p e n s a s i  

Pasal 92 

( 1 ) !zin bangunan tidak diper!ukan/dibebaskan dalam ha; : 
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a. Pembuatarl kolam, taman dan patung-patung, tlang 
bendera, antena TV/Radio, sepanjang tidak berten- 
tangan dengan ketentuan yang berlakr~. 

b. Pembongkaran ' bangunan-bangunan yarlg me~iurut per- 
timbangan Kepala Dinas tidak membahayaka,l. 

c. Pemeliharaan bangunan-bangunan dengan t~dak  me- 
ngubah denah, konstruks~ maupun rancang b3ngdn (ar- 
sitektonis darl bangunan-bangunan semcrla yang telah 
mendapaf ~zin.  

d. Bangunan-bangunan dengan konstruksr khusc:~ yarjg te- 
lah mempunyai I dar~  lnstans~ Pemer~ntah yang 
berwenang dalari 1 ~tdangnya sepert I Instans! Ilstrik, 
telepon, alr mlnurn, tena a atom, penangkal petlr, pe- 
nyimpanan bahan bakar 7 pelunlas, radio/rad..o kon~unt- 
kasi, peialatan kesehatan dan lainnya yang niluar we- 
wenang Dinas Pekerladn Umum. 

1 

( 2 )  Apabila suatu pernber~tahuan sepertl dirrlaksud dalan-I ayat 
. ( 1 )  Pasal In1 yang diberlkan dengan cara ter-tulis kepada 

pengawas bangunan tersebut kelirr, dilakukannya, rrlaka 
pemberitahcran tersebut d~anggap tidak perr.lah diberikan. 

( 3 )  Kepala Dinas diwajlbkan mengadakan pemeriksaan dalarn 
waktu 14 (empar belas) harl setelah krenerlma Felnberl- 
tahuan sepertr diuraikan dalam ayat-( 1 )'huruf e Pasal lnl. 

r. . C. 
. / I . . - -  

( 4 )  Jangka waktu mengadakan peme;iksaan sepertl dirnaksud 
dalam ayat ( 3 )  tersebut, dalam ha1 keadaan luar biasa 
dapat diperpanjang selama-lamanya 14 (empar belas) har~ 
lagi, dan jika wakru tersebut dilarnpau~ tarlpa ada Feme- 
riksaan darl yang. berwenang, maka pekerjaan pendir~an 
bangunan-bangunan rersebut dianggap telah selera~. 

Pasa! 93 

Pemegang Izln Mendir tkan Bangunan dlwa j i bkan agar selarr~a 
pe laksanaan pendirlan bangunar? ter \ebut, surat I;:in Mendirl 
karl Bangunan renantlasa berada dr rentpat yekcr laar dar\ da  
pat diperlihatkan setlap k a l ~  d ~ r ~ ~ l r ~ f i t  oletl perrgaw;i\ bangunar 
untuk keperluan pemer~ksaat dart pernberldr~ ;itatarr-t *tatdr 
pada surat l z ~ n  terrebut. 
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Pasal  94 

( 1  Kcpala Dinas berwenang untuk memerinti lhkah penghen- 
t ian  dan pengan~bi lan  t indakan pada penclirian sua tu  ba- 
ngunan jika : 

a. Pelaksanaan pendirian bangunan .  t e r sebu t  rrrenyimpang 
dar i  izin yang t e l ah  diberikan, meny impang  da r i ,  s:ya- 
rat-syarat  a t a u  'dari perja'njiail-p.erjanjian yang celah 
ditetapkan.  . . 

b. Pelaksanaan bangunan t e r sebu t  dilakukar) ber tentangan 
dengan ketentuan-ketentuan yang ber1a:tu. 

c. Pelaksanaan bangunan yang tanpa izin tertulis. d 

a. Tidak mernenuhi per ingatan  dar i  Kepala Dinas untck 
mengerjakan segala  sesuatu  yang masih . dipandang 
perlu, dalam jangka waktu  yang delah d i t e t a ~ k a n .  ' 

( 2 )  Pelaksanaan tindakan a t a s  ketentuan-ketentuan tersebut  
da lam a y a t  ( 1 )  huruf a dan a y a t  ( 1 )  huruf b ai  atas 
dapa t  berupa pelaksanaan peinbongkaran a t a u .  tinda.kan 
1ai1.1 s a n g  seca ra  teknis  dapa t  dilakukan dengan :;ecara 
perintah ter tu l i s  dar i  Kepala Dinas. 

Pasa l  95 

! l j  Wewenzng ysng diberikan berdasarltan Pe ra tu ran  Daerah 
ini untuk member i  dispensasi a t a u  pembebaran,  rnengan- 
d r~ng  pula wewenang untuk mengadakan sjsarat-syarat .  

( 2 )  Kcpala Daerah yang dlberi wewenang t,erdasarkai a y a t  
( 1 )  P.3sal ini dapa t  memin ta  syara t -syara t  yang lain, sya -  
r a t  mana dapat  d i te tapkan dalam suatu  Keputusan. 

(3) Syara t -syara t  yang di te tapkan oleh Kepald Daerah Galam 
bentuk Sura t  Keputusan ' sebagaimana dimaksud - dala;n 
a y a t  (2) Pasal  ini diberitahukarl kepada Dewan Perwakilan 
lcakyat Daerah. 

( 4 )  Surat  Keputu:.an yang rncngandung ha1 yang diluar kcbia- 
saan,  te r lebih  dahulu d iber i tahukan kepada pemohon dan 
tlanya berlaku untuk rnercksi yang berkepentingan. 
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Bagian Kelima 

Pengawasan 

Pasa l  9 6 .  . 

( 1 )  Dalam P e r a t u r a n  Daerah  ini yang dirnaksud pengawas  bc- 
ngunan ada lah  Kepala  Dinas dan  a t a u  Kepala Seksi  Ta ta  
K o t a  dan  Daerah  yang ditunjuk beledasarkan S u r a t  Kepu- 
tusan  Kepa la  Daerah.  

(2) Dinas Peke r j aan  Umurn rnerupakan pengawas pekerjaan- 
peker jaan  umum,  sepanjang ha1 t e r sebu t  iermasuk wewe- 
nang d a n  be rada  da lam lingkungan Kabuyaten  Daerah  
Tingkat  I1 Sleman. 

Pasa l  97 

~ ~ a b i l a  t e r j ad i  perubahan a larnat ,  maka pernegang 1i:in Men- 
dir ikan Bangunan a t a s  kuasanya harus secepa tnya  dan selan?- 
ba t - lambatnya  dalarn jangka waktu  1 4 (ern pa t  belas) hari 
se jak  te r jadinya  pergant ian  a t a u  perubahan a l an la t  member i -  
tahukan kepada  Kepala  Dinas seca ra  t e r tu l i s  gun? mem- 
permudah hubungan a n t a r a  pengawas dengan pemcgang Izi.1 
Mendirikan Bangunan a t a u  kuasanya. 

Pasa l  98 

( 1  )' .Kepala Dinas lPengawas  Bangunan sewaktu-waktu 'berwe- 
nang rnendatangi  lokasi-lokasi yang di inintakan Izin Men- 
dir ikan Bangunan. 

(2) T e m p a t - t e m p a t  d imakiud dslarn !ayat ( 1 )  Pacal  ini yang , apabi la  dalarn keadaan d ~ h u n i  a t a u  y hanya dapa t  d ida tangi  
dengan mela lu i  sua tu  bangunan, maka  dapa: dikunjungi 
o leh  Kepala  Dinas a t a u  Pengawas  B a n g u n a ~  sebag3imana 
dimaksud pada  a y a t  ( 1 )  Pasal  ini pada  ha r i  kerja a n t a r a  
jam 06.00 sampa i  dengan jam 18.00 WID. 

(3) J i k a  penghuni a t a u  pernilik suatu  persi l  a t a u  bangunan 
t idak  mengizinkan pemeriksaan dirnaksud a y a t  (2) te rse-  
b t ~ t  diatas pemer iksaan hanya dapa t  dilakvkan dengan 
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membawa surst perintah khusus dari Kepala Dinas. 

(4) Para pemilik atau pemakai bangman atau pekarkngan,. . 
demikian pula pelaksana pekerjaan bangunan, diwajibkan 
untuk memperkr:nankan diadakannya pemeriksaan-pemerik- 
saan dimaksud ayat ( I )  dan ayat (3) Pasal ini, seperti 
mernberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh 
Kepala Daerah. 

(5) Jika pemeriksaan-pemeriksaan seperti dircbaksud dalam 
ayat (4) Pasal ini  memberikan alasan-alasan untuk meme- 
rintahkan dilakukannya perbaikan-perbaikan atas kerusak- I 

an-kerusakan yang diakibat kan ' oleh pelaksanaan bangunan 
baru yang tsedang dikerjakan maka Kepala Dinas berwe- 
nang memerintahkan kepada pe1ak:;ana untuk mernhayar 
ganti rugi atau melaksanakan perbaikan-perbaikan seba- 

. gaimana mestinjla sehingga tidak membahayakan bagi ba- 
ngunan lama tersebut. 

(6 )  Kepala 3inas dapat meminta perhitungan lebih larliut ke-. 
pada yang ahli dalam ha1 menjadi pokok persoalan ba- 
ngunan, sepanjang ha1 tersebut dianggap perlu. 

Bagian Keenam 

Peninjauan Kembali Keputusan dan Perint& 
Penghentian 

Pasal 99 

Keputusan Kepala Daerah tentang Penolakan permollonan atail 
pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dapat dimintakan 
p2ninjauan kembali secara tertulis dalam waktu selambat- 
1;:mbatnya 14 (empat. belas) hari setelah diterimanya surat 
perintah tercebut. 

Bagian Ketujuh 

Keselamatan Ker ja 

Pasal 100 

! 1 ) I'emegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan selalu 



Ser i  D Nomor  8 Lemb. Daerah  Kab. Dat i  11 Sleroan TI). 1991 

berusaha  menyediakan a i r  bersih yang memenuhi  kesehat-  
a n  lingkungan t e r r ~ p a t  ker ja  dan  d i tenlpat l<al~  sedemikian 
r u p a  sehingga rnr~clah dicapai  oleh p a r a  peL.erja yang 
rrlernbcr tuliliannya. 

(2) Pernegang Izin Mendirikan bangunan c'iwajibkan selalu 
berusaha menyediakan perlengkapan PPPK s e c a r a  l e n g k a ~  
yang kapas i tasnya  sesuai  dengan jumlah orang yang di- 
peker jakan,  d i t empa tkan  sedemikian rupa dilingkungan pe- 
ker jaan  sehingga mudah d icapai  bila diperlukan. 

(3) Pemegang  lzin Mendirikan Barlgunan diwajibkan meriye- 
d iakan ruangan yang s e h a t  untuk t e m p a t  i s t i r aba t  para 
peker ja ,  yang luasnya disesuaikan dengan 'umlah orang 
yang d ipeker  jakan. 

(4) Pemegang  Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan Inenye- 
d iakan sekurang-kurangnya s a t u  kakus/WC s e m e n t x a  bila 
mempeker jakan sampa i  dengan 40 o rang  pekerja. Apabila 
jumlah o rang  yang d ipeke r j akan .  melebihi  40 orang 
peker ja  m a k a  , s e t i a p  kel ipatan 40 harus  disediakan 
t ambahan  masing-masing sa tu  kakus/WC. 

BAB IV 

RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN BANGUNAN (IMR) 

Bagian Pertama 

U r n u m  

Pasal  10 1 

~ e t i a b  perolehan IMB dikenakan retribusi.  

Bagian Kedua 

T a r i p  

Pasal  1112 

( 1 )  Besarnyd.  Retr ibusi  IMB - t e r s e b u t  d i tc ta?kai \  ..chc:skr.. lirr~a 
perser ibu  (5/1000) da r i  seluruh biaya bangurlan baru,  per- 

' luas'an terrnasuk pembongkaran bangunan-bangi~r~a? yang ' 
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ads baik bangunan tcrsebut didirikan diatas pondasi b a r ~  
atst1 yang telah ada, jugs terrrlasuk pernasangan pcmbu- 
It~tl-perr~boluh, tcrnbok perr~isah, ternbok pagar-pagar dan 
bnngt~nar--bangunan lainnya. 

(2) Pacla perbaikan-perbaikan berat dan untuk pekerjaan lain 
yalig tidak terrnasuk dalam ayat (I), dipungut Uang Ba- 
ngunan sebesar lima perseribu (51 1000) dari jumlah Siaya 
yarlg ditaksir. 

( 3 )  Biaya-biaya pernbangul~an yang dirnaksud ' clalam ayat (1 ) 
dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan pernitung- 
an biaya taksiran tiap rrleter perst:gi, yang akan ditetap- 
karl oleh Pemerintah Daerah secara berkala. 

( 4 )  Jurrilah Gang Bangunan pada bangunan-bangunan bertingkat 
ditctapkarl- sebesar jurnlah [Jan& 3angunan seperti ditetap- 
kan berdasarkan ayat ( 3 )  Pasal ini ditambah 213-nya untuk' 
tiap-tiap tingkat. 

(5) Apabila pekerjaan pembangunan diborongkar., perhitungan 
uang bangunan yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Fa- 
sal i r i i  ditetapkan berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) 

I dengan harga noniinal. 

i ( 6 )  I3alik ilarnii atas IML3 dikcnakar) retribusi sebesar 10% 
dari besarriya retribusi yang bersangkutan dan serendah- 
renda.t>nya sebesar lip. 2.500,- (dua ribu 'ima razus ru- 
piah). 

Pasal 103 

( 1 )  Bcsarnya Retribusi I M B  sebagailnana dirnaksu! da!am 
ayat (1 ), ayat (2), -ayat (3) dan ayat (4) Pa.sal 102 untuk 
bangunan yang berada ditepi jalan Negara, jalan Propinsi 
),ang pengaturan .izinnya diserahkan Daerah Tingkat I1 dan 
atau kawasan lain yang memiliki nilai sosial ekpnorni' 
strategis tinggi di tambah 15% dari uang banguns11 yarig 
harus dibayar. 

(2) .)elam biaya-biaya sc2pcrti terscbut ayat (1) Pasai ini ma- 
sit1 ditambah biaya pcriclitian sebesar 5% dari uang ..i3a- 
rlgunan yar ~g !i;lruc c l i  bsyr~r. 
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Pasal 104 

Dalarn jangka waktu  3 ( t iga)  bulan se t e l ah  d i t e r i rna~  ya  pel \ \ -  
ber i tahuan t e r tu l i s  dari  Dinas Peker jaan  Urnurrl bah.wa lzin 
Mendirikari IDangunarl yang diajukan t e l ah  di terbi+kan,  pelilo- 
hon a t a u  kuasa yang d i t i~njuknya t idak  tnengambil.lya, dikena- 
kan denda sebesar  0,596 (se tengah perseratus)  per hat-i dari  
Ret r ibus i  )tang harus d i tayarnya ,  dengan denda maksimal se- 
besar  50%. , 

Pasa l  105 

Hasil pungutan Retr ibusi  sebagaimana dimaksud Pass1 102, 
Pasa l  103 dan Pasal  104 Pe ra tu ran  Daerah  ini d ise tor  Ice 
Bank Pembangunan Daerah  Propinsi Daerali I s t in . l~ \ \~a  'x'ogya- 
k a r t a  Cabang  Sleman s e l a k l ~  pemegang Kas  Daerah  melalui 
Bendaharawan Khusus Pene r ima  Dinas Pekerjaan Urnurn. 

. Bagian Ke t iga  

D i s p e n s a s i  

Pasa l  106 

Dibebaskan t e rhadap  pungutan Uang Bsngunan da1z.m ha1 :: 

a. Pendirian bangunan-bangunan sernentara  yang pendiriannya 
t e l ah  rnendapat  i z ~ n  dar i  Pernerintah Daerah  untuk pa- 
ling l ama  sa tu  bulan. 

b. Pendirian perlengkapan bangunan yang perr~bangunannya 
t e l ah  mendapat  izin, s e l ama  pelaksanaan pcrnbar,gunan. 

c. ~ e n g e r j a k a n  segala sesuatu  yang harus dilakukan untuk 
rnemenuhi kepentingan umurn. 

d. Peridirian bangunan yang berf ungsi sosial seper t i  te rnpat  
ibadah, YPAC, rumah buta-tuli-bisu, ;ilm;lti peri:tirahatan 
(sanatoiiurn), iumah orang lanjut  usia/jornpo, rurrlah ya- 
tirrl piatu, r u m a h  pengobatan narkotika dan sebagainyi .  
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Pasal  107 

!<epala Uaerall a t a s  perrrlohonan yang bersaqgkutan dapa t  
r lembeci  dispcnsasi,'keringanan pernbayaran IJar~g Bangunan 
(:.ebagian a t a u  seluruhnya) yang dirnaksud dalarn Pasal  107 
cialam ha1 : 

a. Kepada mereka  yang memperbaiki  a t?u  m e n d i r i k a ~  bi?- 
ngunan yang rusak karena  bencana a lam,  kerusakan a t a u  
akibat  pepcrangan, sepanjang luas  bangur~zn yang akan 
didirilcan tersebl:t tidak melebihi dar i  luas bangunan 
sernula, dalan-I iangka waktu  5 ( l i n ~ a )  tahun se te l ah  ke- 
adaan rnenjadi normal kembali. 

4. P ~ I I ~ ~ I - I ~ I ?  gedung-gcdung sekolah, lembags-lembaga pen-  
didrl;arl lainnya sepan jang pendirian gedung-gedung terse-  
bill k n a r - b e n a r  perlu. 

.:. Pendirian gedung madrasah bese r t a  pesantren,  biara,  
rurnah-rumah s e r t a  kanto: bagi pengurus peribadatan;  

tl. Pendirian rnonumen-monumen, suaka  budaya dan sebagai-  
nya yang bers i fa t  pelestarian nilai-nilai se jarah  dan buda- 
Ya- 

BAB V 
-0 

KETENTUAN PIDHNA 

Pasal  108 

( 1 )  Pelanggaran terhadap ketentuan P a s a l - - P a d  dalam BAB'  I1 
dan  DAB I 1 1  Peraturan Daerah ini diancam pidana ku- 
rungan selarr~a-lamanya 6 (enarn) bulan a t a u  denda  se- 
tinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lirnn puluh rlbu rupiah). 

(2) Pelanggaran tcrhadap ketenti lan Pasal  ' 1 G2 dan Pasa! 103 
P e r a t r ~ r a n  D a e ~ a h  ini d iancam pidana kurungan serama.- 
larnanya 3 ( t iga)  bulan a t a u  denda setinggi-tingginya Rp. 
1.000,- (Seribu rupiah). 

(3 )  Disarrlping ancarrlan pidana sebagaimana tersebut  a y a t  (1) 
dan a t a u  a y a t  (2)  Pasal ini, kepada yang bersangkutan 
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tetap diwajibkan menlenuhi ketentuan bangur~a'rl dan ke- 
tentuan izin mendirikan bangunan dan atau diw.l~ibkan 
membayar retribusi iz in mendirikan bangunan. 

(4) Apabila suatu pelanggaran yang dimaksud ayat ( 1 )  dan 
ayat ( 2 )  Pasal in i  dilakukan oleh suatu badan tlukum, 
sualu perseorangan, suatu perserikatan atau yayasln ma- 
ka tuntutan pidana dnn hukuman pidana ditujukan clan 
dijatuhkan kepada baik terhadap badan huku~n, perse- 
orangan, perserikatan atau yayasan, baik terhadap 
anggota pengilrus atau terhadap mereka yang mernberikan 
perintah melakukan pelanggaran i t u  yang bertindalt seba- 
gai pem~mpin dalam pelanggaran i tu  atas kelalaian itu 
sendiri maupu~l terhadap kedua-duanya. 

( 5 )  Tindak pidana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Passl ini 
adalah pelanggaran. 

Pasal 109 

( 1 )  Mereka yang telah dijatuhi hukuman berdasar Keputusan 
Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukc!m yang tetap 
berdasarkan ayat (1) Pasal 109 diatas diharuskan mern- 
bongkar, mengubah atau mempertaiki segala sesuatu yang 
telah dilakukan atau dilalaikan bertenrangan dengan sya- 
rat-syarat atau petunjuk-petunjuk yang telall ditetapkan 
dalam atau berda;arkan Peraturan Daerah i r ~ i  dalam 
jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah, 
kewajiban mana diberitahukan kepada yang bersarlgkutan 
dengan surat tercatat. 

(2) Apabila kewajiban untuk rr~ela.kukan pernborigka-an, per- 
ubahan atau perbaikan yang dirnaksud rliilarn ;I) SI ( 1 )  
Pasal ini dilalaikan, rr~ska segala sesuatilr.~)-;l ~~C;arl dlkel-- 
jakan oleh Perr~erintat, ~ a e r a h  atas biay3 ysVlg bersang- 
kutan, setelah rrlercka i tu  dipcr ingatkan tcntany kewa- 
jibannya dengar1 surat tercatat. 
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:BAB VI. . ,  , . . . , ; . a  : '  . . 
' . . I  

KETENTUAN PENYIDIKAN 
. . 

Pasa l  110 

Selain oleh P e j a b a t  Penyidik POLRI, penyid~kan atas t indak 
pidana s2bagaimana dimaksud Pasa l  109 Pera tu ran  Daerah  ini 
jilakulcan oleh Penyidilc Pegawai  Neger i  Sipil d i  lingk'ungan 
Pemer in tah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  I1 Slernan yang pe- 
ngangkatannya berdasarkan pe ra tu ran  perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa l  1 1  1 

Dalani rnelakianakan tugas penyidikan pa ra  Penyidik sebagai- 
rnana d i n a k s u d  Pasal  1.1 1 Pe ra tu ran  Daerah  ini berwenang : 

a. mener:rD?a laporan a t a u  pengaduan da r i  seseorang t en tang  
adanya t indak pidana. 

b. rnelakukan tindakan p e r t a m a  pada saat' i t u  d i t e m p a t  ke- 
jad;.an s e r t a  rnelakukan pemeriksaan.  

c. rnenyuruh berhent i  seseorang dan memeriksa  t anda .  penge- 
nal dir i  tersangka.  

d. rrlelctkukan penyitaan benda a t a u  swat. 

e. rnengambil sidik jari dan m e m o t r e t  seseorang. 

f .  Merrlanggil seseorang untuk didengar <an diperiksa seba- 
gai t e r sangka  a t a u  saksi. 

g. r r~cnclhtangkan orang ahli  yang diperlukan da lam ' hubung- 
;trlrlya dcngan pemer iksaar~  perlcara. 

h. menghentikan penyidikan se t e l ah  rnendapat petunjuk dar i  
Penyidlk POLRI bahwa t idak t e r d a p a t  cukup bukt'k a t a u  
pcristivla t e r sebu t  bukan merupakan t indak pidana dan 
selanjutnya rnelalui Penyidik POLRI mernberi tahukan ha1 
tersebut  kepada Penuntut  IJmum, te rsangka a t a u  keluar-  
gaclya. 
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I. mengadakan tindakan lain menurut hukurn yarlK dapat ai- 
pertanggungjawa.bkan. 

BAB VII . 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1 12 

Surat izin mendirikan bangunan yang telah dibcrlkan tidalc 
'berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentllan-ketentu- 
an dari peraturan yang menjadi dasar pemberiar izin dimak- 
sud dengan ketentuan-ketentuan bahwa terhadapnya berlaklj 
pula ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepan- 

. jang ketentuan-ketentuan tersebut tidak lnerugikan pernegang 
izin. 

Pasal 113 

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dinjukan clan be- 
lum diputuskan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan- 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 114 

( 1  ) Terhadap bangunan-ba~gunan yang didirikan sebeltrm ber- 
lakunya Peraturan -Daerah ini, maka Kepala Daerah dibe- 
r i  kewenangan untuk mengadakan pemutihan Izin .Mendi- 
rikan Bangunan 

( 2 )  .. Dalam rangka pemutihan I j in  Mendirikan Bangunan ini, 
para pen~i l ik  bangunan diwajibkan untuk memenuhi per- 
syaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentunn yang akan 
diatur tersendiri. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 1 1  5 

Hal-ha1 lain yang belurn diatur dalam Peraturn'n Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksarlaannya akan diatur 01th Kepala 
Daerah. 

4 
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Pasa l  116 
, . 

Dengar1 hc r l akur~ya  Pe ra tu ran  Dae rah  in, rnaka P e r a t u r a n  
Dae rah  Kabupaten  Daerah  T ingka t  11 Sleman Nomor 7 Tahun  
1976 dan  sernua ke t en tuan  yang be r t en tangan  dengan Pe ra tu r -  
a n  Dae rah  ini d inyatakan t idak  berlaku lagi. 

Pa'sal 1 17 
. . .  

P e r a t u r a n  Dae rah  ini mulai  berlaku pada tanggai  diundangkah. 

Agar  s e t i a p  o rang  d a p a t  mengetahuinya  memer in tahl<an.  pe-  
ngundangan P e r a t u r a n  Dae rah  ini dengan penempa tannya  da- 
l a m  Lembaran  Daerah  Kabupa ten  Dae rah  Tingkat  . I: Sleman.. 

Sleman,  3 M a r e t  1991 

Dewan Perwaki lan  Rakya t  Dae rah  Bupati Kepala  D a e r a h  
Kabupa ten  Dae rah  Tingkat  11 Tingkat .  I1 S ieman  

Sleman 

Ke tua  

C a p  t t d  C a p  .ttd 

S U D I Y O N O  DRS.' H. ARIFIN ILYAS 

Diundangkarl da lam Lembaran  Dae-  Disahkan crleh Cubernur  
r ah  Kabupa ten  Daerah  Tingkat  I1 Kepala Da.erah l s t i m e w a  
Slcman.  Yogyakar ta  dengall S u r a t  

Nornor : 8 Seri  : D 
Tanggal  : 14 - 8 - 1991 -- 

Tar,ggal : 6 Juni  1 9 5 1  

Sekre t a r i s  Wi layah/Daerah  

Cap t t d  

KMT. SUKARNODIPRODJO 
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P E N  . . JELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 
SLEMAN 

NOMOR : 1 TAHUN 1990 

TENTANG 

PERATURAN BANGUNAN DAERAH 

PENJELASAN UMUM. 

Bahwa da lam rangka usaha  . Perner in tah  Kabupaten Daerah 
Tingkat  I1 Slernan mencapai  t e r t i b  pembangunan phisik yang 
s e h a t  dan t e r a r a h  s e r t a  mengingat  perkernbangan wilayah Ka- 
bupaten  Daerah  Tingkat  I1  Slernan sanga t  pesa t  t c r u t a m a  per- 
kembangan pembangunan pada kawasan-kawasan te-teritu, peru- 
mahan,  par iwisa ta ,  perhote lan ,  pusa t  pendidikan clan perguru- 
a n  tinggi, indilstri  s e r t a  perdagangan,  perkantorsn  dar. per- 
kembangan jalui- lalu l in tas  dan  sebagainya yang r.iengakibatkan 
t idak  mencukupinya kebutuhan tanah untuk bangunan sesuai 
dengan k e t e n t u a n  mengenai  d iantaranya  gar is  sempadan,  pro- 
s e n t a s e  penggunaan t anah  untuk bangunan d m  p x u n t u k a n  la- 
nah (zoning). 

Perkembangan keadaan tersebu t d i rasa  te lah  meni rn bul kan 
kekhawat i ran  adanya galigguan t e rhadap  Iiescirr~hangan kelt.5- 
t a r i a n  hidup di an ta ranya  pencemaran  a i r ,  pencemaran udara 
dan pencemaran t anah  yang d a p a t  mengal<iba~kai) gangguan 
kesehatan '  lingkungan, kelestariarl a l a m  se r ra  keindahan l i ~ g -  
kungan. Seper t i  diketahui  bahwa Kabupaten  Daerah  Tingkat  I1  
S l eman  . termasuk Propinsi D a e r a h  is t i rnewa Yogyakarta yang 
merupakan Daerah  ta juan wisa ta  sehingga dalarn menyesuaikan 
perkembangan teknologi dan  kebudayaan perlu dipertahankan 
ut~sur-unsur kebudaysan tradisional  ( te ru tarna  a r s i t ek tu r  tradi- 
sional) pad? kawasan-kawasan t e r t e n t u  a c a r  t i ~ i k  kehilangan 
jati diri. 

. . 

Disanlping perkernbangan sepe r t i  t e r sebu t  di , l tas  telatl dike- 
luarkan pera tu tan  perundang-undangan yang baru a n t a r a  lain : 
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I .  Pe r sya ra t an  Urrlum Bahan Baigunan tli Indonesia (PUBI- 
1982). 

2. Pe ra tu ran  Pererlcanaan Bangunan. Baja di Indor~es ia  (PPBBI- 
I 983). ' 

3. Keputusan Menteri  Peker jaan  Umurn Nomor : 20/KPTS/- 
1986 t en tang  Petjoman Teknik Pembangunan Pe rumahan  Se- 
derhana  Tidak Bersusun. 

4. Peraturarl  Beton Indonesia (Perubahan PBI). 

5. Pera tu ran  Umum Instalasi Penangkal  P e t i r  untuk Bangunan 
di Indo iesia (PUIPP- 1983). 

A t a s  d a j a r  hal-ha1 tersebut ,  maka  untuk mengimbangi p e s a t r ~ y a  
perkembangan phisik dan untuk member ikan bimbingan r e r tL  
pengawasan yang ef fekt i f  atas kegiatan pembangunan da lam 
wilayah Kabupaten Daerah  Tingkat  I1 Sleman,  maka  perlu ada-  
nya ke tentuan-ketentuan meliputi berbagai  n ~ a s a k h  peningkatan 
pelayanan ' t e rhadap  perkembangan d imasa  rnendatang yang di- 
s t u r  da lam suatu  Pera turan  Daerah. 

U n t ~ k  m a k s ~ ~ d  t e r sebu t  d i a t a s  dan  berdasclrkan i jerkembangan 
keadaan dewasa  ini maka  Pe ra tu ran  Daerah  Kabupaten  D a e r a h  
Tingkat  I1 Slernan Nomor 7 Tahun 1976 dipandang sudah t idak  
sesuai lagi karenanya perlu d icabut  dan diganti  dengan Pe r -  
a t u r a n  Daerah yang baru yang menga tc~r  mengena.i P e r a t u r a n  
Eangunan. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 

Pasal  1 huruf a s.d 
huruf g : Cukup jelas. 

huruf h : Bangunan adalah  sl-lsunan s u a t u  yang  
ter tumpu pada  landasan dan t e r i k a t  de-  
ngan t anah  dan  menipunyai fungsl. B a i  
ngunan ini d a p a t  berupc : 

a. Suatu  peralasan. 

b. Suatu serarnhi, tangga  rurnah a t a u  
t ro toar .  
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c. Suatu pera la tan  persedia in  a i r  ber- 
sih, t idak termasirk scsua  ti1 S;II lrbung- 
a n  pada jrtringan s a l u r a ~  I ai r1a . r  
minum kota. 

d. Suaru pera la tan  pernbanguni~n a t a u  
penampungan . a i r  hujan, a i r  kotoran- 
kotoran  a t a u  a i r  perusahaan. 

e. Suatu pemasangan pompa. 

f .  Suatu pagar a t a u  pemisah d a r i  sua tu  
persil a t a u  sebidang tanah. 

g. Suatu turap,  penahan tanah,  jembat-  
an,  urung-urung, penenlbokan dar i  
sua tu  pembuluh a t a u  sesua tu  kons- 
t ruksi  lain semacam itu. 

h. Suatu dinding tembok,  sua tu  pasangan 
kayu, sua tu  dinding papan a t a u  
m a c a m  bidang lainnya. 

i. Suatu  benda yang berdir i  a t a u  t e r -  
gantung tersendir i  luasnya lebih dar i  
1 (satu)  m2, yang dipasang diluar 
ga r i s  sempadan muka rumah a t a u  di- 
a t a s  sua tu  t e m p a t  yang d a p a t  dikun- 
jungi oleh kalayak ramai. 

j. Papan-papan reklame,  a l a t - a l a t  re-  
klame,  tiang-tiang a n t e n e ,  t iang- 
t iang portal.  

Pasa l  1 huruf i s.d o : Cukup jelas ' 

Pasa l  ' 2  . : Cukup jelas 

Pasa l  3 : Cukup jelas. 

Pasa l  - 4 a y a t  1 s.d 3 : Cukup jelas. 

Pasa l  5. a y a t  1 : Cukup jelas. 

Pasa l  5 a y a t  2 : Dalarn ha1 bangc~nan/persil yat jg a k a r ~  
dibangun menutup jalan , keluar persil. 
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t e t angga  d i b e l ~ k a n g n y a ,  pemilik bangun- 
anlpers i l  t c r sebu t  11;lrus tnenyisihkan se- 
bagian tanahnya u r i t ~ k  jalan ke luar  t e r -  
s e b i ~ i  dan  berhak .mendapatkan i ~ b a l a n  . . 

uang atas t anah  yang disisihkan terse-  
but. dengan musyawarah maksirna; se- 
banyak harga  yang berlaku s a a t  itu. 

F'emi l i  k berhalc mengajukan kebe ra t an  
atas pemotongan t znah  untuk jalan 
penghubung t e r sebu t ,  apabi la  : 

I .  Luas  t anah  yang disisihkan lebih ~ e -  
sa r  dari. 15%. 

2. Lebar  t anah  yang disisihkan iebih be- 
sar  da r i  3 m ( c a t a t a n  : lebar.  t a n a h  - 

t e g a k  lurus derlgan a r a h  ke persil 
yang t e r tu tup) .  

3. Luas t a n a h  sudah min ima ih idak  
mencukupi untuk menampung kegiat-  
an/fungsi  bangunan yang a d a  sehingga 
t idak  mungkin dikurangi  lagi. 

4. Masih a d a  kemungklnan pembua tan  
jalan penghubung yang lain yang 
lebih murah  a t a u  lebih rendah 
acces ib i l i ty  valuenya. Hal  i t u  
dikecualikan apabi la  diperlukan untuk 
kepent ingan umilm yang mendesak 
d a n  vital.  

,..x 

5. Alasan-alasan la in  yang b i i a  d i t e r i m a  
d a n  . masuk akal .  Dalam -alasan 
kebera tan ,  t e r s e b u t  point  . j ,3  ,.3 pe- 
milik t anah  t e t a p  disarankan...imenyi- 
s ihkan  sebagian  tanahnya . un tvg ,  'jalan 
penghubung minimal  selebar:  .'yotang 
b isa '  berjalan (kurang lebih '1 m).' 

l'asal .5 ayat ( 3 )  
s.d a y a t  (6 )  : Cukup  jelas. 
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P a s a l :  6 s.d Pasal 7 : C u k u p  je las  
. . . . 

. . . .  : . . . . : ' <, . 
P a s a l ,  8 ;  a , y a t  ( I ) : C u k u p  jclas. 

; : ,  ".'":" dyat (1) 
. .  . . 

: K e t e n t u a n  l u a s  m i n i m a l  bangunan  
. .  . . . .  t e r s e b u t  b e r d a s a r k a n  s t a n d a r  k c s e h a t a n  

. . . .  . . .  . . . .. . d a n  k e b u t u h a n  udara .  
,. . . . 

paSi;i 9 ' 

I. : .  
: C u k u p  jelas. 

, . . .  

Pasal I0 .ayai :  ( I  ) : T i p e - t i p e  konstruksi .  

Rangunan  d i b e d a k a n  d a l a m  tip-.-tipe 
k o n s t r u k s i  yang  b c r d a s a r k a n  d a y a  tahan  
t e r h a d a p  a p i  (kebakaran) ,  d e n g a n  pem-  
b a g i a n  : 

a. T i p e  1 : kons t ruks i  r a n g k a  ' t a h a n  a p i  
i a lah  t i p e  kons t ruks i  d i m a n a  beban-  
b e b a n  dipikul  o l e h  ko lom-kolom d a n  
balok-balok a t a u  dinding-dinding 
b e t o n  b e r t u l a n g  d i m a n a  kolom- 
ko lom d a n  balok-balok a t a u  d i r d i n g -  
d ind ing  y a n g  d i m a k s u d  s e b a g a i  se lu -  
bung  ( s h a f t  e u c l o s u r e s )  m e l i p u t i  
t a n g g a  l i f t  t a h a n  l i f t  d a n  la in  lubang  
v e r t i k a l  d a n  bag ian-bag ian  : . truktur 
y a n g  d i m a k s u d  t e r d i r i  d a r i  beban  
t a h a n  a p i  yarlg rnemp.unyai k e t a h a n  
t i d a k  k u r a n g  d a r i  : 

1 .  K o l o m  ( t c r m a s u k  d ind ing  b e t o n  
b e r t u l a n g  y a n g  b e k z r j a  5ebaga i  
ko lom)  b a g i a n  btrcrktur m e m i k u l  
dinding-dinding t a h a n  a p i  d a n  dill- 
d i n g  p e m i s a h  4 - jam. 

2. Dinding pani l  lua r ,  balok-balok in- 
duk, ba lokrha lok  a n a k ,  p ~ r t a l  a t a p  
d a n '  s e l u h u r ~ g  t a k  m e r r ~ i k u l  b e b s n  
rnel iput i  t a n g g a  l i f t  d a n  lubana, 
v e r t i k a l  l a innya  - 3 - jam. 
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3. Dinding pallil vang menghadap 

jalan umum dan dinding-dinding 
yang le taknya  t idak  kurang 3 m 
dar i  ba t a s  ha laman yang lain per- 
untukannya. J ika  dinding t e r s e b u t  
dibagi  pada  t i a p  t ingkat  o leh  lan- 
tai- lantai  horisontal  da r i  60 c m  
dibelakang gar i s  dinding a t a u  o l eh  
dinding horisontal  yang t ingginya 
t a k  kurang dar i  pada 80 c m  
nlempunyai  daya  t ahan  ap i  bagi  
bangunan kelas V, VI dan  VII 
t idak  kurang dar i  pada 3 jam. 
Dan da l amlbag i  bangunan-bangun- 
a n  ke las  11, 111 dan IV t idak  ku- 
rang  da r i  3 jam. 

b. Tipe  2 : Koi~s t ruks i  dinding pemikul  
yang terlindungi, ialah t i pe  konstruk- 
si yang dinding-dindingnya t e rd i r i  
da r i  t embok  (ba tu  Sa ta  dan  sejenis-  
nya)  a t a u  be ton  bertulang s e r t a  ba- 
gian-bagian s t ruktur  yang dimaksud 
te rd i r i  dar i  bahan .tahar! api  yang 
rnempunyai t idak  kutarlg dari  d a l a m  
ha1 : 

1 .  Dinding luar, dinding t ahan  a p i  
dan  dinding pemisah - 4 jam. 

2. Dinding-dinding pemikul s loof-  
sloof por ta l  dan kolom-kolom a t a u  

- balok-balok memlkul  dinding 3 
jam. 

3. Dinding. parlil, kolom-kolom dan  
balok-balok d;ln s e l u b u n g  mel iput i  
tangga ,  lift  dan ' lubang-lubang 
ver t ika l  lain - 2 jam. 
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4. Rangka-rangka a t a p  beriktrt k o ~  
lom-kolomnya dan balok-balok 
yang bersangkutan dan lantai  lan- 
t a i  berikut kolom-kolom dan ba- 
lok-baiok yang bersangkutan - 2 
jam. 

c. Tipe 3 : Konstruksi biasalsederhdna 
ia.lah t ipe  konstruksi yang dinding- 
dinding luarnya mempunyai dayatahan 
ap i  3 jam dan konstruksi bagian da- 
lamnya seluruhnya a t a u  sebagian dari 
kayu a t a u  baja t ak  terlindung, dan 

.beton bertulang dipikul oleh baja tak 
t e r  lindung. 

d. Tipe 4 : Konstruksi baja/ t<esi  tak 
terlindung ialah t ipe  koristruksi di- 
mana beban-beban dipikul oleh rang- 
ka baja a t a u  lain jenis. logam yang 
t idak terlindung terhadap api  dan 
dinding-dinding luar dan a tapnya  ter -  
diri dar i  asbes, lembarari logam a tau  
lain bahan tahan api. 

e. Tipe 5 : Konstruksi kayu ialah t ipe 
konstruksi yang bagian-bagiannya ter- 
diri dari  kayulbambu. tltau pendu- 
kung-pendukungnya tergantung pada 
rangka kayulbambu juga termaksud 
se t i ap  konstruksi sejenis yang rnem- 
punyai lapisan luar ' daya tahan api. 

f. Tipe 6 : Konstruksi campuran ialah 
suatu  bangunan yang terditAi lebih da- 
ri s a t u  t ipe  konstruksi t e t ap i  dimana 
t e rdapa t  dua a t a u  Iebih t ipe  kons- 
truksi dalam sa tu  bangunan, dan ti- '  
dak terpisah oleh suatu  pemisah t a -  
han api yang scmpurna rrlaka seluruh 
bangunan harus .dianggap sebagai  tipe 
konstruksi yang paling ticjak tahan 
api. 
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Perbedaan  t ipe-t ipe konst tuksi .  tersebut '  
da l am urutannya t ipe  1 d i tentukan 
sebagai  konstruksi yang paling t ihggi  
daya  t a h a n  apinya darl .  t i pe  '5  a d a l a h .  'ti- 
pe  konstruksi  yang paling kurang daya  
t ahan  apinya.  

Pasa l  10 a y a t  ( 2 )  
s.d. a y a t  (7) : Cukup jelas 

a y a t  (8) : Beton ber tu lang bervpa adonan da r i  
bahan P C  : pasir : kerikil .Jan a i r  de-  
ngan campuran  t e r t en ru  dan , ber sa tu .  
mengeras  sepe r t i  batu,  besi seb'agai tu-  
langnya sehingga dalam perhitungan be- 
ban ber tu lang mempunyai fungsi sendi-: 
ri-sendiri ya l tu  beton sebagai  per,dukung 
beban t e k a n  dan besi sebagai  pendtlkung 
beban tar ik .  

a y a t  (9) : Cukup jelas 

a y a t  ( I  0) : a. Bahan bangunan a,dalah e l emen  ba- 
ngunan yang , bisa dirangkai dengan- 
a t u r a n  teknjs  dan perhitupgan sesuai  
dengan fungsinya akan menjadi  kons- 
truksi sesilai persyaratan umum 
bahan bangunan di Indonesia (PUBINI 
2 )  s e r t a  peratilran Beton Bertulang 
Indonesia (PBI-NI 2).  

b. Apabila, .keadaan s e t e m p a t  t idak . me- 
mungkinkan maka Kepala Dinas ' da-. 
pa t  menentukan lain. 

Pasal  I I s.d 
Pasal  14 : Cukrlp jelas. 

: AV : Algerneane Vioorwaaiden ,Voot 
d e  Vi  tvoeringbij Aanneming van 
Opcnbare  werken. 
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AVE : A l g e m e t ~ e  Voorso l \ r i f t en  voor 

e l e t r i s  c h e s t e r k t r o o  n j i r \ s ta l l aes  . 
in Neder landsch  Indie. 

IMB : Izin Mendirikari  D.angunan 

NI : Normal i sas i  Indonesia.  
PBI : P e r a t u r a n  Beton  Indonesia.  

! PKKI : P e r a t u r a n  .Koristruksi Kayu  
Indonesia.  

PPBBI : P e r a t u r a n  P e r e n c a ~ \ a a ~ \  b a n g u n a n  
Baja  Indonesia.  

PMI : P e r a t u r a n  Mua tan  1nclonc:sia. 

P U I P P  : P e r a t u r a n  U m u m  lnst , i las i  Pe- 
nangka l  P e t i r  un tuk  B a n g u ~ l a n  di  
Indonesia.  

PUB1 : P e r s y a r a t a n  Unlurn Dahan  Ua- 
ngunan  di Indonesia.  

P a s a l  16 

ROW : Righ t  of Way. 

: a. Sebe lum ponder ing  r r ~ e n d a p a t  beban  
d a r i  pondasi  s e b e l u m r ~ y a  per  lu di laku-  
k a n  t e s  t anah  d a r i  l a b o r a t o r i u m  
seh ingga  d ike tahui  s e c a r a  p a s t i  ke -  

. k u a t a n  t a n a h  d i m a n a  bankunan  a k a n  
didir ikan.  

b. Dengan  d a s a r  kekua t an  t ~ n a h  ; fang  
a d a  ba ru  d iperh i tungkan  b e b a n  pon- 
d e r i n g  t e r s e b u t  dengan  ~ e n g a m b i l  
luas  d a s a r  pondasi  yang  a!<an d i b u a t  
s eh ingga  dengan  d a s a r  pe rh i t ungan  
t e r s e b u t  kekua  t a n  t a n a h  se imbang .  

c. Bila dengan  luas  da sa r  pondasi  rrlenu- 
r u t  perhi tungar)  t e r n y a t a  a m a t  l u a s  
rnaka  d iambi l  a l t e r n a t i f  lain, a p a k a h  
dengan  kons t r r~ks i  t i a n g  t a n c a p  ~ i tc lu  
d e n g a n  perbaikar l  t a n a h  s e b a g a i  pon- 
d e r  ing. 
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d. Sarnpel  t a n a h  yang d i  tes ha rus  
diarnbil d a r i  bebe rapa  t e m p a t  : 

- k e e m p a t  sudut  bangunan. 
- d i t engah  sisi  luar  da r i  panjang ba - 

nEunan. 
- Ibila bangunan t e r l a lu  panjang  ma- 

. &a penge te san  diambil  pada  t i a p  
l e t a k  kolom. 

Demikian  c a r a  penl;ernt)alian s ampe l  - 
penge te san  a g a r  d idapa t  kekua tan  
yang m e r a t a  untuk  se luruh  luas  ba- 
ngunan. 

e. Untuk  t a n a h  yang kurang  daya  
. dukungnya bisa diperbaiki  clengan 

mencapur  t a n a h  dasa r  t e ~ s e b u t  
dengan  lapis  pudel. 

Pasa l  17 s.d 
Pas31 48 : Cukup  jelas. 

Pasa l  49 a y a t  ( 1  : Cukup  jelas. 

Pasa l  4 9 a y a t  (2) : Yang  d imaksud pembebanan  a d a l a h  be- 
ban yang  t e r j ad i  o leh  ' ~ e b a n  yang 
dipikul o l eh  konstruksi ,  misa lnya  : be- 
ban a t a p ,  beban berguna  ya i tu  pe ra l a t an  

, dan  sebagainya.  

Yang d imaksud gaya-gaya  pemindaharl 
ada l ah  : gaya-gaya yang d i s a l u r k a d d i -  
t e ruskan  k e  konstruksi  !ainnya yang  t e r -  
kai t -  

Y arig dirnaksud gaya-gaya ada l ah  , gaya-  
g a y a  yang  beker  ja pada  konstruksi  
s e c a r a  langsung. 

a y a t  ( 3 )  dan a y a t  
(4) : Cultup jelas. 

l'asal 50 s.d 
Pasa l  57 : Cukup jelas. 
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Pasa l  58 a y a t  ( 1  ) : Dalam merencanakan  sa luran  pernbuarig- 
a n  a i r  hujan harus  diperhitungl<an 
f rekwensi  in tens i tas  curat)  t)ujan selarna 
5 ( l ima) tahunan,  ya i tu  berapa  besar 
c u r a h  hujan te r t inggi  dalarn 5 tahun 
' t e rsebut .  
Kemvdian  juga d ipe r t imbang lan  ~ o n d i s i  
t a n a h  yang a d a  menyangkut  gaya  se rap  
tanah.  Sehingga bisa d i t en tukan  percn- 
Canaan sa luran  pembuangan a i r  hujan 
yang  sesuai  dengan kebutc~han d a  1 t e r -  
hindar  da r i  pencemaran .  

a y a t  (2) s.d a y a t  (4) : Cukup  jelas. 

P a s a l  59 s.d 
P a s a l  61 : Cukup  jelas. 

P a s a l  62 a y a t  ( 1 )  s.d 
ayax (3 )  : Cukup  jelas. 

a y a t  (4) : Misalnya untuk lingkungan iqdustr i ,  guna 
m e n c e g a h  pencemaran  lingkur.g;.n, maka 
sebaiknya  untuk  pembuangan a i r  limbah 
disediakan Unit  Pengolahan Ail- Limbah 
(Ef f l en t  Wate r  T r e a t m e n t  Unit)  
Untuk daerah-daerah  kawasa11 khusus 
yang d a p a t  menimbulkan.  darnpak t e r -  
t e n t u  perlu d ibuat  analisis m e r ~ g e n a i  
d a m p a k  lingkungan (Perat lrran P e r n e r i w  
t ah  Nomor : 29 Tahun 1986 t en tang  
ANDAL (Analisa Darnpak Lingkgngan:. 

Pasal  63 darl 
Pasa l  64 : Cukup jclas. 

Pasa l  65  a y a t  ( 1 )  : C u k ~ ~ p  jelas. 

a y a t  (2) : Persya ra t an  tangki  septilc bersarna,  an-  
t a r s  lain sebagai  bcrikut  : 

- .Mr~ka a i r  t anah  har1.1~ c r ~ k l ~ p  rr!rldah. 
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- J a r a k  mininlum - a n t a r a  $idang'~r6sapan 
be r sama  dengan . sumur  p.antek adtilah 
10 m e t e r  ( te rgantung s i f a t  ' tanah,  ser - '  
t a  kondisi daerahnya). 

- Tangki sept ik  harus dibuat  dari.  bahan 
r a p a t  air .  

- Kapasi tas  -tangki septik t e rgsn tung  
.da r i  kwal i tas  a i r  lirnbah, waktu .  pe'- 
ngendapan,  b a n y a k ~ y a  campuran yang 
~ n e n g e n d a p  s e r t a  f r ekuens i  pengam- 
bilan lumpur. 

- Ukuran tangki  septlk bersama s i s t em 
t e rcampur  (untuk jumlah k u r a r ~ g  lebih 
50 orang,  panjang 5 m lebar  2,5 m 
kedalaman totill  I , % '  m dan tinggi a i r  
dalarn tangki  m i n i m u m . l  rn). 
Lihat  larnpiran garnbar tangki  sept'ik . 

sendir i  a n t a r a  lain sebapai  berikut  .: 
' 

- -  Luas  ha laman ha rus  cukup untuk bi? 
dang peresapan. 

- Volume tangki  sept ik  minimum 1,5 
m3. 

- Tinggi a i r  dalsrn tangki  m i n ~ m u r n  1 
m. 

- Tangki sept ik  harus dibuat  dar i  bahan 
r a p a t  air .  

- Tutup tangki  sept ik  harus dilengkapi 
dengan lubang p e n g h w a a n  dan lubang- 
pemer iksa ,  d i a m e t e r  lirbang pemeriksa 
adalah  45  c m ,  dan 'bila tu tup  tangki 
berbentuk persegi  rnaka ukuran lilbang 
perr~er iksa  ada l sh  : 4 5  x 45 c r ~ 1 2 . :  

- Pipa rnssuk h a r r ~ s  t e r l e t ak  pada  kc- 
tinggian rriininlurr~ 2,5 crrl Icbih tinggi '. 
dar i  pipa keluar. 
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Lihat  lampiran gambar  tangl:i s ep t ik  
sendiri. 

a y a t  (3) : Persya ra t an  bidang resapan ar i ta ra  lain 
sebagai  ber ikut  : 

- Bidang resapan untuk se t i ap  r f ~ m a h  
harus d ibuat  sesuai  dengan d a y a  se- 
rap  tanah,  luas bidang resapan mini- 
mum 12 m2. 

- Tabel  luas bidang resapan yang disya- 
ratkan untuk pembuangan ~ i r  l imbah 
1000 l i t e r lha r i  sesuai d e r ~ g a n  daya  se- 
rap  tanah.  

- Pada  bidang resapan minimum harus  
d ibuat  2 jalur galian untuk ;ips re- 
sapan. 

- Lebar gal ian minimum 6 0  q m ,  d a n  
dalam galian minimum 45 c m .  

- J a r a k  sumbu 2 jalur galian minimum 
1,5 rn. 

- Dibawah pipa resapan harus diberi  ke- 
rikil yang d iameternya  a n t a r a  1,5 
sampai 5 c m  se teba l  5 c m  J a n  d ia t a s  
resapan ditimbun dengan i juk r nini- 
mum 5 crn. 

Lihat  lam piran gambar bidang resapan.  

Pasa l  66 : Cukup jelas. 

Pasa l  67 a y a t  (1) : Yang dimaksud se t i ap  persil  adzlah  : 

- Persi l  s e t i a p  rumah kediaman. 

- Persi l  untuk fasi l i tas  umum. 

a y a t  (2) dan  (3) : Cukup jelas. 

Pasa l  . 68  a y a t  ( 1  ) 
dan  (2 )  : CuKup jelas. 
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ayat (3) : a. Perlimbunan terbuka (open dumping) 
tidak boleh pada daerah yang berair 
atau digenangi air atau tebing yang 
dibawahnya ada su~r~ber airnya, atau 
dekat daerah pemr~itiman. 
Penirnbunan t e r b ~ ~ k a  seharusnya 
tlitirnbuni, agar se-:iap sampah .tidak 
beterhangan atau dirubung lalat atau 
tempat serangga jan hewan .penye- 
bar penyakit pes, oleh karena Szu 
s;ln~pah dari tempat penimbunan 
terbuka amat rnengganggu kesehatan. 

11. Pcrl i~~~bunarl s.3rnpah harus dipilih 
pada tarla11 yang kering yang tidak 
digenangi air. 
Lapisan sampah harus diusaha~an ku- 
rang dari 2 m tittp lapis. Tebal la- 
pisan tanah mininlum 20 cm untuk 
rnenutup tiap lapisan sampah. Sedang 
untuk lapisan terakhir tebal tanah 60 
cm. Setiap lapisan sampah yang su- 
dah 1 ditimbun tanah harus dipadatkan. 

c. Sampah yang dibakar, pertama- 
tarrla perlcl dipisahkan bahan-bahan 
yang dapat dib~.kar. Kemudian 
san~pah kering yang terdiri dari ker- 
tas, karton, sisa-sisa tunbuh tumbuh- 
an (dam dan rantingnya)' bisa 
dibakar. Pembakaran harus Ji1al:ukan 
setiap hari. Alat pembakar kolektif 
berupa INCINERATOR harus diperha- 
tikar~ mengenai tinggi cerobong asap 
3 nl diatas atap rumah, dan jaraknya - 
10 n l  dari dinding rumah. S~mpah 
yang berupa plastik tipis (misalnya 
kantong plasl.ik, tas '<resek) .boleh 
dibakar karena tidak beracun. Teta- 
pi plastik keras (seperti garisan, be- 
kas sikat gigi, ernber, botol) tidak 
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boleh dibakar, karena ajapnya bera- 
cun. 

d. Sarnpal~ yang bcr-cisal dari turr~b\~I) -  
turrlbuhan (sisa sayuran, daur~ dan 
lain-lain) serta hewan (sisa daging, 
lemak dan lain-lain) dapat di  jadikan 
pupuk (kompos) bila ditirnbun. Bisa 
juga dibangun pabrik kompos, tetapi 
harus dipil ih seden~ikiar. rupa agar 
tidak menimbulkan gaTgguan pada 
daerah lingkungan pernukirnan. 

ct. Sampah yang terdir i  'dar i  tas plastik, 
botol plastik, kaleng ro t i  dan Inin- 
lair) dapat d igu~akan kernbali. 

f .  Plastik dan kaleng b e k a ~  dapat dija- 
dtkan bahan bcku untuk pernbuat ba- 
rang-barang lain (recycl~ng) misalnya 
menjadi barang kerajinar, ~nainan 
anak-anak dan sebagainyz. 

g. Sistem pendem urug berl lpis PUB- 
Sanitary Landfi l l  pada prinsipnya 
zdalah penimbunan sampah pada 
sebuah lubang besar diman;. scgala 
macam sampah ditimhunkarl, '<crr~~r.cli- 
an diratak2.n dan dipad~tl . , i i i  iier 
meinberi lapisan tanah diatasnya. 
Kemudian lapisan sarrrpah St:rikutl>y;1 
juga ditimbun, .dirata!car~ da3 dipadat- 
kan diatasnya, setel;.h dirirrlbuni 
tanah (urug) lag]. Derrrikian seterus- 
nya. 

11. Bagi mereka yarlg rnerrrpunyili tanah 
pekarangan yang luas, dapat i r ~  zngu- 
rangi tirnbunarr sarr~pah yang akan 
diangkut oleh petugas Ljinas Keber- 
sihan Lirlgkungan Kabupaten, yaitu 
dengan jalan rrrerr~bust . lubang-lr~bar~g 
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t e m p a t  s a ~ n p a h  ditanah, pckarangan 
te rsebut .  Sampah  organik (seper t i  
s isa saytiran, sisa rnakanan dan  lain- 
lain) s e r t a  sanlpah berupa  ke r t a s ,  
s isa turnbuh- tumbl~han (daun rant ing  
dan  kayu) di t im  b ~ , n  pada  lubang t e r -  
sebut .  
Se t e l ah  d i t imbur~  sampah  . dalam 
lubarig t e r sebu t  sudah hampir  peauh 
rnaka gs l i lah  lubang baru d i s a m ~ i n g -  
nya da11 t a n a b  gal ian itu untuk me-  
nimbun sampali  yang hampir  p e n l ~ h  
itu. Demikian se terusnya ,  bila sa lah  
s a t u  lubang sudah harnpir penuh lalu 
d ibuat  lubang bal-u disarnpingnya. Lu- 
bang pe r t a rna  yang sudah di t imbun 
t ad i  se te la l i  3 5ulan t e l ah  menjadi 
t anah  d a n  dapa t  dipakai lagi.  Ukuran 
lubang sampah  t e r scbu t  75  x 100 :: 
100 cni3,  dapa t  menampung sampah 
ke luarga  yang t e rd i r i  dar i  10 
orilng selarna + 1 Sulan. Makin kecil 
jurnlah a n g g o t a  ke luarga  makip kecil 
pula lubang sampah  te rsegut .  

I"as;il C9 s.d 
~';Ls;: ! .'Y : Cukup jclas. 

Pas;tl ;'9 s y a t  ( 1 )  : Cukup jclas 

a y a t  ( 2 )  : 1zi1) Mcndirikar) ;Bangunan yang dirnaksud 
da l a r r~  a y a t  ini ada lah  Sura t  lzin Se-  
m e n t a r a ,  Izin Bangunan yang difinitif 
diberikan se t e l ah  pe laksanaan pernba-. 
ngunan se lesa i  dan  sesuai  dengan lzirl 
Sernentara  yang diberikan. 

P a s a l  80 : Cukt.jp jelas. 

Pasal  81 a y a t  ( 1 )  
s.d a y a t  (5) : C u k u ~  jclas. 

a y a t  ( 6 )  huruf a s.d. 
huruf c : Cukun iclas. 
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huruf d : Pasangan r a p a t  a i r  adalall  ca lnpuran  pa- 
sangan kedap a i r  d imana  a i r  t idak da-  
p a t  d i t empuh  dengan ca r?  campuran  1 
P C  : 3 Ps. 

huruf e s.d 
huruf i : Cukup jelas. 

Pasal 82  a y a t  ( 1 )  s.d. 
a y a t  (3) : Cukup jelas. 

Pssal 8 3  s.d 
Pasa l  91 : Cuukup jelas. 

Pasa l  92 a y a t  ( 1 )  
huruf a : Cukup jelas 

huruf b : Yang dimaksudkan :memb;hayakar- ada-  
lah membahayakan kese l ama tan  umum 
dan lingkungan. 

huruf c : Cukup jelas. 

a y a t  ( 2 )  s.d. 
a y a t  (4) : Cukup jelas. 

Pasa l  9 3  s.d 
Pasa l  102 : Cukup jelas. 

Pasa l  103 a y a t  ( 1 )  : Keten tuan  ini tidak berlaku bagi ba- 
ngunan-bangunan yang t e r l e t a k  d i tep i  
J a l an  Negara /Ja lan  Propinsi yang seca ra  
phisik masih k r s i f a t  pedesaan.  

a y a t  (2) : ~ i a ~ a  peneli t ian sebesar  5% diperuntuk- 
kan sebagai  biaya operasional bagi pe- 
t ugas  Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasa l  104 s.d 
Pasa l  167 : Cukup jelas. 

Pasal  108 a y a t  (1) : Sanksi  hukum dengan huku,nan k u r ~ n g a n  
se lama- lamanya 6 bulan a t a u  denda  se- , 

banyak-banyaknya Rp. 50.000,- d i t e t ap -  
kan dalarn :IJndang-Undang Nornor 5 ta- 
hurl 1974. 
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ayat ( 2 )  : Cukup jelas. 

Pasal I09 s.d 
Pasal 1 1  7 : Cukup jelas. 



I BUPArl'1 SLEMAN 
LCI-. 

KEPUTUSAN BIJPATI SLEMAN 

NOMOF? : 90 ISK.l<DHIA12003 

EUPA'1-1 SLEMAN, 

Menimbang : a. I3ahwa ur!tuk rr~enciptakan kelancaran pelaksanaan tugas dan 

ketepatan jalur komunikasi yang bertanggung jawab, perlu ada 

penetapar) mewenang penandatanganan perizinan ; 

b. bahwa ufltuk melaksanakan rnaksud tersebut perlu rnenetapkan 
/ 

Keputusan Bupati tentang Penandatanganan Perizinan. , 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Daerah lstimewa 

Yogyakarta jq Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 

2. Undang-uridang Nomor 22 Tahuri 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, 

3. Peratc~rm Oaerah Kabupaten Slernan Nornor 12 Tahun 2000 

tentang Crgariisasi Perar!gkat Daerah Pernerinfah Kabupaten 

Slernan. 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan 

KESATU : P~leridelegasikan penandatanganan perizinan kepada kepala 

organisasi p~~-angltat daer'ah, kecuali perizinan di bidang 

pertanahan. 

KEDUA Dalarn ha1 kepala organisasi perarglcft u ' a ~ d i l  &&a: olch 

pelaksana harian, penandatanganan perizinan dilaksanakan oleh 

pejabat str~~ktural yang berada satu tingkat dibawahnya sesuai 

bidang tugasnya 



- KETIGA Kepala -0rganisasi - perangkat - daerah dapat mendelegasikan 

wowenang penandalanganan perizinan sebagaimana dimaksud 

dalarn diktum KESATU kepada pejabat struktural yang berada satu 

tirjy!<at dibawahnya sesuai bidang tugasnya dalam ha1 perizinan 

yang bersifst rutin administratif dan untuk mempercepat 

pelayanan. 

KEEMPAT . Dalam ha1 kepala orgsnisasi perangkat daerah tidak dapat 

melaksanakan t ~ ~ g a s  dengan alasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan dalan~ jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 

ker;a, kepala or'ganisssi perangkat daerah mendelegasikan 

par~andatanganan perizinan kepada pejabat struktural yang berada 

satu tingkat dit2wahnva sesuai dengan bidang tugasnya. 

KELIMA : A9abila kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat struktural 

y a q  berada satu tiqgkat dibawahnya yang membidangi tugas 

tcrsebut tidak dapat melaksanakan tugas karena sebab 

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KEEMPAT, maka 

kewenangan penandatanganan perizinan didelegasikan kepada 

kepala Sagia:: tbta usaha. 

KEENAM : Fada saat Kept~tusan ini rnulai berlaku Surat Keputusan Bupati 

Sleman Nomor 87/SK.KDH/A/2001 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penandatanganan Peririnan kepada Kepala Dinas 

dinyatakan tidak tjerlaku. 

KETUJUH : Segala sesr-ratu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila 

terrtyata diF;emudian hsri terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 

KEDEWPAN : Keputusan ini mulai barlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sleman. 

Pada tanggal : 4 Juni 2003 

BUPATI SLEMAN, - 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, 

2. Kepala DinaslBada~i/KantorlBagian se-Kabupaten Sleman. 



- - 

BUPATI SLEMAN - 
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 07a/Kep.KDH/A/2004 

TENTANG 

PEMBERIAN SANKSI ADMlNlSTRASl BAG1 PELANGGARAN 

lZlN MENDlRlKAN BANGUNAN 

BUPATI SLEMAN, 

Menirnbang : a. bahwa be!rdasarkar~ ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sleman Momor 1 Tahun 

1990 tentang Peraturan Bangunan, barang siapa mendirikan 

bangunan harus sudah memiliki lzin Mendirilran Bangunan dari 

Kepaia Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Sleman 

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturarl Bangunan 

pelaksanaannya belum dapat berjalan dencan optimal derigan 

masih adanya pelanggarafl-pelanggaran berupa pendirian 

bangunsm tanpa izin; 

c. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa ksadilan dan kepastian 

hukum perlu adanya pemberian sanksi administrasi terhadap 

pelanggaran ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1890 

tentang Peraturan Bangunan; 

d. bahwa untu k melaksanakan maksud tersebut diatas perlu 

- nenntapkan Keputusan --- Bupati tentang Pemberian Sanksi 
--- --- --- . . 

Administrasi Peranggaran izin  en-ii. 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 teritang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkunyan Daerah lstimewa 
I -_- _ _ p - _ p _  -. - ---- 

Yogyak.arta jo. Peraturan Pemerintah Norrior 32 Tahun 1950; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gsdung; 

4. Puraturdn Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 

Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan; 

5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 05IKep. KDHIA12002 tentang 

Pelaksanaan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. 

Dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Sleman, 

Nomor : 2.Allq. PIMP.DPRDl2004. 

Tanggal : 3 Jarluari 2004. 

Tentang : Persetujuan Perlerbitan Keputusan Bupati Sleman tentang Pemberian 

Sanksi Administlrasi Bagi Pelanggaran lzin Mendirikan Bangunan. 

Menetapksn : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI 

Pi[)MINISTMSI BAG1 PELANGGAMN lZlN MENDIRIKAN 

BANGUNAN. 

Pasal 1 

Setiap oranglbadan tiukun? yang mendirikan bangunan wajib memiliki lzin Mendirikan 

Rangunan dari Kepaia Daerah. 

Pasal 2 

Setiap oranglbadan hukum yang sudah atau sedang dalam proses mendirikan 

bangunan be l~~m memiliki lzin Mendirikan Bangunan namun telah ~~emenuhi ketentuan 

- tekn!sbm-nsanlshdMi.  



Sanksi adn~inistrasi terhadap pelanggaran lzin Mendirikan Bangunan dibayarkan pada 

saat pembayaran retribusi lzin Mendirikan Bangunan. 

--- 

4 Pasal3 

Besar~n - -- sanksi - ---- administnisi - ditetapkan -- berdasarkan prosentase pelaksanaan pendirian 
-- - --- - - -- --- -- - - - - -- - --- - 

bangunan dengsn besaran retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagai berikut: 

Pasal 6 

Segsia sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila tarnyats di kemudian hari 

No. 

1. 

2. 
-- 

n 
i j .  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

terdapat kekelir,~ar dalam Keputusan ini. 

Pasal4 

Ket~ntuan mengenai besaran snnksi administrasi terhadap pelanggaran lzin Mendirikan 

Bangunan dituangknn dalam Berita Acara Pembayaran Sanksi Administrasi yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Permu kiman, Prslsarana Wilayah dan Perhu bungan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Pendirian Bangunan 

(%) 

90 - 100 
- 

80 - 89 
-- 

70 - 79 
60 - 69 
50 - 59 

- 
40 - 49 

-- 
30 - 39 
20 - 29 
10-19 

1-9 

Sanksi Administrasi 

(Oh) 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 
--- 

60 

55 



Pasal7 
- - -  - - - - - - - - - - 

putusarr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam 

mbaran Daerah Kabupaten Sleman. 

Diundacgkan di Sleman. 

Pada tanggal . 9 Januari 2004 

: SEKRETARIS DAEWH 

KABUPATEN SLEMAN, 

r 

WCCM 
SUTRISNO 

- 

LEMBARAN DAERAH KAOUPATEN SLEMAN TAHUN 2004 NOMOR 04aSERI E 

Ditetapkan di Sleman. 

Pada tanggal : .I Januari 2004 



SYALlA1~SYAltAT UNTUK MENlXAPA7'K-A-N-IZ1N MENDIHIKAN-IBANGUNAN 

1. Mcngiln~bil Ibl-mulir cli Unit Pcluyunurl Tcrputlu Sutu Alup (UPT PSA) JI. I ' r ~ ~ . i \ ~ i \ l l ~ y i \  I ~ L ' I . ~ I I I  

'l'ridudi Slcmic~~Tclcpon 868405 Pcsuwnt 240. 

2. Formulir diisi dan ditnnda tangani di atasxneterai Rp. 6.000,- 

3. Formuiir dilegalisir dzsa dari kecainatan dimana bangunan aknn didirikan. 

4. Foto copy KTP yang lnasih berlaku. 

5. Lampiran-lampiran yang diperlukan (masing-masing rangkap 2). 

a. Gan~bnr : denah, tampak depan, tampak samping, tampak bclakang, potongan mernanjang, 

potongan melintangrencanapondasi, rencana atap, jaringan ssnitasi, situasi dan situasi kecil. 

b. Garnbar konstruksi beton beserta hitungannya. 

c. Garnbar Konstruksi baja besertaperhitungannya. 

d. Hasil penyelidikan tanah dan rekoinendasi dari Laboratorium Mekanika Tanah untuk 

bangunan bcrtingkat 3 (tiga) atau lebih. 

e. Surat keteranganpeinilikan tanah. 

f. Surat Perintah Kerja (SPIC) apabila pekerjaan diborongkan. 

-. Memenuhi Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan serta ketentuan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

'. Formulir yang telah cliisi bcscrta lainpirannya diserahkilrr kc UPT PSA tlali pcmolio~~ aka11 

mendapat tanda tesima. 

:. Pemohotl nkan diberitahil pe~lnohonan disetujui atauditolak 

. Hal-hal yang belu~ll jelas dapat ditanyakan di UPT PSA. 



Permohonan untuk membangun, mempeduas, merubah 

1. Narna dan alamat pemohon ............. ................................. 
................................................................................................... 
............................................................................................... 2. Nama dan alamat pemilik bangunan : 

................................................................................................... 
3. Nama dan alamat pemilik tanah .................................................................................................... 

4. Jenis Bangu'nan * )  : Rumah tinggal, Kantor, Sekolah, Asrama, Toko, Gudang, 
Pabrik, Laboratoriurn, Bengkel, Gedung Kuliah, Masjid 
Gereja, Rumah Makan, Hotel, Motel, Pemondokan, ........ 

5. Lokasi Bangunan .................................................................................................... 

6. Nama dan alamal penggambar . ................................................................................................... 
................................................................................................... 

7. Nama dan alamat pemborong .................................................................................................... 

8. Jumlah lantai . ...................................... .................................................. %....... 
9. Bahan konstruksi 

a, pondasi * ) : batu bata 1 batu kali 1 plat beton 1 tiang pancang 

b. dinding : bambu / papan / batu bata 1 batako / preca;t 

c, kusen : kayu kalimantan / kayu jati 1 aluminium 

d. rangka atap : bambu 1 kayu 1 beton 1 baja 

e, penutup atap : ijuk / seng / asbes 1 vlarn 1 beton / ondoline / genteng 

f. lantai : tanah / bambu / kayu / semen / tegel abu-abu / teraso I 

keramik / granit / marmer 

Mengetahui : 
Camat 

Mengetahui : 
Kepala Desa 

Pemohon 

Materal 
Rp. 8.000 

) Coret yang tidak perlu 



SURAT PERNYATAAN 

Sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor: 05 / Instr. KDH / 1991 tertanggal27 April 1991, 

tentang : Pcinbuatan Sumur Peresapan Air Hujan bagi pemohon lzin Bangunan 

Dengan ini karni, 

Alamat 

Pekerjaan : 

Menyatakan sanggup lnembuat Sumur Peresapan Air'Hujan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yang akan kami laksanslkan bersama-sana dengan pembuatan gcdung yang karni mohonkan izin. 

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sleman, Tgl. 
Yang menyatakan 

Pemohon IMB 

Matemi 
Rp. 6 . 0 0  

( . . . , . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , , . , . . . . . . . . , . 1 



KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 5 lKep.KDHIA12002. 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI lZlN MENDlRlKAN BANGUNAN 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan. Deerah 

Kabl~paten Daerah Tjngkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang 

Peraturan Bangunan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Peturijijuk Pelaksanaan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. .. . .. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta 

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daera h; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daergh Tingkat I1 Sleman Nornor 1 

Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan. 

I I 

MEMUTUSKAN: I j 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJVK . 1 

PELAKSANAAN RETRIBUSI,IZIN MENDlRlKAN BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dirtraksud dengan: 

a. Bangunan adalah wujud fisik ;,asil pekerjaan konstruksi yang bertumpu pada 

laqdasan, terikat dengan tanan, cia- 



Taksirari harga bangunsn adalah taksiran harga tiap meter persegi berdasarkan 

pada pe-nqhitungan harga bangunan pada lantai satu dari suatu bangunan. - - -- ---- 
- _ . 

lzin Mendirikan Bangunan yang seianjutnya disebut IMB adelah izin untuk 
. . 

mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bang'unan. 

Retribusi iu'n mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pembeiian izin kepada orang 

pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan izin mendirikan bangunan. 

BAB II 

TARlF 

Pasal2 

3tiap perolehanlparmohor~an IMB dikenakan retribusi. 

) Retribusi IMB sebesar 5/1000 (lima per seribu) dari selunlh biaya rnendirikan, 

menyub.ah, memperbaiiti dan atau membongkar bangunan. 

) Biaye pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  ditetapkan 

' berdasarkan perhitungan biaya taksiran tiap meter persegi. 

I )  Taksiran harga tiap nieter persegi lantai dan' setiap bangunan ssbagaimanz 

dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 adalah sebagai berikut: 

Klasifi kasi 

I 

1. I Semi permanen I M' luas lantai / Rp350.000,OO I 
2. ( Peimanen 

c. Sederhana 
I b. Sedang 

1 c aaik 

d. Mewah 

M' luas lantai 

M2 luas lantai 

M2 luas lantai 

M2 luas lantai 

1 1 b Pagar samping dan 1 M2 luas muka pagar 1 RpIO5.000,O~ . .j 
belakang -- 

-- 
3. 

&as rnukar~aqar 
Psgar 

H p l 2 5 . 0 O ( J , C l - ~  

I 



(2) Batasan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

sebay ai berikut: 

_C.-- - - 

a. Bangunan semi permanen: 

.I.  pondasi batu kaii. 

2. dinding bambu, ashes dan papan, 

3. lantai tanah, 

4. tiang r-angka bar'nbu kayu, 

5. penutup atap genteng keripik, seng, asbes. 

b. Sangunan sederhana: 

I. pondasi batu kali, 

2. dinding bata merah, batako tidak diplester, 

3. !grtai tegel abu-abu, floor, 

4. tiarlg rangka kayulbeton, 

5. perlutup atap genteng vlamlparis, seng, asbes, 

6. kuson kayu kalimantan. 

- -  - 

c. Bangunan sedang: 

1. pondasi batu'kali, 

2. dinding bata merah, batako diplester, 

3. lantei Iteramik, 

4. tiang rangka kayu,beton, 

5. penutup atap genteng vlamlparis, seng, asbes, 

6. kusen kayu kalimantan. 

IV 
A 

- - - 

Rp'!00.000,00 ,- , 

Rp42.000,OO 

Rp42.000,00 

I Rp90-000'00 
Rp870.000,OO 

l?p100.000,00 - 

d. Bangunan baik: 

Ill 
- --- --- -- - - 

M2 luas lantai 

M2 luas lantai 

M2 luas lantai 

M2 luas lantai 

M2 luas muka air 

M2 panjang saluran 

- - - l~ondssi batu kali, footplat, - . .. 

2. d1na1n-r~ 

-- 
II 

Lapangmn o l a h  6- Aenian 

rabat beton dilapis granit. 

Halaman beton rabat 

Halamsn konblok 

Halamen aspal 

Kolam renang 

Saluran drainase 

I 

1 

, .. 3. lantai teraso, keramik, 

4. rangka atap kayu, baja dan beton, 

-- - 

i 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



5. kusen kayu kalimantan kelas 1, jati, 

6. penutup atap genteng beton, 
~- .. --- .~ - - 

p~ ~ . -~ .  .~~ ~ - - - 

e. Bangunan mewah: 

1. pondasi batu kali, footplat, 

2. ' dinding batu merah diplester, 

3. lantai keramik, marmer, granit, 

4. rangka atap kayu jati, baja,beton, 

5. kusen kayu jati, aluminium, 

1 6. penutup atap genteng beton, genteng glassir. 

BAB Ill 

BANGUNAN BERTINGKAT 

I Harga bangunan pada bangunan bertingkat ditetapkan sebessr jumlah biaya 

1 psmbangunan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 3 ditarnbah 213 (dua per 
tiga) untuk tiaptiap tingkat. 

BAB IV 

PEKERJAAN PEMBANGUNAN YANG DIBORONGKAN 

(1) Apabila pekejaan pembarlgunan diborongkan, perhitungan biaya pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 ditetapkan 

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan harga nominal. . .. 

BAB V 

BALlK NAMA IMB 

1 

(1) Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

(2) Harga nominal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah harga nominal 

bangunan sebelum dikenakan pajak dan jasa konstruksi. 

- ------Besam-y.cet~.iW yang bersangkutan dan serendah-rendahnya sebesar 
1 

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupianj. \ 



(2) Retribusi balilc. rama atas IMB dikenakan untuk setiap pengalihan IMR, baik kolektif 

- -- maupun perseorangan, kecuali .pemecahan I M B  kolektif deri -- pengembang - -  ke - - 

perseorangan. 

BAB VI 

KAWASAN STRATEGES PEWDlRlAN BANGUNAN 

(1) Retribusi lMB yang dikenakan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) Pasal 3 dan Pasal 5 untuk bangunan yang berada 9i tepi jalan negara;- 

jalan propinsi yang pengaturan izinnya diserahkarl daerah kabupsten dan atau 

kawasan lain yang memiliki nllai sosial ekonomi strategis tinggi ditambah sebesar 

15% (lima h l a s  persen) dari uang bangunan yang harus dibayar. 

(2) Selain biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih ditambah dengan 

biaya penelitian sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang harus dihayar. 

Kawasan strategis pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) Pasal 8 

sebagai berikut: 

NAMA RUAS 
I ~ T ~ ~ I  TI1-I K AWAL 

I a. Jalan '.!ogja-~agelang / Batas wilayah / Batas wilayah I 
I b. Jalan Jogja-Wates I Batas wilayah I Batas wilayah I 

-,a-so lo 
I 

1 Batas wilayah / Batas vuilay~---1 
I I 

] d. Ring Road 1 Batas wilayah / Bator w i l a y a h I  

Batas wilayah 

L Tempel 

b. Simpang tlga 
sm-&-m 

--- 
---- 

Simpang empat 

b. Jalan renipel-Cangkringan 

Panggung 

Simpang tiga Pasar 

Palbapang 

Simpang tigz -4 Panggung 



I I I Prambanan. I 
r I e . j a - ~ o n o s a r i  

I I - I Batas wilayah I Batas wilayah 

t i f. Jalan ~o~ j& -~u lowa tu  
I I I Batas wilayah I Simpan'g tiga Pulowatu 

I I g. Jalan Jogja-Kaliurang i Batas wilayah I ~ u s u n ~ ~ a n ~  

a. Jalan Maguwo-Ngemplak Simpang tiga 

Maguwo 

/ I b. .laIan Sorogenen-Sidorejo / Simpang tiga I Simpang tiga Kemasan 

c. Jalan Kalasan-Tegalrejo 

d. Jalan SekarsUli-edilan 

e. Jalan Kaiasan-Tegalsari 

f. Jalan Sumber -6ercak 

g. Jalan Gorongan-Gentan 

h. Jalan Ngringin-Krapyak 

i. Jalan Demangan- Condong 

mtur 

j. Jalan Kolombo - Pantirapih 

Im. Jalan Ami~arulrmo - Psrumnas 

n.Jalan Ngentak - Puluhdadi 

. 

o. Jalan Tambakbayan - Seturan 

p. Jalan Dewan - Karangnongko 

k. Komplek Kolornbo 

I. Jalan Nolagaten - Gorongan 

Jogobayan 

Simpairlg tiga 

~ a l i b e n i n ~  

Simpang tiga 

Sekarsuli 

Sirnpang tiga 

Kalasan 

Simpang tiga Berbah 

Simpang empat 

Gorongan 

Simpang empat Psr. 

Condong Catur 

Batas wilayah 

Simpang tiga 

Kolombo 

Komplek ~olombo 

Simpang tiga 

Nologaten 

Sirnpang empat Psr. 

Condong Catur 

Simpang tiga 

Ngentak 

Simpang tiga 

h t u r a n  

SlmPang - 
I 

Simpang tiga 

Ngangkmk , 

Simpang tiga 'regalsari 

Simpang tiga R6rbah.e . 

Simpang tiga Gcn'ian 

Simpang tiga Krapyak 

Simpang empat 

Gorongan 

Bundaran UGM 

Komplek Kolombo 

Simpang tigs Gorongail 

Simpan0 tiga 

Ambarukmo 

Si~npar;g tiga Puluhdadi . .- 

Simpang tiga 

Tambakbayan 

Karangnongko 



I r. Jalan Banteng - Mlandangan 

s. Jalan Mlati - Tegalsa~i 

t. Jalan Jomhor - Jongkang 

u. Jalan Mlati - Sedan 

1 I v. .laIan Psii. Kolombo- Manukan 

w. Jalan gejayan - Manukan 

x. Jalan Sanggrahan-Manukan 

y. Jalan Ktx~tungan-Condong 

Catur 

z. Jalan Gentan-Tonggalan 

I I aa. Jalan Dayu - Pajangan 

bb. Jalan Babadan - Sidorejo 

I I cc. Jalan Ngemplak - Koroulon 

dd. Jalan Kot.oi~lon - Kejambon 

' I ee. Jalan Besi - Jangkang 

ff. Jalan Sidorejo - Glagahsari 
1 I 

gy. Jalsn Bedoyo - Kaliadem 

hh. Jalan Geblok - Kaliadem 

I I ii. Jalan Bronggang - Klangon 

I 
-- 

1v 
' 

sirnTang tiga 5zibah 

Simpang tiga Sirnpang tiga Msnukan 

Sendangadi 

I / Simpang tiga 1 Simpang tiga , 

Simpang tiga Jombor 

Simpang tiga Mlati 

I Banteng, I Mlandingan 

Sirnpang tiga'Jongkang 

Silripang tiaa Sedan 

I Simp. tiga'Psr. I Simpang tigaManukan 

I Kolombo I I Simpang tiga I Si~npang tigu Manukan 

I 1 Sambisari 

I Simpang tiga I Simpang tiga Manukan 

Simp. Empat 

Condong Catur 

I Kentungan I 

Simpang tiga hrlanukan 

. .- 

I Simpang tiga I Sirnpang empat 

Simpang tiga Dayu 

I '  I Ngemplak 

Simpang empat 

Babadan 

Simpang empat I Sirnpang tiga Pajangan 

Babadan 
1 

I Simpang tiga I Simpang tiga Koroulon 

Simpang tiga 

1 Koroulan I 

Simpang tiga Salakan 

I Sirnpang tigaBesi / Batas Wilayah 

I Simpang tiga I Simpang enipat 

Bedo yo 

Simpang tiga 

Sidorejo 

Simpang tiga 

Glagahsari 
. . . . .  

Dsn Kaliaden 

NgernpIak 

Simpang tiga 

Geblok 

Simpang tiga Dsn Kaliadem 

Bronggang 

- S k i p .  tiga 

Tegalmanding 

- 
s1mpmItrga :. 

Pokoh 
. 
, . 



I Pundong I I I II. Jalan Pundong-Kenteng I I Simpang tiga 

.Ponowarcn 

nn. Jalan Garnping - Bantulan 

mm. .laIan Modinan- 

00. Jalan Gamping Tebon 

pp. Jalan Goclean - Nulir ., 

Simpang tiga 

Modinan 

qq. Jalan Ngents~k -Tumut 

Karangpakis 

sirnpang' tiga Kenteng. .. 

rr. Jalan Baler~gan - Minggir 

ss: Jalan Seyegan Balangan 

tt. Jalan Jombor - seyegan 

uu. Jalan Seyegan Jalakan 

w. Jalan Kemusuk - Banyuurip 

ww. Jalan Nan~bongan- 

Cangkringan 

xx. Jalan Wadas -Bantulan 

yy. Jalan Seyegan -Godean 

zz. Jalan Mlati - Kronggahan 

Simpang empat 

Gamping 

Simpang tiga 

Gamping 

Simpang tiga 

Godean 

Simpang tiga 

Ngentak 

Simpang tiga 

Balangan 

Simpang tiga 

Seyegan 

Simpang tiga 

Jombor 

Simpang tiga 

Seyegan 

Simpang tiga 

Kemusuk 

Simpang tiga. 

Wadas 

Simpang tiga 

Wadas 

Simpang tiga 

Seyegan 

Simpang tiga Mlati 

Simpang tiia 

Ponowaren 

Sinlpang tiga Banalan 

Simpang tiga Teban 

Batas Wilayah 

Sirnpang tiga Tumut 

Sirnpang tiga 

Kebonangung 

Sinlpang tiga Balangan 
. .- 

Sitnpang tiga Seyegan 

Sirnpang tiga Jalakan 

Sirnpang tiga Banyuurip 

Simpang tiga Cangk.ring 

Simparrg tiga Bantulan 

Simpang tiga Godean 

Sirnparig tiya 

aaa Jalan Komplek ibukota 

Sieman 

bbb. Jalan Beran - Warak 

Komplek ibukota 

Simpang tiga Beran 

Kror~ggahan 

Komp lukw-  

Simpang tiga 1'Varak 



-1  ccc. ~alan-wadas - Turi 
I I Simpang tiga Wadas I 

I 1 Simpang tiga Balong I 
ddd. JaIarl Kepitu - Rejondani 

lee(?. Jalar~ Denggung - I Simpang tiga Beran / 

Simpang tiga Kepitu 

Simpang tiga Denggung 

I I Simpang tiga Kayunan I 
Kamdanen 

fff. Jalan Balong - Degolan 

I I Simpang tiga Rejondani / 

Simpang tiga Mulungan 

I ggg. Jalan Beran - Dalong I Simpang tiga I I hhh. Jalan Mulungan - , ( Kamdanen I I Brengosan I Simpang tiga Muds1 / 

kkk. Jalan Kamdanen - 
Ngaglik 

Ill. Jalan Mudal- Dayu 

mmm. Jalan Ngrobyong - 
Kentungan 

nnn. Jalan Bangkrung - 
Kronggahan 

000. Jalan Krc.nggaha11- 

iii. Jalan Ksjirian - Candi 

jjj. Jalan Rejoridani Ngaglik 

Kenteng 

Simpang tiga Ngrobong 

Simpang empat 

Bangkrung 

Simpang empat 

I Kronggahan 

---. 
Sin~pang tiga Turi 

Simpang tiga Rejjondani 

.- . .., 

Simpany tiga 

~arndankn 
'~ 

Siriipang tiga Degolan 

Simparlg tiga Balong 

Simpang tiga Kayunan 

Simpang tiga' Candi 

Simparlg tiga Ngaglik 

Simparcg tiga Ngasem 

Simpang tigs Dayu 

Simpang tiga Sengkan 

Simpang empat 

Kronggahan 

Simpang empat 

Kenteng 

BAB VII 

DENDA ADMlNlSTRASl 

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Dinas 

Pekeriaan Umurn, P,artambangan dan Pernubungan bahwa IMFJ yang diajukan telah 

sebesar 0,5% (no1 koma lima persen) per hari dari retribusi yang harus dibayamya, 

de~gan denda n~aksimal sebesar 50% (limapuluh persen). 
0 



-. . 
BAB Vlll 

-- 

PENUTUP 

Pasal 11 

Pada ssat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daelah Tingkat II 

Sleman Nomor 208/Kep.KDH/19944 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besarnya Retribusi 

lzin tvlendirikan Bangunan Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Dae;'ah Tifigkat II 

Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

: '..,.Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di keniudian hari 

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 
.- . .. 

Pasal 13 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengilndangarr Kepirtusan 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 
Pads tanggal 1 Marc%' 2003 

Diundangkan di Sle~nan. 

Pada tanggal 5 Ma.ret 2003 

LEMB.4RAN OAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR 3 SEUI 4 


